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KATA PENGANTAR

Munculnya banyak permasalahan baru, menjadikan masyarakat
Muslim sering bertanya dan menunggu fatwa untuk hukum yang baru
tersebut. Penggalian sebuah hukum Islam membutuhkan kepada metode
istinbath yang tepat sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan
ketetapan syara’.

Dalil Syara’ sangatlah dibutuhkan untuk bukti kuat penetapan
hukum Islam. Kekuatan hukum Islam tentu tidak diragukan lagi, karena
sumber hukum Islam berasal dari al-Quran dan al-Sunnah yang
kehujjahannya tidak dipertentangkan.

Hukum syara’ berasal dari Allah SWT, ketentuan hukum syara’
diklasifikasin kepada hukum taklifi dan hukum wadl’i. sumber hukum
Islam juga mencakup sumber yang disepakti Ulama dan yang
diperselisinkan.

Buku ini sangat penting untuk dibaca, karena menyajikan teori
yang komprehensif, membahas sumber hukum Islam dan Metode
pengambilan hukum dengan bahasa yang ringan dan mudah difahami.
Sangat cocok untuk semua kalangan, terutama bagi pemula belajar Ushul
Fikih.

Samarinda, 15 November 2020

Dr. Thohir, M.Adg
Direktur Pascasarjana
IAIN Samarinda




PENGANTAR PENULIS

Perkembangan zaman menimbulkan banyak pembaharuan, bukan
hanya dalam bidang teknologi, namun juga ilmu pengetahuan. Digitalisasi
teknologi memudahkan banyak hal dalam kehidupan manusia. Tak
terkecuali proses pembelajaranpun mengalami transformasi yang sangat
signifikan. Semua ilmu dapat dipelajari dengan berbagai cara, juga dari
aneka ragam sumber. Kemajuan ilmu dan teknologi sangat berpangaruh
pula dalam menentukan hukum pada kejadian-kejadian yang belum
pernah terjadi di masa Rasullah SAW, dan terkadang banyak pula yang
hukumnya belum tertulis di dalam nash al-Qur'an dan juga as-Sunnah.

Ushul fikih merupakan salah satu ilmu penting yang harus dikuasai
oleh para fukaha, Ulama, praktisi hukum Islam, pelajar dan mahasiswa,
juga umat Islam umumnya. Hal ini penting untuk dipelajari untuk
mengetahui bagaimana proses ijtihad Ulama dalam menghasilkan sebuah
hukum. Sehingga sebagai umat Muslim tidak hanya menerima berita atau
hukum tanpa mengkaji lebih dalam tentang keabsahan dan
kebenarannya.

Seorang penuntut ilmu Islam, yang ingin mengkaji ilmu Islam lebih
komprehensif, tak kan pernah terlepaskan dengan yang namanya ilmu
Ushul Fikih. Karena dengan proses Ushul Fikihlah, semua produk hukum
yang ada dalam Hukum Fikih itu ada.

Buku ini merupakan hasil rangkuman teori Ushul Fikih yang
dikemas secara komprehensif untuk memudahkan pembaca dalam
memahami teori-teori yang ada di dalam Ushul Fikih. Buku ini juga
memuat sumber-sumber hukum Islam, Metode istibath Hukum, dan juga
litihad serta Magasid Syariah.

Pembahasan diawali dari pengenalan tentang ilmu Ushul Fikih,
kemudian Hukum-hukum syara’, Sumber-sumber hukum Islam yang
disepakati dan diperselisihkan Ulama Ushul, serta Metode pengambilan
hukum, Maqasid as-syariah, juga ljtihad dan Ta’rudh al-Adillah.



Kajian komprehensif yang dipaparkan di dalam buku ini diharapkan
dapat memudahkan para pemula dalam mengkaji dan mempelajari Ushul
Fikih, baik dari jenjang sekolah maupun Perguruan Tinggi.

Ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, yang telah
memudahkan penyusunan buku ini. Jug aucapan terima kasih kepada
seluruh keluarga, pimpinan, rekan, sahabat, dan semua pihak yang telah
menukung dan membantu terbitnya buku ini.

Buku ini masih tentu masih jauh dari kesempurnaan, kritik dan
saran selalu kami buka untuk penyusunan buku ushul fikih yang lebih
sempuran ke depannya insyaAllah.

Akhrinya, penulis mengucapkan maaf atas segala kesalahan dan
khilaf, jika didapati masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat untuk

penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Samarinda, 14 November 2020

Dr. H. Akhmad Haries, S.Ag., M.S.I
Maisyarah Rahmi HS, Lc., M.A., Ph.D
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BAB |
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP USHUL FIQH

A. DEFINISI USHUL FIQH
Secara Etimologi, ushul figh terdiri atas dua (2) kata, yaitu

Ushul dan Figh.

Ushul merupakan jama’ dari kata Ashl yang artinya fondasi
sesuatu.

Sedangkan figh berarti pemahaman secara mendalam yang
membutuhkan pergerakan potensi akal.

Secara Terminologi, kata Ashl mempunyai beberapa
pengertian :

1. Dalil /| 4 (landasan hukum), seperti ungkapan para ulama
ushul fikin: “Ashl dari wajibnya shalat adalah firman Allah dan
Sunnah Rasul.” Maksudnya, yang menjadi dalil kewajiban shalat
adalah ayat al-Qur'an dan Sunnah.

2. Qaidah / s (dasar, fondasi), seperti sabda Rasul yang

berbunyi:

Artinya: "Islam itu didirikan atas lima ushul (dasar atau fondasi)."

3. Rajin/ z=) (yang terkuat), seperti ungkapan para ahli ushul figh:
i) 2SI (3 LoV

Maknanya: "Yang terkuat dari (kandungan) suatu ungkapan adalah
arti hakikatnya."

Maksudnya, setiap perkataan yang didengar/dibaca yang
menjadi patokan adalah makna hakikat dari perbuatan itu.

Contoh lain adalah perkataan ulama ushul figh:
Ll Lo ol 4l

Maknanya: "Al-Qur'an itu ashl bagi giyas."



Maksudnya, al-Qur'an itu lebih kuat daripada giyas. Bisa
juga diartikan bahwa al-Qur'an itu menjadi dasar bagi giyas.

4. Far’'un/ga (cabang), seperti ungkapan para ahli ushul figh:
g3 )

Maknanya: "Anak adalah cabang dari ayah."

5. Mustashab / cxwedt  (memberlakukan hukum yang ada sejak

semula, selama tidak ada dalil yang mengubahnya).
Sedangkan kata figh secara terminologi adalah:

Adedd) Ll o 2l kel e, 21 AL Wl

Maknanya: “Mengetahui hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah
yang diperoleh melalui dalil-daliinya yang terperinci."

Untuk lebih jelasnya tentang definisi ushul figh secara
terminologi, ada dua definisi ushul figh yang dikemukakan oleh para
ahli ushul figh terdahulu, seperti apa yang dikemukakan oleh ulama

Syafi'iyah dan jumhur ulama.

Ulama Syafi’iyah mendefinisikan ushul figh sebagai berikut :

Ldznd) g Lgie 53Lina ) 0,485 16 L) aadl) Y d,ne

Maknanya: “Mengetahui dalil-dalil figh secara global dan cara
mengemukakannya serta mengetahui keadaan orang yang
menggunakannya (mujtahid).”

Defenisi diatas menjelaskan bahwa Ushul Fikih adalah ilmu yang
melalui pembelajarannya akan diketahui dalil-dalil secara global dan
cara mengetahui kandungan dalilnya untuk menghasilkan sebuah
hukum yang diperoleh melalui ijtihad para Mujtahid.



Ulama Hanafiyah, Malikiyah, & Hanabilah mendefinisikan Ushul

Fikih sebagai berikut :
Bbnaddl Lol o a1 Dlizal ) L ol Losy ) Aelsal)

Maknanya: “Mengetahui kaidah-kaidah kulli (umum) yang dapat
digunakan untuk mengistinbatkan hukum-hukum syara’ yang bersifat
amaliah melalui dalil-dalilnya yang rinci.”

Pengertian ini menunjukkan bahwa ilmu Ushul Fikih merupakan
ilmu yang dipelajari untuk mengetahui dan memahami kaidah-kaidah
yang bersifat umum yang digunakan sebagai alat/metode untuk
mengambil sebuah hukum yang terkandung dalam dalil-dalil sebagai
sumber dalam hukum Islam, dimana hukum yang dikaji berkaitan
dengan amal perbuatan manusiam (amaliyah) bukan masalah yang

berkaitan dengan keyakinan (ushul al-din).

Sementara itu Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Asyqgar dalam

kitabnya “~21”", Mendefenisikan Ushul Fikih adalah:

o B B pal) sV bla) (3 pdsans gl Rl delsd) desas

dkezad) Ll

Maknanya: “Kumpulan kaidah-kaidah Umum yang digunakan untuk
pengambilan Hukum syara’ far’iyah (cabang) dengan dalil-dalil yang
terperinci.”

Defenisi ini hampir sama dengan defenisi yang dikemukakan
oleh para Ahli Ushul Fikih dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan
Hanabilah bahwa yang dimaksud dengan ilmu ushul fikih adalah ilmu
yang mencakup kumpulan kaidah-kaidah yang digunakan sebagai alat
menelaah hukum untuk menghasilkan hukum-hukum cabang (far’iyah)
dengan dalil-dalil yang terperinci.

Dari beberapa definisi yang dijelaskan di atas, jelas dapat
difahami bahwa para Ulama Ushul memahami ilmu Ushul fikih sebagai
ilmu yang mengkaji tentang dalil-dalil Syara’ dan juga kumpulan

kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengambil sebuah hukum yang



berkaitan dengan amal perbuatan manusia dengan dalil yang
terperinci. Sehingga penulis dapat simpulkan bahwa Ushul Fikih
adalah “ limu yang mempelajari tentang dalil-dalil syara’ secara global
dan kaidah-kaidah secara umum yang digunakan para mujtahid untuk
mengambil hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan amal

perbuatan manusia (amaliyah) dengan dalil yang terperinci.”

B. KEGUNAAN DAN TUJUAN USHUL FIQH

Jika dilihat dari kitab-kita Ushul Fikih, para Ulama Ushul
menjelaskan bahwa kegunaan dari ilmu Ushul Fikih adalah untuk
mengetahui kaidah-kaidah yang bersifat global (kulli), dan teori-teori
yang terkait dengannya untuk diterapkan pada dalil-dalil yang bersifat
terperinci (tafsili), sehingga dengan metode-metode tersebut dapat
ditetapkannya suatu hukum syara’ melalui telaah terhadap suatu dalil
yang bersumber dari pada Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw.

Tujuan Ushul Figh adalah : “Meletakkan kaidah-kaidah yang
dipergunakan dalam menetapkan hukum setiap perbuatan atau
perkataan mukallaf.”

Dengan Kaidah itu dapat diketahui:
1. Hukum-hukum syara’yang ditunjuk oleh nash;
2. Dalil yang terkuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah
nash;
3. Cara-cara para mujtahid dalam mengambil hukum dari nash;
4. Perbedaan pendapat para fugaha dalam menetapkan hukum

terhadap kasus yang berbeda.

Ushul Fikih berguna untuk mengeluarkan ketentuan dan ketetapan
hukum dari sumber hukum Islam, yaitu AL-Quran dan Hadits dengan
menggunakan kaidah-kaidah ushul yang berlaku. Dengan mempelajari
ilmu Ushul Fikih orang Islam akan akan terhindar dari sikap taklid dan
fanatisme mazhab. Melalui Ushul Fikihlah para Mujtahid dapat
mengeluarkan dalil-dalil yang berkaitan dengan perbuatan manusia,
menetapkan hukumnya dan melaksanakan perintah dan meninggalkan
larangan serta dapat memilih antara mengerjakan atau meninggalkan

seperti perbuatan yang bersifat boleh (mubah).



Oleh karena itu tujuan dari mempelajari ilmu Ushul Fikih adalah

bertujuan untuk:

1.
2.

Mempelajarai Dalil-dalil syara’ secara global;

Memberikan pengertian mendasar terkait dengan kaidah-kaidah yang
digunakan para Mujtahid dalam mengambil hukum;

Mengetahui metode-metode yang digunakan para Ulama Ushul untuk
memahami dalil-dalil syara’.

Mengetahui proses pengambilan Hukum syara’;

5. Mengetahui gambaran persyaratan menjadi seorang mujtahid.

©

Mengetahui keunggulan dan kelamahan mujtahid sejalan dengan dalil
yang digunakan’

Memelihara agama dari penyimpangan dan penyalahgunaan dalil
syara’;

Mengetahui Sumber-sumber hukum Islam, pendapat Ulama tentang
kehujjahannya dan kedudukannya dalam Hukum Islam;

Mengetahui solusi pada dalil-dalil yang kontradiksi, status dalil baik

yang qath’i maupun dhanni;

10. Mengetahui penerapan hukum yang dihasilkan dari nash..

llImu Ushul Fikih merupakan ilmu yang sangat penting untuk

dipelajari, karena sangat banyak kegunaan dari memahami ilmu Ushul

Fikih, terutama dalam mengetahui dalil-dalil syara’ dan juga kaidah-

kaidah serta metode yang dapat digunakan untuk menginstinbah hukum.

C. OBYEK PEMBAHASAN USHUL FIQH
Selaras dengan defenisi yang telah dijelaskan, bahwa objek
kajian dalam Ushul Fikih adalah dalil-dalil syara’ dan juga kaidah-
kaidah umum, vyang digunakan para ahli Ushul untuk
mengistinbath/mengambil suatu hukum melalui proses ijtihad.
Menurut Muhammad Al-Zuhaili (seorang ahli figh dan ushul
figh dari Syiria), obyek pembahasan ushul figh adalah :
1. Sumber hukum Islam, baik yang disepakati (seperti kehujjahan al-
Quran dan as-Sunnah), maupun yang diperselisihkan (seperti

kehujjahan istihsan dan maslahah al-mursalah, dll).



2. Mencari jalan keluar dari dalil-dalil yang secara zhahir
bertentangan, misalnya, pertentangan ayat dengan ayat, ayat
dengan hadis, atau pertentangan hadis dengan pendapat akal.

3. Pembahasan ijtihad.

4. Pembahasan tentang hukum syara’.

5. Pembahasan tentang kaidah-kaidah yang digunakan dan cara
menggunakannya dalam mengistinbatkan hukum dari dalil-dalil.
Maka objek pembahasan Ushul Fikih adalah Sumber hukum Islam,

hukum-hukum syara’, metode ljtihad/istinbath hukum, kaidah-kaidah
ushuliyah, ta’rudh al-adillah, Mujtahid, dan segala hal yang berkaitan

dengan materi Ushul Fikih.

D. PERBEDAAN ILMU USHUL FIKIH DAN ILMU USHUL AD-DIN DAN
ILMU USHUL FIKIH DAN ILMU FIKIH

1. Perbedaan IlImu Ushul Fikih dan Ushuluddin

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Ilimu
Ushul Fikih adalah llmu yang berkaitan dengan kaidah-kaidah yang
dipergunakan untuk menghasilkan sebuah hukum yang berkaitan dengan
Hukum Fara’ yaitu hukum tentang perbuatan manusia.

Sedangkan I[Imu Ushuluddin adalah ilmu yang berkaitan dengan
2=l (Keyakinan), dan ilmu ini membahas tentang dasar-dasar iman yang
enam; Iman kepada Allah, Iman Kepada Rasulullah, Iman kepada
Malaikat, Iman kepada Kitab suci, Iman Kepada hari akhir/kiamat, dan

Iman kepada Qadha dan Qadar.

2. Perbedaan Iimu Fikih dan Ushul Fikih:

Imu Fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum
syara’ far’iyah yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Hukum-
hukum yang berkaitan dengan Ibadah, Muamalah / Hubungan antara
manusia dengan manusia, dan hubungan kekeluargaan, dan jinayah
atau pidana, hubungan antara sesama muslim, dan hubungan muslim

dengan non muslim, hukum berperang, dan lain sebagainya.



Adapun IImu Ushul Fikih adalah ilmu yang menjelaskan kepada
manusia tentang thabi’ah/kemurnian hukum-hukum syara’ secara global,
dan kekhususannya dari cabang-cabang pembagian hukum, dan
bagaimana menghubungkan antara cabang-cabang / pembagian tersebut
dengan dalil-daliinya. Seperti pengambilan hukum dari kejelasan nash
ayat Al-Quran atau Hadits, atau mafhum / pemahaman dari nash
tersebut, atau Qiyas, dan yang lainnya. Ushul fikih juga menjelaskan
siapa yang mampu mengambil hukum, yaitu mujtahid. Dan bagaimana
menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan.

Jadi, Ushul Fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-
kaidah baik kaidah ushuliyah maupun kaidah fighiyah yang dipergunakan
sebagai alat pengambilan suatu hukum dari dalil-dalil syara’; Al-Qu’ran
dan Hadits. Adapun Iimu Fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan amal
perbuatan hamba/manusia yang merupakan hasil.produk dari
pengambilan hukum yang melalui proses metode ijtihad yang dilakukan
oleh seorang mujtahid.

Maka seorang fagih adalah mujtahid. Sesorang yang mampu
menghasilkan sebuah hukum melalui proses ijtihad dan ifta’ dengan

syarat-syarat tertentu yang akan dijelaskan pada bab ijtihad.

E. SEJARAH PERKEMBANGAN USHUL FIQH
Sejarah pertumbuhan Ushul Fikih atau Hukum Islam bermula
dari masa Nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan oleh para

sahabat, tabi’in, dan tabi’ tabiin.

1. Ushul Fikih pada Zaman Rasulullah SAW

Pada zaman Nabi Muhammad SAW. dan sahabat-sahabatnya ilmu
ushul figh belum terhimpun seperti sekarang ini. Para sahabat dan
pengikut Islam masih dapat langsung menanyakan soal-soal hukum
kepada Nabi Muhammad SAW.

Pada zaman Nabi Muhammad SAW, hukum-hukum dan
penetapan-penetapan hukum Islam belum mendapatkan bentuk tertentu.
Hukum Islam pada masa itu masih merupakan sesuatu yang lahir dari

ucapan-ucapan Nabi atau yang tampak dari tindah perbuatan Nabi, atau



dikenal dengan hadis. Maka sumber hukum ketika itu adalah berupa
wahyu, hadis dan juga berupa musyawarah Nabi dengan para Sahabat
beliau.

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa pada masa Rasulullah, semu
afatwa Rasulullah SAW adalah dalil dan landasan hukum untuk segala
perbuatan Sahabat dan juga genarasi seterusnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Allah SWT berfirman dalam surah

An-Nisa ayat 59:

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.” (QS: An-Nisa: 59).

Imad Zuhair menafsirkan ayat ini dengan penjelasan bahwa:

Jed Slabls @ Glibl (taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya)) Setelah

Allah memerintahkan para qgadhi dan penguasa apabila mereka
memutuskan perkara diantara rakyatnya agar mereka memutuskannya
dengan kebenaran, maka disini Allah memerintahkan para rakyat untuk
mentaati pemimpin mereka. Dan hal itu didahului dengan perintah untuk
mentaati-Nya dan mentaati Rasul, karena gadhi atau penguasa apabila
menyelisihi hukum Allah dan rasul-Nya maka hukum mereka tidak
berlaku. a3 uJ,jjj (dan ulil amri) Mereka adalah para Imam, Sultan,
Qadhi, dan semua yang memiliki kekuasaan yang syari dan bukan
kekuasaan yang mengikuti thaghut. Yang dimaksud dengan ketaatan
kepada perintah dan larangan mereka adalah dalam apa yang bukan
kemaksiatan sebagaimana telah datang hadist dari Rasulullah (tidak ada

ketaatan bagi makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah).



Pendapat lain mengatakan yang dimaksud dengan ulil amri adalah
para ulama al-qur'an dan figih yang menyuruh kepada kebenaran dan

menfatwakannya sedang mereka memiliki ilmunya. &5 o6 (Kemudian jika

kamu berlainan pendapat) Yakni antara sebagian kalian dengan sebagian

yang lain, atau sebagian kalian dengan para pemimpin. :.: ¢ (tentang
sesuatu) Yang mencakup urusan-urusan keagamaan dan keduniaan. %3
Js24 & 1) (maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul) Adapun

mengembalikannya kepada Allah adalah dengan mengembalikannya
kepada al-Qur'an, dan mengembalikannya kepada Rasul adalah dengan
mengembalikannya kepada sunnah-sunnahnya setelah kematiannya,
namun ketika ia masih hidup maka dengan bertanya dan meminta hukum
dan putusan kepadanya.

Dari penafsiran ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT
telah memerintahkan makhlukNya untuk ta’at kepada Allah, dan
RasulNya serta para pemimpin diantara mereka. Dengan begitu pola
hukum di zaman Rasul mengikuti alur yang sesuai dengan ayat tersebut,
bahwa segala permasalahan yang dihadapi masyarakat akan dijawab
oleh wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW,
dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW dikenal dengan kewibawaannya, hal ini juga
didukung dengan kuatnya wahyu dan mukjizat yang datang dari Allah
SWT, sehingga beliau dipandang sebagai manusia yang cerdas dalam
menyelesaikan masalah yang dihadapi umat. Beliau juga sangat toleran
dan berakhlak mulia, hal ini dibuktikan dengan keadilannya dalam
berdagang, kebijaksanaan beliau dalam memimpin, keadilannya dalam
menyelesaikan berbagai macam persoalan dan perselisihan dan
kecakapan beliau dalam bergaul dengan siapa saja.

Islam adalah agama yang diperkenalkan sebagai kelanjutan dari
agama-agama dan peraturan-peraturan Tuhan yang pernah dibawa oleh
para Nabi terdahulu seperti Nabi Ibrahim Alaihi Salam, Nabi Musa Alaihi
Salam, dan Nabi Isa Alaihi Salam. Sehingga Nabi Muhammad SAW
merupakan Nabi terakhir yang membawa agama Islam, untuk

menyempurnakan agama-agama yang terdahulu.



Islam juga dikenal sebagai agama yang dinamis. Islam
mengajarkan dan mengembangkan Hukum Islam secara elastis,
sehingga hukum adat yang berlaku bagi masyarakat Arab tetap eksis
dengan mengadopsi hukum adat yang dipandang tidak bertentangan
dengan hukum Islam, sehingga dengan agama Islam, masyarakat Arab
mempunyai landasan hukum yang jelas dibawah naungan hukum Islam.

Allah SWT berfirman dalam surat AL-Bagarah ayat 213:
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Terjemahan:
“Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka
Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah
menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi
keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisinkan.
Tidaklah berselisin tentang Kitab itu melainkan orang yang telah
didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka
keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri.
Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada
kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-
Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya
kepada jalan yang lurus.” (QS: Al-Baqarah, 213).

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: “Antara
Nuh as. dan Adam as. itu berselang sepuluh generasi, semuanya
berpegang pada syari'at Allah swt. Kemudian terjadilah perselisihan di
antara mereka, lalu Allah Ta’ala mengutus para Nabi yang
menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan.”
Riwayat dari Ibnu Abbas di atas memiliki sanad dan makna yang

shahih. Karena umat manusia pada saat itu menganut agama yang
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dibawa Adam as. hingga akhirnya mereka menyembah berhala, maka
Allah mengutus Nuh as. kepada mereka. la adalah rasul pertama yang
diutus ke muka bumi ini. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab
dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang
perkara yang mereka perselisinkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu
melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu
setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata,
karena dengki antara mereka sendiri.”

Maka dengan diutusnya Nabi dan Rasul merupakan petunjuk bagi
umat manusia, agar permasalahan dan perselisihan di antara mereka
dapat diatasi dengan merujuk kepada wahyu yang Allah turunkan kepada
umatNya melalui Nabi dan RasulNya.

Sejarah perkembangan hukum Islam bermula dari masa
Rasulullah SAW, sebagai sumber utama dalam hukum Islam, yang
berlandaskan kepada Al-Qur'an dan hadis serta ijtihad.

Pada masa Nabi Muhammad masih hidup, seluruh permasalahan
figih (hukum Islam) dikembalikan kepada Rasul. Pada masa ini dapat
dikatakan bahwa sumber figih adalah wahyu Allah SWT. Namun demikian
juga terdapat usaha dari beberapa sahabat yang menggunakan
pendapatnya dalam menentukan keputusan hukum. Hal ini didasarkan
pada Hadis muadz bin Jabbal sewaktu beliau diutus oleh Rasul untuk
menjadi gubernur di Yaman. Sebelum berangkat, Nabi bertanya kepada
Muadz:
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Artinya:

“Sesungguhnya Rasulullah Saw. mengutus Mu’adz ke Yaman.
Kemudian Nabi bertanya kepada Muadz bin Jabbal: Bagaimana engkau
akan memutuskan persoalan?, ia menjawab: akan saya putuskan
berdasarkan Kitab Allah (al-Quran), Nabi bertanya: kalau tidak engkau
temukan di dalam Kitabullah?!, ia jawab: akan saya putuskan
berdasarkan Sunnah Rasul SAW, Nabi bertanya lagi: kalau tidak engkau
temukan di dalam Sunnah Rasul?!, ia menjawab: saya akan berijtihad
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dengan penalaranku, maka Nabi bersabda: Segala puji bagi Allah yang
telah memberi Taufiq atas diri utusan Rasulullah SAW”. (HR. Tirmizi).

Menurut sejarah pula, istilah ilmu ushul fikih secara tekstual belum
terbentuk pada masa Nabi, namun praktik dari pada Ushul Fikih
semuanya bermula dari masa Nabi Muhammad SAW, dimana beliau
sebagai sumber utama dalam memberikan fatwa kepada masyarakat
Islam ketika itu, dan juga menyampaikan wahyu dan hadis yang
digunakan sebagai landasan hukum Islam.

Ushul Figih secara teori telah digunakan oleh beberapa sahabat,
walaupun pada saat itu Ushul Figih masih belum menjadi nama keilmuan
tertentu. Salah satu teori Ushul Figih adalah, jika terdapat permasalahan
yang membutuhkan kepastian hukum, maka pertama adalah mencari
jawaban keputusannya di dalam al-Quran, kemudian Hadis. Jika dari
kedua sumber hukum Islam tersebut tidak ditemukan maka dapat
berijtihad.

2. Ushul Fikih pada Masa Sahabat

Masa ini bermula sejak wafatnya Rasulullah SAW dan tampuk
kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh para sahabat yang dipilih melalui
sistem musyawarah. Masa ini dikenal juga sebagai zaman Khulafa ar-
Rasyidin, yang berlangsung dari 10 Hijriyah- 40 Hijriyah. Menurut sejarah
Islam pada masa ini menggambarkan adanya suatu kepemerintahan
yang dipimpin oleh seorang kepala yang dipilih dengan kekuasaan
terbatas.

Hal ini juga dibuktikan dengan adanya bentuk administrasi dan
eksekutif serta perangkatnya di bidang ketahanan, seperti; polisi, tentara,
urusan bidang luar negeri, keuangan, dan lain sebagainya. Adanya
bentuk khalifah menunjukkan bahwa dalam Islam telah menerapkan
bentuk kepemimpinan kepala negara, yang memiliki kekuasaan mengatur
dan menetapkan hukum berdasarkan hukum Islam.

Masa ini dikenal memiliki arti yang sangat penting, yang dapat

disimpulkan pada dua hal, yaitu: zaman kelanjutan dari kepimpinan
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Rasulullah SAW, dan zaman dimana pengumpulan dan penyusunan ayat-
ayat Al-Qur’an dilaksanakan.

Adapun prosedur pengambilan hukum pada masa khulafa ar-
rasyidin, yaitu Abu Bakar ash-siddig, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan
dan Ali bin Abi Thalib adalah bersifat melanjutkan dari pada kebiasaan-
kebiasaan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, namun
permulaan pembaharuan mulai terjadi, ketika ada peristiwa yang terjadi
yang belum pernah ada pada masa Rasulullah SAW, maka para khulafa

ar-rasyidin akan mengikuti alur sebagai berikut:

Alquran |:> As-sunnah |:> ljma’ ——> | Musyawarah

Para khulafa ar-rasyidin menetapkan hukum dan memutuskan
perkara hampir bersamaan satu sama lain, yaitu dengan mencarinya
dalam AL-Quran, jika tidak didapati hukumnya, maka akan mencarinya
dalam as-Sunnah Nabi, jika tidak menemukannya, maka para khulafa ar-
rasyidin akan bertanya kepada masyarakat, siapa tahu ada di antara
mereka yang mengetahui keputusan Rasulullah terkait masalag tersebut,
jika tidak mendapatkan juga, maka beliau akan bermusyawarah bersama
para sahabat untuk mencari jalan menyelesaikan perkara yang dihadapi
dengan sebaik-baiknya.

Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khatab melakukan hal tersebut
dalam menyelesaikan segala perkara yang mereka hadapi. Namun,
Khalifah Umar dalam keadaan tertentu, Umar dikenal sebagai seroang
yang pemberaniu da.am menafsirkan ayat-ayat al-Quran berdasarkan
keadaan nyata pada suatu waktu, sebagaimana hukum potong tangan
bagi pencuri yang dijelaskan dalam ayat al-Quran, tetapi bagi Umar
hukuman sanksi bagi pencuri bukanlah dipotong tanga, karena dengan
dipotong tangan, si pencuri tidak akan mampu untuk mempertahankan
hidup baik dirinya sendiri maupun keluarganya dari kelaparan.

Khalifah Utsman juga dikenal sebagai seorang hakim yang sangat
bijaksana, beliau sangat cerdas dalam memutuskan segala perkara yang
dihadapinya. Masa ini merupakan masa keemasan di masa khulafa ar-
rasyidin. Pada masa Utsman diketahui sebagai masa pengumpulan al-

Qur'an, berkat perjuangan beliau, mushaf al-quran dapat diteruskan
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hingga zaman sekarang. Walaupun banyak pro dan kontra yang terjadi
pada proses pengumpulan al-Quran ini, hal ini disebabkan Rasulullah
tidak pernah memerintahkan secara jelas untuk mengumpulkan al-Qur’an.
Namun, jika melihat kondisi di masa Rasulullah dengan masa setelahnya
tentulah berbeda, dengan ramainya para penghafal al-Qur'an yang wafat,
maka dikhawatirkan al-Qur'an tidak dapat dipertahankan, karena sumber
hafalan satu persatu berguguran. Maka dengan mempertimbangkan
kemaslahatan yang dapat dimanfaatkan dari pengumpulan al-Quran
tersebut, maka pengumpulan al-Qur'an akhirnya dilaksanakan pada masa
Ustman.

Sementara pada khalifah ke-empat yaitu khalifah Ali bin Abi
Thalib, pada masa ini mulai muncul golongan-golongan yang
mementingkan kepentingan sendiri. Hal ini menimbulkan perpecahan
dalam umat Islam, muncul keraguan pada sumber hukum yang besumber
dari hadis. Masyarakat menilai fatwa yang dikeluarkan Ali terkadang
menguntungkan golongan tertentu. Tetapi sesunggunya masa ini adalah
masa kelanjutan dari kepemimpinan Rasulullah, perluasan kekuasaan
daulah islamiyah juga mempengaruhi perkembangan hukum Islam,
banyak muncul problematika, karena banyaknya hubungan politik, militer,
ekonomi, dan juga hukum kenegaraan yang mempengaruhi pemikiran
hukum. Hakikatnya hal ini telah ditetapkan dasar-dasarnya oleh
Rasulullah, namun pada masa ini para kepala negara Islam mulai
menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang dapat diterapkan
sesuai dengan keadaan, tempat dan waktunya.

Maka, pada masa khulafa ar-rasyidin ini Khalifah Umar merupakan
khalifah yang dikenal sangat pemberani dan bijaksana dalam
menerapkan hukum-hukum Islam berdasarkan al-Quran dan Sunnah
Nabi untuk mengatasi masalah dan perkara baru yang dihadapi di
masanya. Beliau menetapkan kemaslahatan umat sebagai dasar dalam
setiap pertimbangan yang diambilnya.

Pada masa ini pula Ushul Fikih masih sebatas praktik, para khulafa
ar-rasyidin menetapkan hukum sesuai dengan kebiasaan Rasulullah,
dengan merujuk kepada dalil-dalil yang ada dalam al-Qur’an, as-sunah,

juga para khalifah melihat kepada ijma’ Ulama serta melakukan ijtihad
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pada perkara-perkara baru yang belum terdapat hukumnya dalam ayat al-

Qur'an maupun As-Sunnah Nabi.

3. Ushul Fikih pada Masa Tabi’in

Pada zaman Rasulullah dan Khalifah yang empat, hukum Islam
senantiasa sejalan dengan kebijaksanaan para pemagang kuasa
pemerintahan karena kekuasaan kehakiman dipegang dan dipimpin
langsung oleh pimpinan negara. Akan tetapi pasa masa setelah khalifah
yang empat dan pimpinan negara berpindah ke tangan Bani Umayyah,
perkembangan hukum Islam menunjukkan arah yang berbeda dengan
masa sebelumnya.

Perpecahan yang terjadi akibat adanya pertentangan politik dan
perebuatan kekuasaan memberikan  pengaruh  besar dalam
perkembangan hukum. Hukum yang seharusnya berfungsi sebagai
sandaran tempat kembali bagi pihak-pihak yang berselisih, sejak zaman
Mu’awiyyah berubah sifatnya menjadi alat dan pelindung bagi
kepentingan-kepentingan golongan yang sedang berkuasa.

Hal ini menyebabkan pertumbuhan hukum Islam mulai agak
terpisah dari pemegang kekuasaan pemerintahan, pertentangan-
pertentangan pendapat mulai mendapatkan perhatian yang serius, bukan
hanya perbedaan daerah yang menjadi penyebab pertentangan, tetapi
perbedaan posisi politik juga berpengaruh. Oleh karena itu, perbedaan
posisi politik sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan hukum.

Pemerintah Mu’awiyah pada permulaan pemerintahannya juga
banyak diarahkan untuk menghadapi peperangan dengan negara-negara,
khususnya Byzantium, perkembangan hukum banyak sekali
mendapatkan pengaruh dari keputusan para gadhi dan fatwa para ahli
hukum di luar pemerintahan. Bahkan praktik seperti ini telah mengambil
peranan besar dalam pelatakan dasar dari pembinaan hukum Islam yang
pada akhirnya dikenal dengan hukum fikih.

4. Ushul Fikih pada Masa TAbi’ Tabi’in

Pada masa, tabi’-tabi’in dan para imam mujtahid, di saat wilayah

kekuasaan Islam telah menjadi semakin luas. Pada masa tabi'in, metode
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istinbat menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan tambah
meluasnya daerah Islam sehingga banyak permasalahan baru yang
muncul. Para tabiin melakukan ijtihad di berbagai daerah Islam. Di
Madinah, di Irak dan di Basrah. Titik tolak para ulama dalam menetapkan
hukum bisa berbeda, yang satu melihat dari suatu maslahat, sementara
yang lain menetapkan hukumnya melalui Qiyas. Dari perbedaan dalam
mengistinbatkan hukum inilah, akibatnya muncul tiga kelompok ulama,
yaitu Madrasah Al-lIrak, Madrasah Al-Kaufah yang lebih dikenal dengan
sebutan Madrasah Al-Ra’'yu dan Madrasah Al-Madina yang juga dikenal
dengan sebutan Madrasah Al-Hadits. Namun pada masa ini ilmu ushul
figh masih belum terbukukan.

Pada zaman Sahabat dan Tabi’in, pengetahuan mereka sempurna
tentang hukum-hukum yang terdapat dalam al-Quran dan mengetahui
pula sebab-sebab turunnya, serta rahasia syari’at dan tujuannya karena
pergaulan mereka pada zaman Nabi. Karena itu, mereka tidak
memerlukan peraturan-peraturan dalam mengambil suatu hukum
(istinbath). Tegasnya, mereka tidak mempergunakan pengetahuan ushul
figh dalam teori, tetapi dalam praktek sesungguhnya ilmu ini telah
diterapkan dan menjadi teladan bagi umat sesudahnya.

Pada periode ini adalah masa “Menerima hukum vyang
dikumpulkan oleh seseorang mujtahid dan memandang pendapat mereka
seolah-olah nash syara’ sendiri.” Jadi taglid itu menerima saja pendapat
seseorang mujtahid sebagai nash hukum syara’. Dalam periode taglid ini,
kegiatan para ulama’ Islam banyak mempertahankan ide dan mazhabnya
masing-masing.

Sebelumnya perlu ditegaskan bahwa setiap mazhab figh
mempunyai ushul figh. Hanya saja, metode penulisan mereka berbeda.

Metode penulisan ushul figh yang ada yaitu;
1) Metode Mutakallimin

Metode penulisan ushul figh ini memakai pendekatan logika
(mantiqy), teoretik (furudl nadzariyyah) dalam merumuskan kaidah, tanpa
mengaitkannya dengan furu’. Tujuan mereka adalah mendapatkan kaidah

yang memiliki justifikasi kuat. Kaidah ushul yang dihasilkan metode ini
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memiliki kecenderungan mengatur furu’ (hakimah), lebih kuat dalam
tahqig al masail dan tamhish al khilafat. Metode ini jauh dari ta’asshub,
karena memberikan istidlal aqly porsi yang sangat besar dalam
perumusan. Hal ini bisa dilihat pada Imam al Haramain yang kadang
berseberangan dengan ulma lain. Dianut antara lain oleh; Syafiiyyah,

Malikiyyah, Hanabilah dan Syiah.
2) Metode Fugaha

Tidak diperdebatkan bahwa Abu Hanifah memiliki kaidah ushul
yang beliau gunakan dalam istinbath. Hal ini terlihat dari manhaj beliau;
mengambil ijma’ shahabat, jika terjadi perbedaan memilih salah satu dan
tidak keluar dari pendapat yang ada, beliau tidak menilai pendapat tabiin
sebagai hujjah. Namun, karena tidak meninggalkan kaidah tersebut
dalam bentuk tertulis, pengikut beliau mengumpulkan masail/furu’
fighiyyah, mengelompokkan furu’ yang memiliki keserupaan dan
menyimpulkan kaidah ushul darinya. Metode ini dianut mazhab
Hanafiyyah. Sering pula dipahami sebagai takhrij al ushul min al furu’.

Metode ini adalah kebalikan dari metode mutakallimin.

Berkembangnya beberapa pusat studi Islam, menurut Manna’ al-
Qatthan telah melahirkan dua tradisi besar dalam sejarah pemikiran
Islam. Keduanya adalah tradisi pemikiran Ahl al-Ra’y dan tradisi
pemikiran Ahl al-Hadits. Menurutnya, mereka yang tergolong Ahl al-Ra’y
dalam menggali ajaran Islam banyak menggunakan rasio (akal).
Sedangkan mereka yang tergolong Ahl al-Hadits cenderung
memarjinalkan peranan akal dan lebih mengedapankan teks-teks suci

dalam pengambilan keputusan agama.
Oleh karena itu, kondisi saat itu adalah:
a) Figih sudah sampai pada titik sempurna pada masa ini.

b) Pada masa ini muncul ulam’-ulama’ besar, fuqoha’ dan ahli ilmu

yang lain.

c) Madzhab figih pada masa ini sudah berkembang dan yang paling
masyhur adalah 4 madzhab.
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d) Telah dibukukan ilmu-ilmu penting dalam islam. Diantaranya,
dalam madzhab abu hanifah : Kutub Zhahir al Riwayah yang
diriwayatkan dari oleh Muhammad bin al Hasan dari Abu Yusuf
dari imam Abu Hanifah, kemudian dikumpulkan menjadi kitab al
Kafi oleh al Hakim as Syahid. Dalam madzhab imam Malik: al
Mudawwanah yang diriwayatkan oleh Sahnun dari Ibnu Qosim dari
imam Malik. Dalam madzhab imam Syafi’i kitab al Um yang
diimlakkan oleh imam kepada muridnya di Mesir. Dalam madzhab
imam Ahmad kitab al Jami’ al Kabir yang dikarang oleh Abu Bakar

al Khollal setelah mengumpulkannya dari pere murid imam Ahmad.

Peristiwva pemberlakukan hukum di kawasan pemerintahan Islam
tidak hanya terjadi di daerah kekuasaan Daulah Utsmaniyyah saja. Di
Mesir, tarik menarik antara penerapan hukum Islam dengan penerapan
hukum positif (barat) juga terjadi. Dan hukum Islam pun akhirnya harus
puas berkiprah hanya pada tingkat wacana. Sedangkan dalam
aplikasinya, pemerintah lebih memilih untuk menerapkan sistem hukum
positif. Bahkan, hukum positif yang diberlakukan di Mesir tidak hanya
menyangkut masalah pidana, namun dalam masalah perdata juga
diterapkan.

Pada periode ini, metode penggalian hukum bertambah banyak,
baik corak maupun ragamnya. Dengan demikian bertambah banyak pula
kaidah-kaidah istinbat hukum dan teknis penerapannya. Sebagai contoh
Imam Abu Hanifah dalam memutuskan perkara membatasi ijtihadnya
dengan menggunakan al-Quran, Hadis, fatwa-fatwa sahabat yang telah
disepakati dan berijtihad dengan menggunakan penalarannya sendiri,
seperti istihsan. Abu Hanifah tidak mau menggunakan fatwa ulama pada
zamannya. Sebab ia berpandangan bahwa mereka sederajat dengan
dirinya. Imam Maliki —setelah al-Quran dan Hadis- lebih banyak
menggunakan amal (tradisi) ahli madinah dalam memutuskan hukum,

dan maslahah mursalah. Demikian pula imam-imam yang lain.

5. Pembentukan limu Ushul Fikih
Pada periode inilah ilmu Ushul Figih dibukukan. Ulama pertama

yang merintis pembukuan ilmu ini adalah Imam Syafi’i, ilmuan
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berkebangsaan Quraish. la memulai menyusun metode-metode
penggalian hukum Islam, sumber-sumbernya serta petunjuk-petunjuk
Ushul Figih. Dalam penyu-sunannya ini, Imam Syafi'i bermodalkan
peninggalan hukum-hukum figih yang diwariskan oleh generasi
pendahulunya, di samping juga rekaman hasil diskusi antara berbagai
aliran figih yang bermacam-macam, sehingga ia memperoleh gambaran
yang konkrit antara figih ahli Madinah dan figih ahli Irak. Berbekal
pengalaman beliau yang pernah “nyantri” kepada Imam Malik (ulama
Madinah), Imam Muhammad bin Hasan (ulama Irak dan salah seorang
murid Abu Hanifah) serta figih Makkah yang dipelajarinya ketika
berdomisili di Makkah menjadikannya seorang yang berwawasan luas,
yang dengan kecerdasannya menyusun kaidah-kaidah yang menjelaskan
tentang ijtihad yang benar dan ijtihad yang salah. Kaidah-kaidah inilah
yang di kemudian hari dikenal dengan nama Ushul Figih. Oleh sebab itu
Imam Syafi'i adalah orang pertama yang membukukan ilmu Ushul Figih,
yang diberi nama “al-Risalah”

Setelah Islam meluas dan bangsa Arab bergaul dengan bangsa-
bangsa lain, dibuatlah peraturan-peraturan bahasa Arab agar bangsa lain
mudah mempelajari al-Qur'an. Di samping itu banyak peristiwa lain yang
menyebabkan para ulama berusaha mencari dan menentukan hukum-
hukumnya. Dengan demikian, timbullah fikiran untuk membuat peraturan-
peraturan dalam ijtihad pengambilan hukum untuk memperoleh pendapat-
pendapat yang benar.

Orang yang mula-mula mengumpulkan dan menyusun ilmu ushul
figh adalah Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi’i (150-204 H).

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan munculnya penulisan
ilmu ushul figh, di antaranya :

1. Mulai melemahnya kemampuan bahasa Arab di sebagian umat Islam
akibat interaksi dengan bangsa lain terutama Persia.[8]

2. Perkembangan wilayah Islam yang semakin luas, sehingga tidak jarang
menyebabkan timbulnya berbagai persoalan yang belum diketahui
kedudukan hukumnya. Untuk itu, para ulama Islam sangat membutuhkan
kaidah-kaidah hukum yang sudah dibukukan untuk dijadikan rujukan

dalam menggali dan menetapkan hukum.
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3. Munculnya banyak persoalan yang belum pernah terjadi sebelumnya
dan memerlukan kejelasan hukum, sehingga kebutuhan akan ijtihad kian

mendesak.

6. Tahap-tahap perkembangan Ushul Figh
Secara garis besarnya, perkembangan Ushul Figh dapat dibagi
dalam tiga tahap, yaitu: tahap awal ( abad 3 H ) ; Tahap perkembangan (
abad 4 H ), dan tahap penyempurnaan ( abad 5 H).

1. Tahap Awal (Abad 3 H)

Pada abad 3, di bawah Abbasiyah Wilayah Islam semakin meluas ke
bagian Timur. Pada masa ini terjadi suatu kebangkitan ilmiah di kalangan
Islam, dimulai sejak masa pemerintahan harun Ar-Rasyid. Pemikiran
pada masa ini ditandai dengan timbulnya semangat penerjemahan di
kalangan ilmuan Muslim.

Salah satu hasil dari kebangkitan berpikir dan semangat keilmuan Islam
ketika itu adalah berkembangnya bidang figh, yang pada gilirannya
mendorong untuk disusunnya metode berfikir Figh yang disebut Ushul
Figh.

Pada abad 3 ini telah tersusun pula sejumlah kitab Ushul Figh Ar-Risalah

dan kitab Ushul Figh lainnya.

2. Tahap Perkembangan ( Abad 4 H)

Pada tahap ini ada beberapa ciri khas dalam perkembangan ilmu Ushul
Figh. Yaitu munculnya kitab-kitab ushul figh yang membahas ushul figh
secara utuh dan tidak sebagian-sebagian seperti yang terjadi pada masa
sebelumnya.

Selain itu, materi berfikir dan materi penulisan dalam kitab-kitab itu
berbeda dengan kitab-kitab yang ada sebelumnya dan menunjukkan
bentuk yang lebih sempurna.

Pada abad ini pula mulai tampak adanya pengaruh pemikiran yang
bercorak filsafat, khususnya metode berfikir menurut ilmu Manthiq dalam
llmu Ushul Figh.
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3. Tahap Penyempurnaan ( Abad 6 H)

Pada masa ini terjadi kelemahan polotik di Bagdhad, yang ditandai
dengan lahirnya beberapa daulah kecil, membawa arti bagi
perkembangan peradaban dunia Islam.

Salah satu dampak dari perkembangan itu ialah kemajuan di bidang
Ushul Figh yang menyebabkan sebagian ulama memberikan perhatian
khusus untuk mendalaminya; Al-Baghilani, Al-Qahdhi Abd. Al-jabr, Abd.
Al-Wahab Al-Baghdadi, dan lain-lain. Mereka itulah pelopor keilmuan
Islam di zaman itu. Para pengkaji ilmu keislaman di kemudian hari
mengikuti metode dan jejak mereka, untuk mewujudkan aktifitas ilmiah
dalam bidang ilmu Ushul Figh yang tidak ada bandingannya dalam
penulisan dan pengkajian Islam.

ltulah sebabnya pada zaman itu , generasi Islam pada kemudian hari
senantiasa menunjukkan minatnya pada produk-produk Ushul figh dan
menjadikannya sebagai sumber pemikiran.

Kitab-kitab ushul Figh pada zaman ini, di samping mencerminkan
adanya kitab Ushul Figh bagi masing-masih mazhabnya, juga
menunjukkan adanya dua aliran Ushul Figh, yakni aliran Hanafiah atau
yang dikenal sebagai aliran Fugaha dan aliran mutakallimin.

Dalam sejarah perkembangan ilmu Ushul Figh pada abad 5 dan 6
H. Ini merupakan periode penulisan kitab Ushul Figh terpesat, yang di
antaranya terdapat kitab-kitab yang menjadi kitab standar dalam

pengkajian ilmu Ushul Figh selanjutnya.

F. ALIRAN-ALIRAN USHUL FIKIH

Dalam sejarah Ushul Fikih ada tiga aliran yang berbeda. Masing-masing
aliran tersebut memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyusun

dan membangun teori yang terdapat dalam ushul fikih. Adapun aliran-

aliran dalam ushul fikih adalah:
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Aliran yang pertama : Aliran Syafi’iyah

Aliran ini dikenal dengan sebutan aliran al mutakallimin (ahli kalam).
disebut aliran Syafi'iyah karena Imam Syafi’i adalah tokoh pertama yang
menyusun ushul fikih dengan menggunakan sistem ini. Setelah itu banyak
para ulama yang mengikuti sistem yang disusun oleh Imam Syafii
sehingga disebut dengan Syafi’iyah.

Aliran ini membangun Ushul Figh secara toeretis murni tanpa
dipengaruhi oleh masalah-masalah cabang keagamaan. Begitu pula
dalam menetapkan agidah, aliran ini menggunakan alasan baik dalil naqgli
maupun aqli, tanpa mempengaruhi masalah furu’ dan mazhab, sehingga
adakalanya kaidah tersebut sesuai dengan masalah furu’ dan adakalanya
tidak sesuai. Selain itu, setiap permasalahan yang didukung nagli dapat
dijadikan kaidah

Ahli mutakkalimin menggunakan metode nazari, falsafah dan
mantq serta tidak terikat pada madzhab tertentu dan mereka yang banyak
memakai metode ini berasal dari ahli kalam.

Aliran Syafi’iyah banyak dipakai kalangan Syafi’iyah dan Malikiyah.
Namun ada Ulama madzhab Syafi'i menggunakan sistem yang berbeda
dengan aliran Ushul Fikih Syafi'iyah. Misalnya Imam Al-Amidi merupakan
ahli ushul fikih madzhab Syafi'i dalam kitabnya Al-lhkam menyatakan
bahwa ijjma’ sukuti merupakan hujjah, sementara Imam Syafi’i tidak
menggunakan ijma’ sukuti sebagai hujjah.

Kitab-kitab yang populer disusun mengikuti aliran SYfai'iyah di
antaranya:

1. Al-Mu’tamad karya Abu Husain Muhammad bin Ali al-Basri al-
Mu'tazili (wafat 463 H).

2. Al-Burhan Fi Ushul Al-Figh karya Abi al-Ma’aly Abd Malik bin
Abdillah Al-Juwaini al-Naisaburi al-Syafi'i (wafat 487 H).

3. Al-Mushtashfa min ilmi Ushul, karya Imam Abi Hamid Muhamad
bin Muhamad al-Ghazali al-Syafi'i (wafat 505 H).

4. Al-lhkam fi Ushul al-Ahkam, karya Abu Hasan Ali Bin Abi Ali
atau dikenal dengan Saifuddin al-Amidi al-Syafi'i (wafat 631 H).
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Aliran Kedua: Aliran Hanafiyah

Aliran Hanafiyah dikenal dengan istilah aliran fugaha yang dianut
oleh mazhab Hanafi. Dinamakan fugaha karena dalam menyusun teori
aliran ini banyak dipengaruhi oleh furu’ yang ada dalam mazhab mereka.

Aliran ini berusaha untuk menerapkan kaidah-kaidah yang mereka
susun terhadap furu’. Apabila sulit untuk diterapkan, mereka mengubah
atau membuat kaidah baru supaya tidak diterapkan pada masalah furu
tersebut.

Aliran Hanafiyah banyak dianut oleh mazdhab Hanafi dalam
menyusun Ushul Fikih, mereka menyusun ushul fikih untuk memperkuat
pendapat madzhab mereka. Oleh sebab itu, sebelum menyusun ushul
fikih, mereka terlebih dahulu melakukan analisa mendalam terhadap
hukum furu’ yang ada di dalam madzhab mereka. Sistem yang digunakan
aliran ini dapat difahami karena ushul fikih baru dirumuskan oleh pengikut
madzhab Hanafi, setelah pendiri madzhab Hanafi Abu Hanifat wafat.

Adapun ciri khas dari aliran ini adalah bahwa kaidah yang disusun
dalam ushul fikih mereka semuanya dapat diterapkan. Ini karena
penyusunan ushul fikih mereka telah terlebih dahulu disesuaikan dengan
hukum furu’ yang terdapat dalam madzhab mereka.

Ada beberapa kita yang populer berdasarkan aliran Hanafiyah,
yaitu:

1. Ushul, karya Abi al-Hasan al-Karkhi (wafat 340 H).

2. Ushul al-Jashash, karya Abi Bakar Ahmad Ali al-Jashash (Wafat
370 H)

3. Ta’sis al-Nadzar, karya Abi Zaid al-Dabbusi (wafat 430 H).

4. Tahmid al-Fushul fi al-Wushul, karya Syamsu al-Aimah
Muhammad bin Ahmad al-Sarakhsi (wafat 483 H).

5. Ushul, karya Fakhri al-Islam Ali bin Muhammad al-Bazdawi
(wafat 483 H).

6. Al-Manar, karya Hafiz al-Din al-Nasafi (wafat 790 H).
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Aliran Ketiga: Aliran Muta’akhirin

Aliran yang menggabungkan kedua sistem yang dipakai dalam menyusun
ushul fikih oleh aliran Syafi'iyah dan Hanafiyah. Ulama-ulama Muta’akhirin
melakukan tahqig terhadap kaidah-kaidah ushuliyah yang dirumuskan
kedua aliran tersebut, lalu mereka meletakkan dalil-dalil dan argumentasi
untuk pendukungnya serta menerapkan pada furu’ fighiyah.

Para Ulama yang menggunakan aliran muta’akhirin berasal dari
Syafi'iyah dan Hanafiyah. Aliran ini muncul setelah aliran Syafiiyah dan
Hanafiyah, sehingga disebut dengan aliran Muta’akhirin.

Kltab-kitab yang populer menggunakan sistem ini adalah:

1) Jam'u al-Jawami’, karya Taju al-Din Abd Wahbah bin Ali al-Subki al-
Syafi’i (wafat 771 H)

2) Al-Tahrir, karya Kamal bin Hamam Kamal al-Din Muhammad bin Abd
Wahid al-hanafi (wafat 861 H).

3) lIrsyad al-Fuhul ‘lla Tahqiq al-Hag min ilmi al-Ushul, karya Muhammad
bin Ali bin Muhammad al-Syaukani (wafat 1255 H).

4) llmu Ushul al-Figh, karya Abd Wahhab al-Khallaf (wafat 1955 M).

5) Ushul Figh, karya Muhammad Abu Zahrah (wafat 1974 M)

Dari penjelasan diatas dapat difahami bahwa aliran yang ada
dalam ushul fikih pada dasarnya ada dua aliran yaitu Syafi'iyah dan
Hanafiyah, dan kemudian muncul setelahnya aliran yang menggabung
antara kedua sistem tersebut, sehingga disebut dengan aliran
muta’akhiran,

Perkembangan terakhir penyusunan kitab ushul fikih, tampaknya
lebih banyak mengikuti cara yang ditempuh oleh aliran muta’akhirin ini;
yaitu menggabung sua sistem dari aliran Syafi'iyah dan aliran Hanafiyah.

Hal ini kemudian banyak bermunculan kitab-kitab ushul fikih di
masa sekarang yang mencakup ushul fikih dari kedua aliran yang

mendasar dari ilmu ushul fikih.
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BAB I
Al-AHKAM AI-SYAR’IYYAH (HUKUM SYARA')

Ushul Fikih memiliki rukun-rukun yang yang harus terpenuhi dalam
sebuah hukum yang dihasilkan. Ushul Fikih berasal dari sumber-sumber
hukum yang terpercaya, karena dalil-dalil syara’ yang digunakan dalam
sebuah produk hukum lIslam adalah bersumber dari al-Quran dan as-
Sunnah. Maka dalam sebuah proses Ushul Fikih harus ada 4 (empat)
unsur, yaitu Al-Hakim, al-Hukum al-Syar’i, Al-Mahkum ‘Alaih, dan al-
Mahkum fiih. Berikut akan dijelaskan secara rinci dari 4 (empat) unsur

tersebut.

A. Al-Hakim

Kata "hakim" secara etimologi berarti "orang yang memutuskan
hukum". Dalam istilah figh, hakim merupakan orang yang memutuskan
hukum di pengadilan yang sama maknanya dengan gadhi. Dalam kajian
ushul figh, hakim juga berarti pihak penentu dan pembuat hukum syariat
secara hakiki. Ulama ushul sepakat bahwa yang menjadi pembuat hukum
hakiki dari hukum syariat adalah Allah. Sebagaimana yang dijelaskan

dalam al-Qur’an surat al-An’am ayat 57, yang berbunyi:
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Terjemahan: “Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang
nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak
ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan
kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia
menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling
baik". (QS: Al-An’am:57).

Yang dimaksud dengan al-Hakim disini adalah Allah SWT,
sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Ra’'d, ayat 41 yang

berbunyi:
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Terjemahan:
“Dan Allah menetapkan hukum (menurut kehendak-Nya), tidak ada yang
dapat menolak ketetapan-Nya”. (QS Al-Ra’d:41).

Begitu pula dalam surat Yusuf ayat 40 Allah berfirman:
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Terjemahan:
“Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah.” (QS: Yusuf: 40).

Menurut mufassir ayat tersebut bermakna bahwa Sesungguhnya
wewenang untuk memberikan keputusan hukum bagi semua makhluk
ada di tangan Allah saja. Bukan di tangan tuhan-tuhan yang nama-
namanya kalian buat sendiri dan dibuat oleh leluhur kalian.

Maka pada hakikatnya, hukum itu berasal dari Allah SWT, karena
Allah lah yang menciptakan segalanya, tidak ada yang lain yang dapat
menciptakan hukum, karena makhluk pada dasarnya bermula dari tidak
ada menjadi ada. Maka Allah lah pemelihari makhlukNya, memberikan
nikmatNya, dan setiap apa yang ada di dunia adalah milik Allah SWT,
maka seorang makhluk tidak sepantasnya melebihi sang Khalik
(pencipta). Karena Allah SWT akan memberikan ganjaran bagi
hambaNya yang ta’at, dan juga siksaan bagi yang ingkar di akhirat kelak,
bahkan ada hukuman yang terkadang Allah kirimkan di dunia, maka
hendaklah seorang makhluk tidak melebihi kapasitas hak dan
kewajibannya sebagai makhluk Allah SWT.

Menurut Muhammad Sulaiman Abdulllah al-Asygar bahwa Ada
beberapa kaidah yang berkaitan dengan al-hakim dalam ushul fikih,
pengecualian dalam hal yang berkaitan dengan pencipta sebuah hukum
dalam hukum syara’, diantaranya Adalah:

Kaidah Pertama: Akal Bukanlah Hakim
S ouJ A

Maksudnya: “Akal bukanlah Hakim”
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Dijelaskan dalam kitab “A/-Wadhih Fi Al-ushul al-Figh” bahwa akal
bukanlah hakim dalam hukum Islam. akal adalah alat untuk berfikir dan
membedakan mana yang baik dan buruk. Akan tetapi, apabila menurut
akal ada sebuah perbuatan tersebut mengandung kemanfaatan dan
kemaslahatan tetapi belum ada perintah secara syara’ untuk
melakukannya, maka perbuatan tersebut tidaklah termasuk perintah
menurut syara’ dan apabila dilakukan maka tidak akan mendapatkan
pahala, dan tidak mendapatkan siksa jika tidak ada dalil syara’ yang
mengharamkannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa akal bukanlah
Hakim dalam hukum Islam. Oleh karena itu perbuatan yang berkaitan
dengan perintah dan larangan itu bersumber dari wahyu Allah dengan
perantara Rasul-rasulNya.

Hal tersebut dikuatkan dengan dalil dalam surat al-Isra’ ayat 15,

Allah berfirman:

}Gtﬂ( Aquux 9-1; :;.ox:_,: j»v })

Terjemahan: “Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul
dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus
seorang rasul.” (QS: al-Isra’ : 15).

Dalam tafsir Muyassar dijelaskan bahwa Allah tidak akan
mengazab seseorang hingga Kami mengutus kepadanya para rasul yang
menyampaikan hujjah dan dalil-dalil yang jelas.

Maka dari ayat tersebut dapat difahami bahwa Allah Swt tidak akan
disiksa dan diazab sampai ada Rasul yang menyampaikan berita tentang
hukum yang berlaku dengan dalil yang terang dan jelas.

Begitu pula dengan firman Allah SWT, dalam surat An-Nisa ayat
165:

-
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Terjemahan: “(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa

berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi
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manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS: An-Nisa:165).

Menurut Muhammad bin Shalih asy-Syawi bahwa ayat diatas
maksudnya adalah bahwa Allah mengutus mereka sebagai pemberi
kabar gembira kepada orang yang taat kepada Allah dan mengikuti
mereka, dengan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan sebagai pemberi
peringatan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah dan menyalahi
mereka, dengan kesengsaraan dunia dan akhirat. “Agar supaya tidak ada
alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul
itu,” hingga mereka berkata, tidak ada seorang pemberi berita gembira
dan pemberi peringatan yang datang kepada kami. Katakanlah
Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang pemberi kabar
gembira dan pemberi peringatan, hingga tidak ada lagi hujjah (alasan)
bagi makhluk atas Allah, karena Allah telah mengutus sekalian rasul-
rasul, yang menjelaskan kepada mereka perkara agama mereka,
perkara-perkara yang diridhai Tuhan mereka dan hal-hal yang dimurkai
olehNya, jalan ke surga dan jalan ke neraka, barangsiapa yang kafir di
antara mereka setelah itu, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya
sendiri. Ini merupakan kesempurnaan keagungan Allah dan hikmahNya,
yaitu Dia mengutus rasul-rasul kepada mereka dan menurunkan kitab-
kitab kepada mereka, dan hal itu juga di antara karunia dan kebaikanNya.
Di mana manusia sangat butuh kepada para nabi dengan kebutuhan
yang besar sekali yang tidak dapat dibayangkan. Allah memenuhi
kebutuhan itu, maka bagiNya segala puji dan syukur, dan kita memohon
kepadaNYa sebagaimana Allah telah memberikan karuniaNya dengan
mengutus para nabi kepada kita agar Dia menyempurnakannya dengan
taufik dalam menempuh jalan mereka. Sesungguhnya Allah Maha
Memberi lagi Maha mulia.

Dari kaidah diatas dapat dicontohkan seperti minum khamar. Yang
mana pada asalnya minum khamar tersebut tidak haram, namun
kemudian diketahui secara ma’qul (akal fikiran manusia) bahwa banyak
kemudharatan secara akal manusia yang menyatakan bahwa minum
khamar dapat merusak akal peminum khamar, karena menyebabkan

mabuk. Maka kemudian setelah itu minum khamar dilarang karena
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adanya kemudharatan, akan tetapi belum diharamkan sesuatu kecuali
setelah turunnya dalil yang menunjukkan keharamannya.

Maka jika meminum khamar sebelum adanya dalil keharamannya,
tidaklah mendapatkan dosan, namun jika meminum khamar setelah
adanya dalil syara’ yang mengharamkannya, maka akan mendapatkan
siksaan.

Hal ini terjadi di zaman Rasul, ketika sahabat R.A bertanya kepada
Rasulullah SAW, ketika turunnya dalil keharaman meminum khamar,
bahwa khamar itu adalah najis, dan merupakan perbuatan syaitan. Para
sahabat bertanya, bagaimana dengan sahabat-sahabat kami yang telah
wafat dan khamar ada dalam perutnya (pernah meminum khamar)? maka

turunlah ayat:

Terjemahan: ‘Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah
mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan
mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap
bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan
berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat
kebajikan.”

Menurut Wahbah al-Zuhaily bahwa ayat diatas bermakna bahwa
Manakala pengharaman khamar, larangan yang keras terhadapnya dan
penegasan padanya diturunkan, ada beberapa orang Mukmin yang
berkeinginan untuk mengetahui keadaan saudara-saudaranya yang
sudah mati sebelum di haramkannya khamar sementara mereka telah
meminumnya, maka Allah menurunkan ayat ini, Dia memberitahukan
bahwa “ tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan

amalan yang shalih.” Maksudnya tidak ancaman dan azab, “karena
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memakan makanan yang telah mereka makan dahulu,” berupa khamar
dan judi, sebelum keduanya di haramkan. Ketika ditiadakannya dosa ini
meliputi apa-apa yang di sebut tadi dan juga selainnya, maka hal itu di

beri batasan dengan FirmanNya, apabila mereka bertakwa serta
beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang shalih.” Maksudnya,
dengan syarat mereka meninggalkan kemaksiatan, beriman kepada Allah
dengan iman yang benar yang mengharuskan mereka melakukan
perbuatan baik, kemudian mereka terus-menerus di atas itu. Jika tidak,
maka bisa jadi seorang hamba memiliki kriteria tersebut, tetapi hanya
dalam beberapa waktu saja. Ini tidak cukup sebelum Dia malakukannya
sampai ajal datang kepadaNya, dia terus menerus di atas kebaikan.
Karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dalam beribadah
kepada Allah dan dalam memberi manfaat kepada makhluk. Termasuk
dalam ayat ini adalah orang yang memakan harta haram dan selainnya
setelah pengharaman, lalu dia mengakui dosannya dan bertaubat kepada
Allah, dan beramal shalih, maka Allah mengampuninya dan dosanya
terangkat karenanya.”

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua perbuatan tidak
diberi ganjaran pahala dan tidak disiksa jika belum ada dalil yang

menjelaskannya.

Kaidah Kedua: (Rasulullah SAW bukanlah Hakim)

Maksudnya: “Rasul SAW bukanlah Hakim.”

Rasul adalah penyampai hukum dari Allah Ta’ala , maka Rasul
bukanlah pembuat Hukum, akan tetapi beliau adalah mubaligh yang
menyampaikan hukum, dan menugilkan dan juga yang menjelaskan
hukum-hukum syara’.

Allah SWT berfirman:
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Terjemahan: “Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu
hanyalah orang yang memberi peringatan.” (Qs Al Ghasyiyah: 21-22)
Dalam kitab al-Mukhtashar dijelaskan bahwa yang dimaksud
dalam ayat tersebuat adalah bahwa Rasulullah hanyalah penasihat umat,
dan tidak berhak untuk memaksa untuk beriman. Shalih bin Abdulllah bin
Humaid menafsirkan ayat ini: “Nasihatilah (wahai rasul) ,orang orang
yang berpaling dengan apa yang kamu diutus dengannya. Jangan
bersedih karena mereka berpaling, karena kamu hanyalah pemberi
nasihat bagi mereka,bukan tugasmu memaksa mereka untuk beriman.”

Di ayat yang lain Allah Swt berfirman:

HyXas ﬁu 3 JE G G ST ) Sl

Terjemahan: “Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan
Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat
manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka
memikirkan.” (QS Al-Nahl:44)

Syaikh Imad Zuhair Hafidz menafsirkan ayat ini sebagai berikut:

S o Wi(Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran) Yakni al-
Quran. & 5 (agar kamu menerangkan pada umat manusia) Kepada
umat manusia seluruhnya, dengan perkataan dan perbuatanmu. ;& Jf u
(apa yang telah diturunkan kepada mereka) Dalam al-Qur'an ini, berupa
hukum-hukum syar'i, kabar gembira, dan ancaman. &5z +ilJs(dan supaya

mereka memikirkan) Agar mereka berfikir dan menggunakan akal mereka
untuk mengambil pelajaran.
Jadi, Rasulullah hanyalah penyampai wahyu dan hukum syara’

kepada manusia. Sementara hukum yang membuat adalah Allah Swit.
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Kaidah Ketiga: Mujtahid bukanlah Hakim

GaSs 1328 S50l

"

Maksudnya: “Mujtahid bukanlah Hakim”

Apabila seorang mujtahid mengambil suatu hukum pada sebuah
permasalahan, maka beliau bukanlah hakim, akan tetapi orang yang
memberi kabar bahwa beliau mengetahui maksud dari suatu hukum yang
ditetapkan Allah.

Dari kaidah-kaidah diatas jelas bahwa pembuat hukum dalam
Hukum Islam adalah Allah Ta’ala, dan hal ini menunjukkan bahwa:

1) Hukum syara’ dijelaskan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

2) Setiap perkataan selalu akan dikaitkan dengan siapa yang
mengatakannya, maka jika tidak ada dalil yang menetapkan suatu
hukum, maka dibutuhkan proses ijtihad sehingga dapat
mengeluarkan kandungan hukum dalam nash.

Meskipun ulama ushul sepakat bahwa pembuat hukum hanya
Allah SWT, namun mereka berbeda pendapat dalam masalah apakah
hukum-hukum yang dibuat Allah hanya dapat diketahui dengan turunnya
wahyu, atau akal dapat mengetahui hukum itu dengan baik.

Dalam hal ini, Abu Husen al-Bashri (w. 436 H) membagi amal
perbuatan manusia ke dalam dua kategori:

Pertama: Perbuatan 'agliyah, yaitu perbuatan yang hukumnya dapat
diketahui dengan akal pikiran.

Kedua: Perbuatan syar'iyah, yaitu perbuatan dimana syara' ikut
menentukan hukum dan bentuknya.

Perbuatan kategori ini terdiri dari dua macam,; yaitu:

1) Perbuatan dimana hanya dengan syariat dapat diketahui hukum,
bentuk, dan kedudukannya sebagai ibadah bagi pelakunya, seperti
ibadah shalat;

2) Perbuatan dengan syariat berperan mengubah, menambah, atau
mengurangi persyaratan-persyaratannya yang telah diketahui akal
pikiran. Dalam hal ini, syariat memodifikasi suatu perbuatan,

sehingga disebut sebagai perbuatan yang bersifat syar'i.
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Dalam konteks penetapan hukum, di lingkungan ulama ushul tigh
dikenal dua istilah, yaltu al-mutsbit li al-hukm (yang menetapkan hukum)
dan al-muzhhir li al-hukm (yang membuat hukum menjadi nyata). Tang
dimaksud dengan al-mutsbit ial-hukm lalah, yang berhak membuat dan
menetapkan hukum.

Yang berhak membuat dan menetapkan hukum itu hanyalah Allah.
Tidak siapa pun yang berhak menetapkan hukum kecuali Allah. Akan
tetapi, perlu ditegaskan kembali, selain digunakan istilah al-Hakim untuk
menunjuk pengertian bahwa Allah pembuat hukum satu-satunya, dikenal
pula istilah al-Syari’ (pembuat syariat). Dalam ini, istilah al-H&kim dan al
Syéari' selain bermakna Allah sang pencipta dan pembuat hukum, harus
pula ditambahkan Rasulullah SAW, bukan karena beliau memiliki
wewenang otonom membuat hukum dan syariat, tetapi karena beliau
diberi tugas, antara lain, menjelaskan aturan- aturan hukum syariat yang
juga bersumber dari wahyu Allah.

Dalam konteks inilah dikenal dua macam bentuk wahyu yang
disampaikan kepada Rasulullah , yaitu:

1) Wahyu mathiw (wahyu yang dibacakan/Alquran);
2) Wahyu ghair matliw (wahyu yang tidak dibacakan/al-Hadits'as-

Sunnah).

Pada hakikatnya, tidak ada satu pun perbuatan manusia (baik dalam
bentuk aktif maupun pasif; gerak dan diam manusia) yang tidak ada
hukumnya, karena segala sesuatu telah ditetapkan hukumya oleh Allah
melalui Alguran dan hadis rasul-Nya. Hanya saja, hukum yang telah
ditetapkan Allah itu, ada yang jelas dan nyata hukumnya, dan ada pula
yang masih tersembunyi dan samar bagi manusia.

Untuk menemukan hukum yang tersembunyi itu, diperlukan upaya
ijtihdad dengan cara menggalinya (istinbath al-ahkam) melalui alat-alat
ijtihad, seperti: ijm&’, giyas dan lain-lain, dari sumbernya yang telah
tersedia, yaitu Alquran dan hadis, sehingga hukum Allah yang
tersembunyi itu menjadi diketahui dan nyata bagi manusia.

Mujtahid yang ber-ijtihad berperan menggali dan menemukan hukum
Islam yang tersembunyi itulah yang disebut dengan al-muzhbhir Ii al-hukm.
Karena itu, mujtahidhanya berperan membuat nyata dan terang hukum-
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hukum Allah yang masih tersembunyi, bukan menciptakan dan

menetapkan hukum secara mandiri.

B. HUKUM SYARA’

Hukum syara’ merupakan kata majemuk yang berasal dari bahasa
Arab; (al-hukm asy-syar') yang terdiri atas dua kata yaitu, hukum dan
syara'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hukum didefinisikan,
peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang
berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara). Sedangkan

pengertian hukum syara’ secara disebutkan yaitu, hukum Islam.

1. DEFINISI HUKUM
Secara Etimologi, hukum / ( sS4 ) berarti al-manu (4 )

yakni mencegah. Di samping itu, hukum juga berarti gadha / (sl )

yang memiliki arti putusan.

Al-ahkam (<~¥) maknanya dilihat dari segi bahasa merupakan
bentuk jamak dari kata hukmun (;<~) yang artinya keputusan /

ketetapan.

Dalam bahasa Arab, kata al-hukm secara etimologi berarti
mencegah, memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan.
Sedangkan kata asy-syara'secara etimologi berarti, jalan menuju
aliran air, atau jalan yang mesti dilalui, atau aliran air sungai.? Pada
mulanya istilah syara’ menunjuk pengertian "ad-din" (agama) dalam
makna totalitasnya. Alquran menggunakan kata syara' atau syariah
untuk menunjuk pengertian: jalan yang terang dan nyata untuk
mengantarkan manusia kepada keselamatan dan kesuksesan di
dunia dan di akhirat. Hubungan makna generik syariah sebagai jalan
menuju aliran sungai dan syariah Islam ialah, jika air sungai yang
bersih dan bening akan memuaskan dahaga dan kesehatan serta
menumbuhkan tubuh orang yang meminum dan menggunakannya,
maka syariah Islam juga akan memberikan kepuasan batin atas
upaya manusia mencari kebenaran, dan akan menyelamatkan

hidupnya di dunia dan di akhirat dari kesesatan.
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Menurut terminologi ushul figh, yang dimaksud dengan hukum
ialah: “Ketetapan Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf,
baik dalam bentuk iqgtidha' (tuntutan), atau takhyir (pilihan) dan atau
dalam bentuk wadh'i (ketentuan yang ditetapkan).”

Sedangkan Ulama Ushul Figh mengatakan bahwa apabila
disebut hukum, maka artinya adalah:

1. Menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya, seperti
menetapkan terbitnya bulan dan meniadakan kegelapan dengan
terbitnya matahari.

2. Khitab Allah, seperti ( #1580 ) Dalam hal ini, yang dimaksud

dengan hukum adalah nash yang datang dari syari'.
3. Akibat dari khitab Allah, seperti ijab yang dipahami dari firman
Allah

4. Keputusan hakim di sidang pengadilan.

Secara Terminologi, hukum adalah:

oo el o slasYl e Sl el gl S Oles

ST
Maknanya: “Hukum ialah khitab Allah (atau sabda Nabi) yang
menyebutkan segala perbuatan mukallaf, baik khitab itu mengandung
perintah untuk dikerjakan atau larangan untuk ditinggalkan atau
menjelaskan kebolehan atau menjadikan suatu sebab atau
penghalang bagi suatu hukum.”

Sedangkan menurut istilah dalam ushul figih hukum yaitu:
Al lzialo 5ol S, haak s Laald WSLe o b | £ T ggon

Maknanya: "Apa-apa yang ditetapkan oleh seruan syari'at yang
berhubungan dengan perbuatan mukallaf (orang yang dibebani
syari'at) dari tuntutan atau pilihan atau peletakan".

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum adalah
suatu perintah atau larangan, juga pilihan yang berasal dari Allah
SWT dan juga Rasulullah SAW kepada hambaNya yang telah
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dibebani suatu hukum atau dikenal dengan sebutan mukallaf yaitu
seorang yang sudah baligh, berakal dan juga muslim.

Secara ringkas, uraian definisi di atas dapat dijelaskan bahwa yang
dimaksud dengan khitab Allah (titah Allah) ialah kalam Allah, yaitu
yang berwujud dalam ayat-ayat Alquran. Dalam konteks ini, kalam
Allah ada yang bersifat langsung, yaitu ayat-ayat Alquran itu sendiri,
dan ada pula yang bersifat tidak langsung, yaitu hadis-hadis
Rasulullah. Hadis-hadis Rasulullah disebut sebagai kalam Allah
secara tidak langsung, karena semua yang berasal dari Rasulullah
dalam bidang syariah pada hakikatnya merupakan wahyu Allah yang
disampaikan kepada beliau, sebagaimana dijelaskan dalam firman

Allah se pada surah an-Najm (53): 3-4:

o

Terjemahan: “Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut

kemauan hawa nafsunya.” (QS: An-Najm:3)

Terjemahan: “Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang
diwahyukan (kepadanya).” (QS: An-Najm:4)

Ayat di atas bermaksud Ucapannya itu tiada lain hanyalah
wahyu yang disampaikan padanya berupa hidayah, takwa dalam
dirinya dan pada yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa al-Sunnah
(hadist) adalah wahyu dari Allah untuk RasulNya, sebagaimana yang
disebutkan dalam firman Allah: “Dan (juga karena) Allah telah
menurunkan Kitab dan hikmah kepadamu,” An-Nisa:113 Dan
sesungguhnya Muhammad terjaga dari kesalahan terhadap apa yang
disampaikan dari Allah dan dari syariat, sebab perkataan beliau tidak

bersumber dari hawa nafsu, namun bersumber dari wahyu.
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Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Alquran) menurut kemauan

hawa nafsunya. Melainkan wahyu yang diwahyukan (kepadanya).

Selanjutnya dalam definisi di atas disebut "yang berkaitan dengan
perbuatan mukallaf'. Sebagaimana diketahui, ayat-ayat Alquran dan
hadis berbicara tentang berbagai aspek yang sangat luas, baik
sejarah, ilmu pengetahuan, penciptaan alam semesta, dan lain-lain.
Akan tetapi, dengan adanya penegasan kalimat di atas, maka yang
dinamakan hukum menurut ushuliyyin terbatas hanya pada ayat-ayat
Alguran dan hadis- hadis yang berkaitan dengan pengaturan
perbuatan mukallaf saja, sedangkan ayat-ayat dan hadis yang tidak
berkaitan dengan perbuatan mukallaf tidak termasuk dalam kategori
hukum syara'.

Ayat-ayat dan hadis- hadis yang berkaitan dengan hukum itu
biasa disebut dengan istilah ayat al-ahkam dan hadits al-ahkam. Pada
definisi di atas disebutkan pula "dalam bentuk tuntutan (igtidha) atau
pilihan (takhyit) atau ketentuan yang ditetapkan (wadha). Adapun
yang dimaksud dengan tuntutan adalah perintah untuk mengerjakan
sesuatu, atau larangan untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian
salah satu kriteria ayat atau hadis hukum ialah, apabila di dalam suatu
ayat atau hadis terkandung makna perintah atau larangan.

Sebagai contoh. surah al-Isra ayat 17:

Cody S G 25 Ak o ol G W25

Terjemahan:
“Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah Kami binasakan. Dan
cukuplah Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Melihat dosa hamba-
hamba-Nya.” ( QS: al-Isra : 17)

Dan surat al-Isra’ ayat 78 yang mengandung perintah mendirikan
shalat, Allah berfirman:
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Terjemahan: “Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai
gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat
subuh itu disaksikan (oleh malaikat).”

Juga surah al-Isrd' (17) ayat 32 yang berisi larangan mendekati zina.

-
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Terjemahan: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina
itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”
Defenisi hukum menurut terminologi menjelaskan juga pembagian

dari hukum syara’ yang terdiri dari hukum taklifi dan juga hukum wadh’.

2. PEMBAGIAN HUKUM SYARA’
a. HUKUM TAKLIFI
Hukum Taklifi ialah perintah Allah SWT yang berkaitan dengan
perbuatan mukallaf baik yang berkaitan dengan perintah, larangan
maupun pilihan (takhyir).
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ulama Ushul Fikih

mengenai defenisi hukum taklifi:

e o el o slasYl Lo Gl Jel sladl A Oles

o e
Maknanya: “Hukum taklifi ialah khitab Allah/firman Allah yang
berhubungan dengan segala perbuatan mukallaf baik atas dasar
igtidha atau atas dasar takhyir."

Dengan demikian, hukum taklifi ialah yang dituntut
melakukannya atau tidak melakukannya atau dipersilahkan untuk

memilih antara melakukan atau tidak melakukan.
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Hukum taklifi adalah khitab syari' yang mengandung tuntutan
untuk dikerjakan aleh mukallaf atau untuk ditinggalkannya atau yang
mengandung pilihan antara dikerjakan dan ditinggalkan Contoh khitab
yang mengandung untuk dikerjakan ialah firman Allah SWT dalam
surah at-Taubah ayat 103:
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Terjemahan: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat
itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi

mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

3. Hukum taklifi ada Lima, yaitu :

1. ljab (Wajib)

ljab artinya mewajibkan atau khitab (firman Allh) yang meminta
mengerjakan dengan tuntutan yang pasti. ljab atau dikenal juga
dengan sebutan wajib bermakna jika dikerjakan mendapat pahala,
dan jika ditinggalkan berdosa.

ljab atau wajib adalah khitab syari' yang menuntut agar
dilakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Orang yang
melakukan sesuatu yang wajib akan mendapat pahala, dan
meninggalkannya mendapat dosa atau siksa, seperti kewajiban
shalat.

Contoh perbuatan wajib, seperti yang terdapat pada surat an-

Nisa’ ayat 103, tentang perintah shalat, Allah berfirman:
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Terjemahan: “Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu),
ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring.
Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat

itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu
yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (QS: An-
Nisa’ :103).

Maka yang dimaksud dengan is:aé 33ialf (maka dirikanlah
shalat itu) Yakni dirikanlah shalat yang telah datang waktunya dengan
cara yang telah disyariatkan seperti zikir dan doa-doa, rukun-rukun
shalat, dan thuma’ninah.

Ayat ini mengandung makna perintah, yang menunjukkan bahwa
shalat adalah wajib, dengan bentuk lafadz ‘amr yaitu perintah wajib,
sehingga jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat
dosa. Begitu pula dengan perbuatan-perbuatan wajib yang lainnya.

Jumhur Fugaha menyamakan antara wajib dan fardhu,
sedangkan Ulama Hanafiyah membedakan kedua istilah ini.

Apabila tuntutan untuk mengerjakan sesuatu perbuatan itu
berdasarkan dalil-dalil gathi, baik dari al-Quran maupun hadits
mutawatir, maka dinamai fardhu dan bila berdasarkan dalil-dalil

zhanni, yakni hadit-hadits ahad, disebut wajib.

4. Pembagian Wajib
Ada beberapa pembagian wajib dalam Ushul Fikih, yaitu dari segi
orang yang dibebani, dan juga kandungan perintah yang terdapat dalam
sebuah dalil/nash.
Wajib jika dibedakan antara orang yang dibebani, dari segi orang
yang dibebani kewajiban, wajib terbagi kepada 2 (dua), yaitu:
1) Wajib 'ain ; yaitu Wajib 'ain adalah wajib yang dibebankan kepada
setiap orang yang sudah baligh berakal tanpa kecuali.
2) wajib kifa'i (kifayah), yaitu kewajiban yang dibebankan kepada seluruh
mukallaf namun dapat diwakilkan oleh sebagian umat Islam, seperti

kewajiban shalat jenazah.
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Adapun Pembagian Wajib dari segi kandungan perintah, hukum
wajib dibagi kepada dua macam, yaitu:
1) Wajib mu'ayyan yaitu yaitu suatu kewajiban yang menjadi
objeknya sudah tentu tanpa ada pilihan.
2) Wajib mukhayyar adalah kewajiban yang boleh dipilih
antara beberapa alternatif, seperti kewajiban membayar
kifarat sumpah sebagaimana firman Allah SWT dalam surat

al-Maidah ayat 89, yang berbunyi:
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Terjemahan:
"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang

tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu
disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat
(melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin,
yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau
memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak.
Barangsiapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka
kaffaratnya berpuasa selama tiga hari.” (QS. Al-Maidah: 89).

Ayat diatas menjalaskan bahwa dalam kafarat sumpah boleh
memilih mana yang mampu dilaksanakan, sebagaimana penafsiran ayat

diatas:

#5  (maka kaffarat (melanggar) sumpah itu) Yakni barang siapa

yang bersumpah dengan sumpah yang teguh kemudian ia melanggarnya
maka ia wajib membayar kafarat berupa memberi makan sepuluh orang
miskin dalam bentuk makanan yang biasa kalian berikan kepada

keluarga kalian. sub) s2e &Ss 5 Lol G ol LT (lalah memberi
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makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu
berikan kepada keluargamu) Yakni dengan makanan yang rata-rata
kalian berikan kepada keluarga kalian, dan tidak wajib mengeluarkan
yang lebih baik dari itu namun tidak boleh yang lebih jelek dari itu. Dan
kalian memberi mereka (orang-orang miskin) makan sampai kenyang.
Umar bin Khattab dan ‘Aisyah berpendapat bahwa yang diberikan
kepada setiap orang dari sepuluh tersebut dengan takaran setengah sho’

gandum atau kurma. ;i Zzs(atau memberi pakaian kepada mereka)

Yakni yang menutup badan meski hanya satu helai. Pendapat lain
mengatakan yang dimaksud dengan memberi pakaian ialah pakaian

yang sah jika dipakai untuk shalat. i 2 &% 5( atau memerdekakan

seorang budak) Yakni membebaskan budak dari perbudakannya. Orang
yang melanggar sumpah tersebut boleh memilih satu diantara tiga

kaffarat ini sesuai dengan yang ia kehendaki. . 1 12 s @l g (

Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya
puasa selama tiga hari) Yakni barangsiapa yang tidak memdapatkan
salahsatu dari ketiga kaffarat tersebut, maka cukup baginya dengan
berpuasa tiga hari, baik puasa tiga hari berturut-turut maupun secara
selang-seling.

Oleh karena itu, siapa saja yang bersumpah hendaklah
menjaganya, jika harus menanggung kafarat maka lakukan perintah
diatas, ayat diatas merupakan contoh dari pada wajib mukhayyar, dimana
mukallaf dapat memilih salah satu bentuk kafarat yang mampu dilakukan.

Sementara itu bila dilihat dari segi waktu pelaksanaannya,
hukum wajib terbagi kepada dua macam, yaitu:

1) Wajib muthlaq yaitu kewajiban yang tidak dibatasi dengan waktu
tertentu, seperti membayar gadha puasa.
2) Wajib muagqgat adalah kewajiban yang pelaksanaannya dibatasi oleh

waktu tertentu, seperti shalat wajib.
2. Nadab (anjuran) / Sunnah

Nadab artinya menganjurkan atau khitab yang mengandung
perintah yang tidak wajib dituruti. Perbuatan nadab atau dikenal
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dengan sebutan mandub atau sunnah adalah perbuatan yang jika
dikerjakan mendapat pahala, namun jika ditinggalkan tidak berdosa.
Sehingga maksud dari sebuah perbuatan nadab ini merupakan
perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

Nadab atau disebut dengan Mandub atau sunnah, yaitu khitab
syari' yang menuntut agar dilakukan suatu perbuatan dengan tuntutan
yang tidak harus dikerjakan. Sehingga orang yang melakukan perkara
yang sunnah akan diberi ganjaran pahala, seentara jika meninggalkan

tidak berdosa.
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Orang yang
melakukan hal yang nadb akan mendapat pahala dan
meninggalkannya tidak mendapat dosa. Salah satu perbuatan yang
sunnah dilakukan adalah firman Allah SAW dalam surah Al-Bagarah
ayat 282:

~t74, o Ao ol WA ‘o G 2.8 .1
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Terjemahan:

“Hai orang orang yang beriman, apabila kamu saling memperhutangkan
dengan suatu hutang sampal waktu yang ditentukan hendaklah kamu
menulisnya.” (Q5. Al-Bagarah: 282).

Dari ayat diatas difahami bahwa menulis dan mencatat utang itu
tidaklah diharuskan, walaupun dalam ayat tersebut dilafazkan dengan fi'il
‘amr, yang pada umumnya asal fiil ‘amr itu mengandung makna wajib,
kecuali ada qarinah (tanda) yang menunjukkan bahwa perbuatan
tersebut tidak wajib. Dalam ayat ini, perintah yang dinyatakan dalam fi’il
‘amr di atas tidak bermakna wajib dikarenakan pada perintah tersebut
didapatkan suatu garinah yang menunjukkan pada ketidakwajibannya

mencatat utang-piutang, yakni firman Allah SWT:
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Terjemahan: "Akan tetapi jika sebaglan kamu mempercayai sebagian
yang lair, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya.."
(Qs. Al-Bagarah : 283).

Pembagian Mandub

Menurut Abdul Karim Zaidan, mandub terbagi kepada beberapa

tingkatan, yaitu:

a. sunnah muakkadah (yang sangat dianjurkan), yaitu perbuatan yang
dibiasakan oleh Rasulullah dan jarang ditinggalkannya, seperti shalat
sunnah dua rakaat sebelum Erefej

b. sunnah ghainu muakkadah (biasa) , yaitu sesuatu yang dilakukan oleh
Rasulullah, namun bukan menjadi kebiasaannya, seperti shalat
sunnah dua kali dua rakaat sebelum shalat zuhur, dan memberikan
sedekah sunnah kepada orang yang tidak dalam keadaan terdesak.
Jika dalam terdesak, maka shadagahnya wajib;

c. sunnah al-Zawaid, yaitu mengikuti kebiasaan sehari-hari Rasulullah
SAW sebagai manusia. Seperti sopan santunnya dalam makan,
minum, dan tidur

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Nadab atau
mandub juga dikenal dengan istilah sunnah merupakah hal yang
dianjurkan untuk dilakukan, jika dilakukan akan mendapatkan pahala,
dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Beberapa tingkatan mandub
dikenal dengan sunnah muakkadah, sunnah ghairu mua’kkadah, dan

sunnah al-zawa’id.

3. Tahrim (mengharamkan), yaitu titah/khitab yang mengandung
larangan yang harus dijauhi.

Haram, yaitu khitab syari yang menuntut untuk meninggalkan
suatu perbuatan dengan tuntutan yang tegas. Orang yang melakukan
hal yang haram akan mendapat dosa atau siksa, sedangkan orang
yang meninggalkannya mendapat pahala.

Perbuatan yang haram dijelaskan dalam al-Qur’an seperti yang

terdapat dalam surah al-An’am ayat 151, Allah SWT berfirman:
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Terjemahan: “ Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan
atas kamu olen Tuhanmu vyaitu: janganlah kamu mempersekutukan
sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa,
dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut
kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka,
dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang
nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu
membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan
dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan
kepadamu supaya kamu memahami(nya).” (QS: Al-An’am: 151)
Ayat di atas menjelaskan bahwa perbuatan yang haram, salah
satunya adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah, biasanya pengharaman
ini juga ditandai dengan adanya ¥ (la) yang menunjukkan kepada

laranga.

Pembagian Haram
Haram ini terbagi kepada dua bagian, yaitu:

1) Haram lidzatih, yaitu sesuatu yang keharaman melakukannya telah
ditetapkan oleh syari' sejak semula, dikarenakan ia mengandung
kemafsadatan dan kemudaratan, atau sesuatu yang diharamkan oleh
syariat karena esensinya mengandung kemudaratan bagi kehidupan
manusia, dan kemudaratan itu tidak bisa terpisah dari zatnya, seperti

larangan berzina dalam ayat:
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Terjemahan: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina
itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk" (QS. Al-
Israa: 32).

Contoh lainnya adalah seperti ketentuan larangan memakan
bangkai, larangan mencuri, larangan membunuh dan lain sebagainya;

2) Haram lighairih, yaitu sesuatu yang tidak ditetapkan oleh syari’
keharamannya, akan tetapi ada sesuatu yang menyebabkan
keharamannya. Atau sesuatu yang dilarang bukan karena esensinya
karena secara esensial tidak mengandung kemudaratan, namun
dalam kondisi tertentu sesuatu itu dilarang karena ada pertimbangan
eksternal yang akan membawa kepada sesuatu yang dilarang secara
esensial. Seperti jual beli pada waktu adzan shalat Jum'at, shalat
dengan pakaian acak-acakan, jual beli dengan menipu, mentalak istri
di waktu haid.

4. Karahah (memakruhkan), vyaitu titah/khitab yang mengandung
larangan tetapi tidak harus dijauhi.

Makruh, yaitu khitab syari' yang menuntut untuk meninggalkan
suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak tegas agar ditinggalkan.
Orang yang melaksanakannya tidak mendapat dosa, sedangkan
orang yang meninggalkannya mendapat pahala.

Contoh karahah terdapat dalam surah al-maidah ayat 101:
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Terjemahan:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan

(kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan
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menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu
diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan
(kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyantun.” (QS: Al-Maidah: 101).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa larangan untuk menanyakan
sesuatu yang buruk dan membahayakan adalah termasuk perbuatan
yang makruh bukan haram. Hal ini dikarenakan dalam ayat yang Allah
memerintahkan untuk menanyakan sesuatu yang tidak diketahui
kepada ahlinya. Sebagaimana firman Allah SWT:

é:mi/;a:::s\s:“o‘:s T.;U: 7 f s 19 s ;1;." N S.;i.;f}')/

Terjemahan: “Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai
pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” (QS: An-Nahl: 43).

Ayat ini ditujukan kepada orang-orang musyrik, agar mereka
bertanya kepada para ahli kitab yang beriman jika kalian tidak
mengetahui, karena mereka akan memberitahu kalian bahwa seluruh
nabi berasal dari golongan manusia. Ayat ini bersifat umum pada
setiap masalah-masalah agama, jika seorang manusia tidak memiliki
pengetahuan tentangnya, hendaknya ia bertanya kepada orang yang

mengetahuinya dari ulama-ulama yang berilmu mendalam.

Pembagian Makruh
Menurut ulama Hanafiyah, maknuh terbagi kepada dua macam

(a) makruh tahrim, yaitu sesuatu yang dilarang oleh syariat tetapi
dalil yang melarang itu bersifat zhanni al-wurud, seperti larangan
meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain. Menurut
mayoritas ulama, makruh tahrim ini sama dengan hukum haram dari segi
sama-sama diancam dengan siksaan atas pelanggamya, meskipun tidak
kafir orang yang mengingkarinya karena dalilnya bersifat zhanni;

(b) makruh tanzih, yaitu sesuatu yang dianjurkan oleh syariat
untuk meninggalkannya, seperti memakan daging kuda dan meminum
susunya di saat sangat butuh di waktu perang. Sebagian kalangan

Hanafiyah, berpendapat bahwa menurut syariat pada dasamya memakan
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daging kuda hukumnya haram, karena sangat butuh dalam perang. maka

menjadi makruh

5. Ibahah (membolehkan), yaitu titah/khitab yang membolehkan sesuatu
untuk diperbuat atau ditinggalkan.

Mubah, yaitu khitab syari’ yang mengandung hak pilihan bagi
orang mukallaf antara mengerjakan dan meninggalkannya Orang yang
melaksanakan maupun meninggalkannya tidak mendapat pahala atau
dosa. Menurut Abu Zahrah, istilah mubah tersebut sama pengertiannya

dengan halal atau jaiz Contohnya firman Allah SWT:
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Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai,
darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama)
selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya)
sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas,
maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang.” (QS: Al-Baqgarah: 173)

Pembagian Mubah

Pembagian Abu Ishaqg al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafagat

membagi mubah kepada tiga macam, yaitu:

(a) mubah yang berfungsi untuk mengantarkan seseorang kepada
sesuatu hal yang wajib dilakukan. Misalnya makan dan minum
adalah sesuatu yang mubah, namun berfungsi untuk
mengantarkan sescorang sampai ia mampu mengerjakan
kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya, seperti

shalat dan berusaha mencari rezeki;
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(b) sesuatu baru dianggap mubah hukumnya apabila dilakukan
sekali-kali, tetapi haram hukumnya bila dilakukan setiap waktu.
Misalnya bermain dan mendengar nyanyian hukumnya mubah
bila dilakukan sekali-kali, tetapi haram  hukumnya
menghabiskan waktu hanya untuk bermain dan mendengar
nyanyian;

(c) mubah yang berfungsi sebagai sarana untuk mencapai sesuatu
yang mubah pula. Misalnya, membeli perabot rumah untuk
kepentingan kesenangan. Hidup senang hukumnya adalah
mubah, dan untuk mencapai kesenangan itu memerlukan
seperangkat persyaratan yang menurut esensinya harus
bersifat mubah pula, karena untuk mencapai suatu yang
mubah tidak layak dengan menggunakan sesuatu yang

dilarang.

2. Hukum Wadh’i
ialah “titah/khitab yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang
lain (musabab), atau sebagai syarat yang lain.”

Hukum wadh'i adalah khitab yang mengandung pengertian bahwa
terjadinya sesuatu itu adalah sebagai sebab, syarat atau penghalang

(mani). Contoh adanya sesuatu sebagai sebab ialah firmman Allah SWT:

A A A

107 3750 Wi, SW sl
Terjemahan: “Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai
gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat
subuh itu disaksikan (oleh malaikat).”

Pembagian Hukum Wadh’i
Hukum Wadh’i dibagi menjadi tiga, yaitu (1) sebab, (2) syarat, dan
(3) Mani’i penghalang.
1. Sebab
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Sebab ialah sesuatu (titah) yang menjadikan adanya suatu hukum dan
tidak adanya sesuatu itu menjadi lenyapnya sesuatu hukum. Menurut
bahasa berarti "sesuatu yang bisa menyampaikan seseorang kepada
sesuatu yang lain". Menurut istilah ushul yang dikemukakan oleh
Abdul Karim Zaidan, sebab berarti: "Sesuatu yang dijadikan syariat
sebagai tanda bagi adanya hukum, dan tidak adanya sebab sebagai
tanda bagi tidak adanya hukum."

Dengan demikian, sebab adalah suatu yang dijadikan pokok
pangkal bagi adanya musabbab hukum. Artinya dengan adanya
sebab terwujudlah hukum, dengan tiadanya sebab tidak terwujudnya
hukum. Contoh: Sebab diwajibkannya puasa Ramadhan karena telah

datangnya bulan Ramadhan. Firman Allah SWT:
FREE R G U VS S AN

Terjemahan: “Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat
tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.”
(QS: Al-Bagarah: 185)

Contoh yang lain: Nikah menjadi sebab adanya hak waris mewarisi
antara suami dan isteri, sedangkan talak menjadikan sebab
hilangnya hak waris mewarisi antara suami dan isteri.

Sebab berbeda dengan illat. Menurut Abdul Karim Zaidan
perbedaan dan persamaan antara sebab dan illat adalah bahwa
sesuatu yang dijadikan oleh syariat sebagai tanda bagi adanya
hukum terdiri dari dua bentuk. Bentuk pertama, antara tanda
(sebab) dengan sesuatu yang ditandai (nusabab) mempunyai
hubungan logis (dapat ditelusuri akal), dan bentuk kedua adalah
hubungan diantara keduanya tidak bisa ditelusuri dengan akal
pikiran.

Bentuk pertama di atas, selain disebut sebagai sebab, juga
disebut illat, sedangkan bentuk yang kedua hanya disebut sebab.
Contoh bentuk pertama: Perjalanan adalah sebab dan juga illat
bagi bolehnya berbuka puasa di siang hari pada bulan Ramadhan.

Contoh bentuk kedua, yaitu sebab yang bukan illat adalah seperti
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terbenamnya matahari menjadi sebab bagi wajib melaksanakan

shalat maghrib.

Ulama ushul membagi sebab kepada dua macam:

(a) sebab yang bukan merupakan perbuatan mukallaf dan berada
di luar kemampuannya. Namun demikian, sebab itu
mempunyai hubungan dengan hukum taklifi, karena syariat
telah menjadikannya sebagai alasan bagi adanya suatu
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang mukallaf,
seperti tergelincir matahari menjadi sebab (alasan) bagi
datangnya waktu shalat zuhur, masuknya bulan Ramadhan
menjadi sebab bagi kewajiban melakukan puasa, dan keadaan
terdesak menjadi sebab bagi bolehnya seseorang memakan
sesuatu yang diharamkan;

(b) sebab yang merupakan perbuatan mukallaf dan dalam batas
kemampuannya, seperti perjalanan menjadi sebab bagi
bolehnya berbuka puasa di siang hari Ramadhan,
pembunuhan disengaja menjadi sebab bagi dikenakan hukum
gishas atas pelakunya, dan akad transaksi jual beli menjadi
sebab bagi perpindahan milik dari pihak penjual kepada pihak
pembeli. Sebab yang merupakan perbuatan mukallaf ini
berlaku padanya ketentuan-ketentuan hukum taklifi. Oleh
sebab itu, diantaranya ada yang diperintahkan untuk
dilakukan, seperti perintah melakukan akad nikah Kketika
khawatir akan terjadi perzinahan, diantaranya ada yang
dilarang seperti larangan berzina yang menjadi sebab bagi
ancaman hukuman, dan ada pula yang mubah seperti boleh
melakukan akad jual beli sebagai sebab bagi perpindahan

milik dari penjual kepada pembeli.

2. Syarat,
Syarat ialah sesuatu yang karenanya baru ada hukum dan dengan
ketiadaanya, tidak akan ada hukum. Menurut Bahasa syarat

berarti "sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau
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sebagai tanda". Menurut istilah, Abdul Karim Zaidan
mendefinisikan syarat sebagai berikut: "Sesuatu yang tergantung
kepadanya ada sesuatu yang lain, dan berada di luar dari hakikat
sesuatu itu Dengan arti bahwa syarat itu tidak masuk hakikat
masyna, sehingga tidaklah mesti dengan adanya syarat itu ada
masynut. Seperti syarat shalat adalah wudhu, wudhu bukan
masuk hakikat shalat karena shalat dari mulai takbir sampai salam
dan wudhu tidak mesti harus shalat atau tidak semua orang yang
wudhu harus shalat. Firman Allah SWT:
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Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak
mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai
dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan
kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu
sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus)
atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka
bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu
dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu,
tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-

Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (QS: Al-Maidah: 6).

Contoh lain: Haul (genap satu tahun) adalah syarat wajibnya zakat harta

perniagaan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:
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Artinya:

“Tidak ada zakat atas harta, kecuali yang telah melampaui satu haul (satu

tahun)”

Hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalan periwayatan.
Diriwayatkan dari jalan periwayatan Ibnu Umar oleh At Tirmidzi 1/123,
dari jalan periwayatan ‘Aisyah oleh Ibnu Majah dalam Sunan-nya no.
1793, dari periwayatan Anas bin Malik oleh Al Daraquthni dalam Sunan-
nya no. 199 dan periwayatan Ali bin Abi Thalib oleh Abu Daud dalam
Sunan-nya no. 1573. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Muhammad
Nashiruddin Al Albani dalam kitab Irwa Al Ghalil, 3/254-258.

Hadis di atas menjelaskan tentang syarat haul yaitu satu tahun
untuk wajib zakat perniagaan. Jika dalam satu tahun mencapai nishab
zakat, maka dikeluarkan zakat hartanya, namun, jika dalam satu tahun
tidak mencapai nishab maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

Para ulama tushul membagi syarat kepada dua macam, yakni:

(a) Syarat syari, yaitu syarat yang datang langsung dari syariat itu
sendiri. Misalnya, keadaan rusyd (kermampuan untuk mengatur
pembelanjaan sehingga tidak menjadi mubadzir) bagi seorang anak
yatim, dijadikan oleh syariat sebagai syarat bagi wajib menyerahkan
harta miliknya kepadanya.

(b) Syarat jaly, yaitu syarat yang datang dari kemauan orang mukallaf itu
sendiri. Misalnya, seorang suami berkata kepada istrinya: "Jika
engkau memasuki rumah si fulan, maka jatuhlah talakmu satu”, dan
seperti pernyataan seseorang bahwa ia baru bersedia menjamin
untuk membayarkan utang si fulan dengan syarat si fulan itu tidak

mampu membayar utangnya.

3. Mani’ (penghalang)
Mani’ yaitu menerangkan bahwa ada hal yang menghalangi
berlakunya sesuatu hukum. Mani’, secara etimologi berarti

"Penghalang dari sesuatu”.
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Menurut istilah, Abdul Karim Zaidan mendefinisikan mani
sebagai: "Sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang
bagi adanya hukum atau penghalang bagi berfungsinya suatu
sebab."

Dengan demikian, mani berarti sesuatu yang karena adanya
tidak ada hukum atau membatalkan sebab hukum. Seperti akad
pernikahan menjadi sebab waris-mewarisi, dan waris menjadi
terhalang karena pembunuhan, sehingga membunuh menjadi
penghalang seseorang untuk saling mewarisi.

Misalnya: Haid menghalangi kewajiban shalat bagi wanita.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:
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Artinya: “Apabila datang haidmu tinggalkanlah shalat, dan
bila telah berlalu mandilah kemudian shalatlah.” (HR. Al-Bukhari
no. 228 dan Muslim no. 751)

Rasulullah juga bersabda menjelaskan sebab wanita

dikatakan kurang agamanya:
o 13T ol sl ¢ sias

Artinya: “Bukankah bila si wanita haid ia tidak shalat dan
tidak puasa?” (HR. Al-Bukhari no. 304)

Hadis-hadis di atas menjalaskan bahwa seorang wanita
haid tidak diperbolehkan shalat dan puasa. Sehingga dapat
difahami bahwa haid merupakan penghalang seorang wanita
shalat dan puasa.

Mani' ada dua macam, yaitu:

(a) Mani' terhadap hukum, seperti perbedaan agama dalam

hal waris-mewarisi adalah suatu mani (penghalang).
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(b) Mani' terhadap sebab hukum, seperti seorang telah
berkewajiban membayar zakat, akan tetapi dia mempunyai
utang yang sampai mengurangi nisab zakat, maka dia tidak

wajib membayar zakat.

C. AZIMAH DAN RUKHSHAH
Menurut Wahbah Zuhaili, selain tiga macam (sebab, syarat,
dan mani) di atas, yang termasuk hukum wadh'i adalah hukum
nukhasah, azimah, sah, fasad dan batal.
Hukum, apabila dilihat dari segi berat atau ringannya, terbagi
menjadi dua: ‘Azimah dan Rukhshah.”

‘Azimah ialah hukum syara’ yang pokok dan berlaku untuk umum
bagi seluruh mukallaf dan dalam semua keadaan dan waktu. Azimah
yaitu peraturan syara'’ yang asli yang berlaku umum. Artinya ia
disyari'atkan agar menjadi peraturan yang umum bagi seluruh orang
mukallaf dalam keadaan yang biasa.

Misalnya:
1. Shalat fardhu lima waktu sehari semalam.
2. Puasa pada bulan ramadhan
Sedangkan Rukhsah ialah peraturan tambahan yang
dijalankan berhubung dengan hal-hal yang memberatkan (masyagat)
sebagai pengecualian dari hukum-hukum yang pokok.
Misalnya:
1. Boleh berbuka puasa pada bulan Ramadhan bagi orang musafir
2. Dalam keadaan terpaksa, bangkai boleh dimakan asal tidak
bermaksud menentang hukum syara’ dan tidak berlebih-lebihan.
Rukhsah vyaitu ketentuan yang disyari'atkan oleh Allah sebagai
peringan terhadap seorang mukallaf dalam hal-hal yang khusus. Seperti
bangkai sesuatu yang diharamkan, tetapi karena tidak ada lagi makanan
yang diperoleh dan dia dalam keadaan yang sangat lapar, maka
memakan bangkai dibolehkan. Rukhsah tersebut ada beberapa macam,
antara lain;
a. Membolehkan hal-hal yang diharamkan disebabkan darurat.

Seperti memakan bangkai;
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b. membolehkan meninggalkan sesuatu yang wajib, seperti
diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan karena

ada suatu udzur, seperti sakit atau dalam perjalanan jauh.

D. MAHKUM 'ALAIH DAN MAHKUM BIH

Mahkum ‘alaih (yang dikenai hukum), ialah “orang-orang
mukallaf, artinya orang-orang muslim yang sudah dewasa dan
berakal, dengan syarat ia mengerti apa yang dijadikan beban
baginya.”

Orang gila, orang yang sedang tidur nyenyak, dan anak yang
belum dewasa, dan orang yang terlupa tidak dikenai taklif (tuntutan),
sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW:

ot e gl ey Bz > SUW s 0N e A
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Maknanya: "Pena itu telah diangkat (tidak dipergunakan mencatat)
amal perbuatan tiga orang; (1) orang yang tidur hingga ia bangun, (2)
anak-anak hingga ia dewasa, (3) orang gila hingga sembuh kembali."

Demikianlah orang yang terlupa disamakan dengan orang yang
tidur dan yang tidak mungkin mematuhi apa yang dikaitkan.

1. Mahkum ‘Alaih

Mahkum alaih ialah orang-orang mukallaf yang dibebani hukum.
Adapun syarat-syarat sahnya seorang mukallaf menerima heban hukum
itu ada dua macam, yakni:

1. Sanggup memahami khitab-khitab pembebanan atau tuntutan syara’'
yang terkandung dalam al-Quran dan as-Sunnah, baik secara

langsung maupun melalui orang lain. Oleh karena itu, orang yang tidak
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mempunyai kemampuan untuk memahami khithab syar'i tidak mungkin
untuk melaksanakan suatu taklif (pembebanan);
2) Mempunyai kemampuan menerima beban. Dasar pembebanan hukum

bagi seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman.

Kemampuan sescorang untuk menerima kewajiban dan menerima
hak oleh para ulama ushuliyyun dibagi kepada dua macam, yaitu:

1) ahliyatul wujub, yaitu kepantasan seseorang untuk diberi hak dan diberi
kewajiban. Kepantasan ini ada pada setiap manusia, baik laki-laki
maupun perempuan, kanak-kanak maupun dewasa, sehat maupun
sakit. Semua orang mempunyai kepantasan diberi hak dan kewajiban,
sebab dasar dari kepantasan ini adalah kemanusiaan. Artinya, selama
manusia itu masih hidup, kepantasan tersebut tetap dimilikinya;

2) ahliyatul ada’ (kemampuan berbuat) ialah kepantasan seseorang untuk
dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya. Misalnya, bila ia
mengadakan suatu perjanjian atau perikatan, tindakan-tindakan itu
adalah sah dan dapat menimbulkan akibat hukum, sehingga masa
datangnya ahliyatul ada’ menurut syara' adalah bersamaan dengan
tibanya usia taklif yang dibatasi dengan aqil dan baligh.

Ahliyatul ada' terbagi kepada dua macam, yaitu:

a) ahliyatul ada' sempunna (tam) adalah ketika sescorang yang telah
berakal mencapai umur dewasa (baligh) dinisbahkan untuk hukum
syara’, dan balighnya orang yang cakap dinisbahkan untuk
muamalah harta (perdata);

b) ahliyatul ada' tidak sempuma (nagish) yaitu anak yang cakap atau
semisalnya dinisbahkan untuk muamalah harta dan perikatan.
Adapun taklif syara' bagi anak yang cakap sama dengan anak yang
tidak cakap. Seperti shalatnya anak kecil dianggap seperti orang
yang tidak cakap (gila). Sedangkan dalam masalah-masalah
muamalah dianggap sah jual belinya.

Namun demikian, ada beberapa orang yang sudah dewasa dan
pantas untuk melaksanakan hak dan kewajiban tetapi kondisi mereka

tidak memungkinkan untuk melaksanakan semua itu, dikarenakan ada
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hal-hal yang menghalangi. Kondisi tersebut disebut dengan awaridh
ahliyah.

Awaridh ahliyah ada dua macam, yakni samawiyah dan
kasabiyah. Samawiyah ialah hal-hal yang berada di luar usaha dan ikhtiar
manusia. Halangan samawiyah ada 10 macam, yaitu:

a. keadaan belum dewasa,;

b. sakit gila;

C. kurang akal;

d. keadaan tidur

e. pingsan;

f. lupa;

g sakit;

h. menstruasi;

I. nifas;

j. meninggal dunia.

Kasabiyah adalah perbuatan-perbuatan yang diusahakan oleh
manusia yang menghilangkan atau mengurangi kemampuan bertindak.
Halangan kasabiyah itu ada 7 macam, yaitu:

a. boros;

b. mabuk;

c. bepergian;

d. lalai;

e. bergurau (main-main);

f, bodoh (tidak mengetahui);

g terpaksa (ikrah).

2. Mahkum Fiih

Mahkum fiih adalah perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang
dibebani suatu hukum (perbuatan hukum).

Telah menjadi ijma’ seluruh ulama bahwa tidak ada pembebanan
selain pada perbuatan orang mukallaf. Oleh karena itu, apabila syari
mewajibkan atau mensunnahkan suatu perbuatan kepada seorang
mukallaf, maka beban itu merupakan perbuatan yang harus dikerjakan.

Demikian juga apabila syari mengharamkan atau memakruhkan sesuatu,
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maka beban tersebut juga merupakan perbuatan yang harus
ditinggalkan.

Perbuatan yang dibebankan (mahkum bih) kepada orang mukallaf

itu mempunyai tiga syarat berikut:

1. perbuatan itu diketahui oleh orang mukallaf secara sempurna,
sehingga ia dapat mengerjakannya sesuai dengan tuntutan;

2. hendaklah diketahui bahwa pembebanan itu berasal dari vang
mempunyai kekuasaan memberi beban dan dari pihak vang
wajib diikuti segala hukum-hukum yang dibuatnya:

3. perbuatan itu adalah perbuatan yang mampu dikerjakan atau
ditinggalkan, sehingga tidak dibenarkan memberi beban yang

mustahil untuk dilaksanakan,

Mahkum Bih ialah yang dibuat hukum, yaitu perbuatan mukallaf
yang berhubungan dengan hukum yang lima, yaitu:
1. Yang berhubungan dengan ijab, dinamai wajib.
Yang berhubungan dengan nadab, dinamai mandub/sunah.
Yang berhubungan dengan tahrim, dinamai haram.

Yang berhubungan dengan karahah, dinamai makruh.

a bk 0N

Yang berhubungan dengan ibahah, dinamai mubah.

Dalam pembahasan al-Ahkam al-Syar’iyah dikenal dengan 4 unsur
utama yang ada dalam penyusunan dan penetapan hukum syara’. vyaitu
Hakim (Allah SWT) yang menetapkan hukum, kemudian Hukum yang
terdiri dari hukum taklifi (wajib, sunnah, haram, makruh, mubah) dan
hukum wadh’i (sebab, syarat, mani’, rukhsah, ‘azimah, sah dan batal),
mahkum alaih yaitu mukallaf yang dibebani hukum, dan mahkum fiih,

yaitu hukum yang diterapkan baik perintah, larangan maupun pilihan.

BAB Il
AL-ADILLAH AL-SYAR’IYYAH
SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM
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Kata-kata “Sumber Hukum Islam’ merupakan terjemahan dari
lafazh Masadir al-Ahkam. Kata-kata tersebut tidak ditemukan dalam
kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh ulama-ulama fikih dan ushul
fikin klasik. Untuk menjelaskan arti ‘sumber hukum Islam’, mereka
menggunakan al-adillah al-Syariyyah. Penggunaan mashadir al-Ahkam
oleh ulama pada masa sekarang ini, tentu yang dimaksudkan adalah
searti dengan istilah al-Adillah al-Syar’iyyah.

Dalam literatur ushul figh, para ulama ushul figh klasik dan
kontemporer ditemukan bahwa sumber atau dalil syara’ itu selalu
dikelompokkan kepada adillah al-ahkam al-muttafaq ‘alaiha yaitu dalil
dalil hukum yang disepakati dan adillah al-ahkam al-mukhtalaf fiha yaitu
dalil-dalil hokum yang diperselisihkan.

Adillah al-ahkam al-muttafaq ‘alaiha, menurut mereka adalah terdiri
atas al-Quran, as-Sunnah, jjma’, dan giyas. Sedangkan adillah al-ahkam
al-mukhtalaf fiha terdiri atas istihsan, istishab, mashlahah al-mursalah, al-
‘urf, sadd al-dzari’ah, madzhab shahabi, dan syar'u man gablana.

Para Ulama membagi pembahasan sumber-sumber hukum Islam,
atau dikenal dengan al-Adillah al-Syra’iyah kepada dua pembagian, yaitu:
Sumber Hukum Islam yang disepakati Ulama, dan Sumber Hukum Islam

yang diperselisihkan Ulama.

A. SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM YANG DISEPAKATI ULAMA
1. AL-QUR’AN

Al-Quran merupakan petunjuk bagi semua umat manusia. Semua
orang dari berbagai macam profesinya membutuhkan petunjuk dari al-
Quran. Ahli ekonomi, politik, science, dan sebagainya membutuhkan
petunjuk dari al-Quran. Petunjuk al- Quran tersebut mampu memberikan
jalan dan solusi bagi semua problematika yang dihadapi oleh umat
manusia. Al-Quran dalam kajian ushud figh merupakan objek pertama
dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum.
Al-Quran mulai diturunkan di Mekah, tepatnya di Gua Hira pada tahun
611 M, dan berakhir di Madinah pada tahun 633 M, dalam jarak 22 tahun
2 bulan 22 hari.
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Al-Quran merupakan sumber pertama dalam Islam dimana semua
orang dapat merujuk (bersumber) kepada al-Quran, karena dalam al-
Quran terdapat berbagai keyakinan kepada Allah (akidah), ilmu
pengetahuan, nilai-nilai, tolok ukur kebenaran, ibadah, syair, akhlak dan
sastra, undang-undang dan aturan. Semua itu diungkap dalam al-Quran
secara mendasar, dan as-Sunnah yang akan memperjelas dan
memperinci keumuman al-Quran. Al-Quran mengungkap pula hakikat
ghaib, hakikat jiwa, hakikat kehidupan, hakikat masyarakat, ketentuan-
ketentuan Allah (sunatullah), tanda-tanda kekuasaan-Nya dalam diri
manusia dan alam yang manusia tidak merasa cukup untuk mengetahui
dan mengambil petunjuk darinya.

Para ulama sepakat bahwa al-Quran adalah sebagai hujjah
(argumentasi) dalam segala tindakan, artinya segala sikap dan perilaku
manusia harus sejalan dan seirama dengan tuntunan al- Quran. Namun
demikian, ulama berbeda pendapat dalam masalah apakah al-Quran itu
lafadz dan maknanya, atau hanya lafadznya saja. Seperti Imam Syafi'
berpendapat bahwa al-Quran hanyalah lafadznya saja.

a. Definisi Al-Qur’an
Secara terminologi, definisi al-Qur'an menurut sebagian
besar ulama ushul adalah: “Kalam Allah yang diturunkan kepada
nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang dinukilkan
kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, tertulis dalam
mushaf, membacanya merupakan ibadah, dimulai dari surah al-

fatihah dan ditutup dengan surah an-nas.”

2. Nama lain dari al-Qur’an
Nama lain dari al-Qur'an adalah:

a. Al-Kitab, artinya tulisan atau buku. Arti ini mengingatkan pada
kaum muslimin agar al-Qur'an dibukukan atau ditulis menjadi
suatu buku. Kata ini dapat dilihat dalam QS. Al-Bagarah ayat
2:

P -
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Terjemahan: “Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya;

petunjuk bagi mereka yang bertaqwa”.

QS. Al-An’am ayat 114 :
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Terjemahan: “Maka Patutkah aku mencari hakim selain
daripada Allah, Padahal Dialah yang telah menurunkan kitab
(Al Quran) kepadamu dengan terperinci? orang-orang yang
telah Kami datangkan kitab kepada mereka, mereka
mengetahui bahwa Al Quran itu diturunkan dari Tuhanmu
dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali
Termasuk orang yang ragu-ragu”.

b. Al-Furgan, artinya Pembeda. Hal ini mengingatkan agar dalam
mencari garis pemisah antara yang hak dan yang batil, yang
baik dan yang buruk haruslah merujuk padanya. Kata ini dapat
dilihat dalam QS. Al-Furgan ayat 1.

R P ORI R

Terjemahan: Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furgaan (Al
Quran) kepada hamba-Nya, agar Dia menjadi pemberi peringatan

kepada seluruh alam.

c. Al-Zikr, artinya ingat. Arti ini menunjukkan bahwa al-Qur'an
berisi peringatan agar tuntutannya selalu diingat dalam
melakukan setiap tindakan. Kata ini dapat dilihat dalam QS. Al-
Hijr ayat 9.
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Terjemahan: “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al

Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya”.

d. Al-Huda, artinya petunjuk. Arti ini mengingatkan bahwa
petunjuk tentang kebenaran hanyalah petunjuk yang

diberikannya atau yang mempunyai rujukan kepadanya.

3. Garis Besar Isi Al-Qur’an

4.

Secara garis besar, al-Qur'an berisikan:

a. Tauhid, kepercayaan terhadap Allah, malaikat-malaikat-NYA,
kitab-kitab-NYA, para rasul-NYA, hari kemudian, gadha dan
gadar yang baik dan buruk.

b. Tuntunan ibadah sebagai perbuatan yang menghidupkan jiwa
tauhid.

c. Janji dan ancaman. Al-Qur'an menjanjikan pahala bagi orang
yang mau menerima dan mengamalkan isi al-Quran dan
mengancam mereka yang mengingkarinya dengan siksa.

d. Hukum yang dihajati pergaulan hidup bermasyarakat untuk
kebahagiaan dunia dan akhirat.

e. Sejarah, baik tentang orang-orang yang saleh dan orang-orang
yang ingkar terhadap Allah. Maksud sejarah ini ialah sebagai
tuntunan dan teladan bagi orang-orang yang hendak mencari

kebahagiaan dan meliputi tuntunan akhlak.

Dasar Hukum al-Qur’an

Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk
jadi petunjuk dan pengajaran bagi seluruh umat manusia dalam
melaksanakan perintah dan larangan. Al-Quran selalu
berpedoman kepada 3 hal, yaitu:

1. Tidak memberatkan atau menyusahkan
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2.

Misalnya : bertayammum sebagai ganti air untuk berwudhu,

memakan makanan yang terlarang dalam keadaan darurat,
menggasar shalat, tidak berpuasa karena musafir.
Tidak memperbanyak beban/tuntutan.

Misalnya zakat hanya diwajibkan bagi orang-orang yang

mampu.
3. Berangsur-angsur di dalam mensyari’atkan sesuatu.
Misalnya, pengharaman minuman keras prosesnya sampai tiga
kali, kemudian diputuskan tidak boleh. (Lihat al-Bagarah ayat
219, an-Nisa ayat 43, dan al-Maidah ayat 90-91).
al-Bagarah ayat 219 :
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Terjemahan:
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‘Mereka bertanya kepadamu

tentang khamar dan

judi.
Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan
beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih
besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa
yang mereka nafkahkan. yang lebih dari

keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya

Katakanlah: "

kepadamu supaya kamu berfikir”,

An-Nisa ayat 43 :
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Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat,
sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang
kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam
Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan
jilka kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat
buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak
mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik
(suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha

Pema'af lagi Maha Pengampun.”

al-Maidah ayat 90-91 :
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Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum)
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan
panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-
perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya
syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian
di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan
menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka

berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”
4. Kehujjahan AL-Qur’an

Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi

Muhammad SAW, untuk menjadi petunjuk manusia hingga hari kiamat.
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Maka nash-nash yang ada di dalam al-Quran merupakan dalil-dalil
Hukum Allah, dan menjadi penjelasan atas segala ketetapan Allah bagi
hambaNya, dan syariat Allah yang disyari’atkan kepada manusia.

Maka, al-Quran merupakan hujjah, sehingga mestilah mengikuti
kandungan hukum yang terkandung di dalam dalil nash-nash al-Qur’an,
selama hukum dari dalil tersebut tidak dihapuskan (dinasakh). sebagian
ayat al-Qu’ran juga termasuk ayat yang masih global dan umum,
sehingga membutuhkan penjelasan lebih mendalam dengan hadis, atau
dalil-dalil yang lain. Begitu pula pada ayat yang umum, yang dikehendaki
makna khusus, maka mestilah dibahas kekhususannya, sehingga
maksud yang terkadang dari dalil ayat tersebut dapat difahami dengan

tepat.

5. Keistimewaan Al-Qur’an
Menurut beberapa referensi, dijelaskan keistimewaan al-Qur’an
sangat banyak sekali, diantaranya:

a) Al-Qur'an adalah kalamullah, maka tidak ada bandingannya dengan
perkataan manusia, karena al-Qur'an dilindungi Allah hingga akhir
zaman.

b) Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, sehingga bahasa al-
Qur'an harus dipelajari oleh setiap Muslim. Berbeda dengan kita-
kitab yang lain Taurat dan Injil, dimana bahasa yang terkandung di
dalamnya tidak sama dengan bahasa yang diturunkan. Sehingga
makna yang diterjemahkan terkadang berbeda dengan bahasa
asalnya.

c) Al-Qur’an terjaga dengan lafaz-lafaz yang terkandung di dalamnya,
karena Allah selalu melindungi dan menyempurnakannya. Sehingga
dapat difahami bahwa lafaz yang kita baca secara adalah lafaz
yang sama ketika al-Qur’an itu diturunkan.

d) Al-Quran diturunkan  secara  berangsur-angsur, sehingga
kandungannya merupakan kejadian yang nyata (qath’i al-tsubut)
dari setiap huruf huruf yang ada di dalamnya. Hal ini tentu berbeda
dengan hadis, dimana hadis dinugilkan dengan berbagai cara, jika
hanya diriwayat oleh satu orang, disebut hadis ahad, dan sangat
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sedikit yang diriwayatnya secara berturut turut dan mencapai
tingkatan mutawatir. Dan jika didapati perawi yang tidak adil, tidak
dhabit, terdapat kesalahan, dan pernah lupa, maka kualitas hadis
tersebut tergolong tidak kuat, sehingga hadis dikategorikan dalil
yang dhanni, bukan qath’i.

e) Al-Quran bermaksud untuk menjelaskan ushul ad-din (dasar-dasar

agama), dan mencakup semua hukum syari’at.

6. Qira’at Al-Qur’an

Al-Quran telah dikumpulkan menjadi mushaf pada masa Utsman
bin Affan R.A. Terdapat (8) delapan naskh, dan disebarkan sebanyak 6
(enam) darinya, dan ditempatkan di masjid Nabawi satu, dan menyimpan
sendiri satu buah, dan dinamakan al-mushaf al-Imam. Beliau
memerintahkan untuk menjaga semuanya.

Menurut ljma’ Umat, bahwa yang dibaca oleh para qurra’dan
dishahihkan sanadnya, yaitu Rasm Utsmani. Maka bacaan selain dari
pada itu tidaklah termasuk al-Qur'an.seperti bacaan Sa’ad bin Abi Wagas
R.A, beliau memiliki saudara laki-laki dan perempuan dari lbunya, maka
lafaz dari lIbunya bukannya mushaf Ustman, maka disebut gira’ah
Syadzah.

Oleh karena itu, semua rasm mushaf yang belum dishahihkan
sanadnya, maka termasuk kepada gira’at syadzah.

Pada masa Rasulullah, para Sahabat membaca al-Qur'an dengan
dialek (lahjah) yang berbeda-beda, sebagian ada yang membacanya
tebal, sebagain membacanya tipis, ada pula yang membaca imalah, dan
yang lainnya. Hal tersebut disebabkan perbedaan daerah (gabilah) ketika
itu, sehingga diharuskan kepada umat Islam untuk mempelajari al-Qur’an

dengan baik dan benar. Dari sinilah, bermula perbedaan qgira’at al-Qur’an.

Telah dijelaskan pula, bahwa Rasulullah SAW ketika beliau
membacakan satu kalimat dengan dua gambaran yang berdekatan
bahkan lebih, sehingga para Sahabat berbeda cara menggambarkannya.
Dari sinilah bertambah bagian lain dari keragaman qira’at.

Contoh:
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Ayat diatas ditulis berbeda yaitu: <. dengan huruf mad (alif), dan
<L tanpa huruf alif.

Selain dari pada itu, para Sahabat juga ada yang menulis rasm
mushaf (al-Qur’an) tanpa titik dan baris/harakat, juga tanpa huruf mad
(bacaan yang dipanjangkan), hal ini juga menyebabkan perbedaan cara
membacanya.

Maka Qira’ah yang dikenal di zaman sekarang adalah Qira’ah
Hafash ‘an ‘Ashim. Setiap qira’ah yang mutawatir adalah hujjah dan

dapat dijadikan dalil, secara qath’l al-tsubut.

7. Kehujjahan Qira’ah Syadzah

Setiap qira’at yang disanadkan kepada Nabi Muhammad SAW
termasuk al-Qur'an dengan syarat terdapat dalam mushaf, dan sesuai
dengan rasm al-utsmani, merupakan bahasa Arab yang baku. Maka
semua qira’ah yang tidak memenuhi syarat tersebut merupakan gira’ah
syadzah, bukan termasuk al-Quran, dan tidak diperbolehkan
membacanya.

Berbeda pendapat Ulama tentang kehujjahan qgira’ah syadzah, ada
dua pendapat, yaitu:
Pendapat pertama: Ulama Selain Syafi’iyah menyatakan bahwa gira’ah
syadzah dapat menjadi hujjah dari hukum syari’at apabila dishahihkan
sanadnya.
Pendapat kedua: Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa gira’ah syadzah
bukan hujjah, karena dikhawatirkan bacaan tersebut merupakan
penjelasan dan penafsiran dari sahabat. Sehingga tidak dapat dikatakan

hujjah .

2. AS-SUNNAH
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As-sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur’an.
Kedudukannya pun tidak diperdebatkan sebagai sumber dan dalil yang

kedua setelah nash al-Quran.

1. Definisi As-Sunnah
Secara etimologi, as-Sunnah ialah cara yang dibiasakan
atau cara yang terpuiji.

Secara terminologi, as-Sunnah adalah
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Maknanya: “Semua yang berasal dari nabi Muhammad SAW.

Selain al-Quran baik berupa perkataan, perbuatan, maupun

pengakuan (taqrir).”

Al-Quran adalah sumber hukum utama dan pertama,
sumber hukum yang sempurna dan penuh Kkeistimewaan,
kesempurnaannya perlu dipahami oleh orang ahli sekaligus
utusan Dzat yang menurunkan al-Quran. Untuk mentilawah,
mentazkiyah, dan mengajarkan segala macam ilmu dalam al-
Quran, segala macam penjelasan-penjelasannya itu dapat
terungkap lewat ucapan, perkataan, bahkan tagrir beliau. Itulah
yang discbut dengan Surnah atau hadits. Namun demikian,
para ulama membagi perbuatan Rasulullah Muhammad SAW
ini kepada tiga hal.:

a) Perbuatan yang menyangkut penjelasan syariat. Hal ini
wajib dilakukan dan ditiru oleh umatnya

b) Perbuatan yang khusus bagi nabi, seperti nikah lebih dari 4
istri, puasa wishal, dan lain-lain. Perbuatan ini tidak berlaku

c) Perbuatan yang merupakan tuntutan tabiat
kemanusiaan/adat kebiasaan yang berlaku di negeri Arab,

seperti berjenggot, berbadan ideal, ganteng. gagah berani,
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dan sebagainya. Perbuatan ini tidak perlu ditiru oleh
umatnya, tetapi jika umatnya berkehendak, sah-sah saja,
namun tidak dinilai ibadah, karena hal ini sulit diikuti.
Seperti tinggi beliau yang ideal, maka yang pendek sulit
untuk tinggi. Rasul berjenggot, wajahnya bersih dan tinggi,
pantas dilihat orang. tetapi yang hitam berjenggot tentu
tidak pantas dilihat.

2. Pembagian as-Sunnah

a. Sunnah Qauliyah, yang sering dinamakan juga dengan khabar

b.

C.

atau berita berupa perkataan nabi SAW yang didengar dan
disampaikan oleh seorang atau beberapa sahabat kepada
orang lain.

Sunnah Filiyah, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh

Nabi SAW yang diketahui dan disampaikan oleh para sahabat
kepada orang lain.

Sunnah Tagririyah, yaitu perbuatan atau ucapan sahabat yang

dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi SAW, tetapi
Nabi hanya diam dan tidak mencegahnya. Sikap diam dan

tidak mencegah menunjukkan persetujuan Nabi SAW.

3. Kehujjahan as-Sunnah

a. As-Sunnah sebagai penguat al-Qur’an

b.

Maksud sebagai penguat di sini adalah banyak sekali as-

Sunnah yang menerangkan tentang kewajiban shalat, puasa,

zakat, larangan musyrik, dan lain-lain.

As-Sunnah sebagai penjelas al-Qur’an

Penjelasan terhadap al-Qur'an dapat dikategorikan menjadi

tiga bagian:

1) Penjelasan terhadap hal yang global, seperti
diperintahkannya shalat dalam al-Qur'an tidak diiringi
dengan penjelasan mengenai rukun, syarat, dan

ketentuan-ketentuan shalat lainnya.
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2) Penguat secara mutlag. As-Sunnah merupakan penguat
terhadap dalil-dalil umum yang ada dalam al-Qur'an
3) As-Sunnah sebagai takhsis terhadap dalil-dalil al-Qur'an
yang masih umum.
c. As-Sunnah berdiri sendiri di dalam menentukan hukum

Contoh : Diwajibkannya zakat fitrah, disunnahkannya agigah.

3. IUMA’

lima’ adalah kesepakatan para ahli fikih (ahli ijtihad) pada satu masa
tertentu dan atas hukum tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, ahli fikih
yang dimaksud dari kalangan sahabat setelah rasul atau dari generasi
setelahnya.
[ima’ menjadi sumber hukum-hukum figih dan menjadi sumber hokum

ketiga setelah as-Sunnah dan Al-Qur’an.

1. Definisi ljma’
Secara etimologi, Ijma’ ialah sepakat, setuju atau
sependapat.
Definisi [jma' Menurut Al-Amidi, secara bahasa ijma’ mengandung dua
makna, yaitu:
a. Ijma' berarti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan
berbuat sesuatu. ljma' dalam pengertian ini sejalan dengan firman
Allah surat Yunus (10):71:

Terjemahan: “Maka bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah)

sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku)”.

ljma' dalam arti di atas dapat ditemukan pada hadis Nabi Saw.:

Y R
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Artinya: "Tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkan puasa

sebelum fajar" (HR al-Nasa'i).

b. jma’ dengan arti kesepakatan atau konsensus ljma' dalam arti ini
dapat ditemukan pada firman Allah surat Yusuf (12):15:
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Terjemahan: “Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat

memasukkannya ke dasar sumur.”

ljma’ dalam kedua makna dan ayat di atas hampir sama, letak
perbedaan antara keduanya terdapat pada kuantitas orang yang
berketetapan hati Pada pengertian pertama dan ayat pertama hanya
mencakup satu tekad saja, sedangkan untuk pengertian kedua dan ayat
kedua meliputi tekad atau kesepakatan kelompok.

Sedangkan secara terminologi, ljma’ menurut jumhur ulama ialah:
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Maknanya: “Kesepakatan pendapat semua mujtahid pada suatu masa
sesudah Rasulullah wafat terhadap suatu hukum syara' yang amali.”
Secara terminologi, ada sejumlah rumusan ijma’ dikemukakan ahli

ushul figh. Imam al-Ghazali mendefinisikan ijma' adalah:
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Maknanya: "Kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas suatu
urusan agama."

Dalam definisi ini, al-Ghazali menetapkan ijma' sebagai
kesepakatan seluruh umat Muhammad atau umat Islam, bukan hanya
khusus para ulama, tetapi termasuk masyarakat umum (awam).

Pendapat al-Ghazali ini tampaknya mengikuti pendapat imam Syafi'i yang
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mensyaratkan ijma' sebagai kesepakatan umat. Al-Ghazali tidak
mensyaratkan ijma’' harus dilakukan setelah wafatnya Nabi Muhammad
Saw. Alasan yang dikemukakan al-Ghazali karena pada masa Nabi
Muhammad Saw. ijma' tidak diperlukan mengingat keberadaan Nabi
Saw. sebagai syari' (pembuat dan penemu hukum) tidak membutuhkan
ijma’.

Sementara Al-Amidi mendefinisikan ijma' dengan dua versi.
Definisi ijma’ yang pertama hampir mirip dengan definisi al-Ghazali, yaitu
sebagai kesepakatan seluruh umat Islam karena pendapat yang dapat
terhindar dari kesalahan apabila disepakati seluruh umat Islam.

Sementara definisi ijma’ kedua yang dikemukakan Al-Amidi adalah:

G e nl e W, T de SW esle sl

g

BB ey S delas) e jas

Maknanya: "ljma’ adalah kesepakatan sejumlah Ahlul Halli wal Aqd (para
ahli yang berkompeten mengurusi umat) dari umat Muhammad pada
suatu masa atas hukum suatu kasus.”

Melalui definisi ini, Al-Amidi membatasi ijma’ hanya khusus berasal
dari konsensus orang-orang tertentu yang disebut Ahlul Halli wal’Aqd.
Mereka yang termasuk kelompok ini adalah orang-orang yang berperan
sebagai pembimbing umat Islam dalam melaksanakan kehidupan
beragama. Al-Amidi tidak memasukkan orang awam sebagai bagian
pernentu keberadaan ijma’. Sementara itu, Khudari Beik mendefinisikan

ijma’, yaitu:
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Maknanya: "ljma’' adalah kesepakatan para mujtahid dari umat ini pada

suatu masa tentang hukum syara'.

1. Rukun ljma’
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Para ulama menetapkan beberapa syarat terwujudnya ijma’. Namun,

mereka berbeda pendapat dalam menentukan syarat atau rukunnya,

yaitu:

a. Ada sejumlah mujtahid ketika berlangsungnya kejadian yang

b.

C.

d.

membutuhkan ijma’; mengingat ijma’ tidak akan terwujud, bila yang
melakukan ijma’ hanya seorang mujtahid. Apabila pada suatu
masa tidak ada mujtahid atau ada hanya seorang, ijma' tidak
dapat terwujud secara hukum.

Semua mujtahid dari berbagai golongan dan belahan dunia
sepakat tentang hukum suatu masalah. Apabila kesepakatan itu
hanya terwujud di kalangan sebagian mujtahid atau mujtahid
wilayah dan kelompok tertentu, seperti kesepakatan mujtahid Hijaz
atau mujtahid Irak saja, maka kesepakatan itu tidak dapat disebut
ijma’ karena ijma’' hanya tercapai melalui kesepakatan seluruh
mujtahid.

Kesepakatan tersebut terwujud setelah masing-masing mujtahid
mengemukakan pendapat tentang suatu masalah secara terang-
terangan. Pendapat itu dapat dikemukakan melalui ucapan
dengan mengemukakan fatwa tentang suatu masalah hukum atau
melali perbuatan dengan menetapkan putusan di pengadilan
dalam kedudukannya sebagai hakim.

Kesepakatan tentang hukum suatu masalah berasal dari semu
mujtahid secara utuh. Apabila kesepakatan itu berasal dari
mayoritas mereka saja dan sebagian kecil mereka tidak
menyetujuinya, maka ijma’ tidak dapat dikatakan telah terwujud.
Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan mujtahid, ada
kemungkinan benar pendapar suatu kelompok mujtahid dan
kelompok lain mempunyai pendapat yang keliru. Kesepakatan
mayoritas ulama semata tidak dapat dijadikan sebagai hujjah yang
bersifat gath'i.

Mengenai syarat bahwa ima’ baru dipandang sah dengan

kesepakatan semua mujtahid tidak disetujui semua ulama. Mazhab Maliki

menilai kesepakatan penduduk Madinah sudah dianggap sah sebagai

ijma’,

yang dikenal dengan ijma’ ahl al-Madinah. Kalangan Syiah
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memandang ijma’ sebagai kesepakatan para imam di kalangan mereka.
Sedangkan jumhur ulama, seperti diungkapkan Abu Zahrah, ijma’

dianggap sah manakala berasal dari kesepakatan mayoritas mujtahid

2. Macam-macam Ijma’

a. Ijma’ Sharih : vyaitu, ijma dengan cara semua mujtahid
mengemukakan pendapatnya masing-masing, baik secara lisan
maupun tulisan, kemudian menyepakati salah satu pendapat yang
ada.

Jumhur ulama sepakat bahwa ijjma’ sharih merupakan hujjah secara
gath’i, wajib mengamalkannya dan haram menentangnya.

lima’ Sharih merupakan kesepakatan semua mujtab dalam satu masa
mengenai hukum tertentu secara tegas dan terbui. dengan
mengemukakan pendapat, tulisan atau perbuatan (mujtahid yang menjadi
hakim memutuskan suatu perkara) sebagai pernyataan persetujuan
terhadap kesimpulan tersebut. Jumhur ulama sepak menerima ijma’
sharih sebagai dalil menetapkan hukum. Namun, iima seperti ini apabila
mengikuti persyaratan ijma’ di atas sulit terjad karena sulit bertemunya
semua ulama dalam suatu majlis. Oleh sebab itu, sebagian ulama
berpendapat ijma’' sharih hanya mungkin terjadi pada masa sahabat,
karena saat itu jumlah mujtahid relatif terbatas dan lingkungan tempat
tinggal mereka berdekatan satu sama lain.

b. Ijma’ Sukuti : vyaitu, pendapat sebagian mujtahid tentang suatu
masalah yang diketahui oleh para mujtahid lainnya, tetapi mereka diam,
tidak menyepakati ataupun menolak pendapat tersebut secara jelas.

Sebagian besar golongan Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal
menyatakan bahwa ijma’ sukuti merupakan hujjah yang qgath’i seperti
halnya ijma’ sharih.

Sedangkan pengikut Imam Malik dan Imam Syafi’i tidak
memandang ijma’ sukuti sebagai sebuah hujjah yang gath’i maupun
zhanni.

Maka [ima’ Sukuti merupakankesepakatan ulama dengan cara
seorang atau beberapa mujtahid mengemukakan pendapat tentang
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hukum suatu masalah pada masa tertentu, lalu pendapat itu tersebar luas
dan diketahui mujtahid lain, tetapi mereka diam tanpa komentar.

Para ahli ushul figh berbeda pendapat tentang ijma’ sukuti. Imam
Syalfi'i dan kalangan mazhab Maliki berpendirian ijma’ sukuti tidak dapat
dijadikan sebagai landasan menetapkan hukum. Mereka beralasan,
diamnya sebagian mujtahid belum tentu menunjukkan setuju, boleh jadi
karena takut kepada penguasa yang mendukung pendapat tersebut, atau
boleh jadi disebabkan merasa segan terhadap mujtahid yang
mengemukakan pendapat yang dianggap lebih senior.

Kalangan Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat ijma’ sukuti boleh
dijadikan dalil hukum. Mereka beralasan, diamnya sebagian muijtahid
dipandang sebagai persetujuan, jika mereka tidak setuju tentu mereka
menentangnya secara tegas. Selama mujtahid yang diam mempunyai
waktu cukup untuk menanggapi pendapat yang dikemukakan mujtahid
itu, tetapi mereka diam. Jadi, diam mereka sebagai isyarat persetujuan.
Sedangkan sebagian kalangan Hanafiyah dan Hanabilah lain menilai
diamnya sebagian mujtahid tidak dipandang telah terjadi ijma’, tetapi
pendapat ini dianggap lebih kuat dari pendapat perorangan.

ljma’ amali, yaitu kesepakatan ulama mengamalkan perbuatan.
tertentu pada suat masa. Amal para ulama ini menunjukkan terjadi ijma’.
ljma’' ini tidak menunjukkan hukum wajib kecuali ada indikasi yang
mendukungnya. Misalnya, Ubaidah al-Salmaniy menyatakan: "Para
sahabat Nabi Saw. sepakat untuk melakukan shalat empat rakaat
sebelum zuhur." Dalam ijma’ ini tidak ada indikasi yang menunjukkan
shalat empat rakaat sebelum zuhur hukumnya wajib, tetapi hanya sunat

sesuai kesepakatan mereka.

3. ljma’ Sebagai Sumber Argumentasi

lima’ kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya
rasulullah saw, terhadap Hukum syara’ yang bersifat praktis para ulama
telah bersepakat, bahwa ljma’ dapat dijadikan argumentasi (hujjah) untuk
menetapkan hukum syara tetapi mereka berbeda pendapat dalam

menentukan siapakah ulama mujtahiddin yang berhak menetapkan ijma’.
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Abu Zahrah menilai semua ulama sepakat menjadikan ijma’ sebagai
dalil. Para ahli ushul figh melandasi pendapat mereka dengan beberapa

alasan, diantaranya firman Allah surat An-Nisa’ (4):115:
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Terjemahan: “Dan barang siapa yang menetang Rasul sesudah jelas
kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang
mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah
dikuasainya itu dan Kami masukkan ia kedalam neraka jahannam, dan
Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.”

Ayat ini mengancam orang-orang yang menentang Nabi Saw., dan
mengikuti jalan orang-orang yang tidak beriman. Dalam pandangan Abu
Zahrah, Ayat ini menjelaskan keajiban umat islam mengikuti jalan orang-

orang yang mukmin, yaitu kesepakatan mereka.

4. Kemungkinan terjadinya ljma’

Kemungkinan Terjadinya I|jma Sebagian ulama, di antaranya al-
Nazham dan sebagian pengikut Syi‘ah, berpendapat bahwa ijma’ menurut
ketentuan di atas tidak mungkin terjadi menurut lazimnya karena tidak
mungkin merealisasikan rukun ijma’ tersebut secara penuh. Alasannya
ialah:

1. Tidak ada suatu ukuran tertentu untuk mengetahui dan mene-
tapkan apakah seseorang telah mencapai tingkat pendidikan
tertentu yang menyebabkan seseorang patut disebut mujta- hid,
karena secara formal tidak ada lembaga pendidikan yang
menghasilkan mujtahid.

2. Kalaupun ada lembaga pendidikan mujtahid dan ada ukuran un-
tuk menyatakan seseorang telah mencapai derajat mujtahid serta
dapat pula diketahui mujtahid itu di seluruh dunia, namun untuk
dapat menghimpun pendapat mereka semua mengenai suatu
masalah yang memerlukan hukum, secara meyakinkan atau dekat

kepada yakin, adalah tidak mungkin karena mereka berada dalam

78



lokasi yang berjauhan, dalam tempat yang terpisah seta berbeda
latar belakang sosial dan budaya mereka. Tidak mungkin men-
gumpulkan mereka secara fisik atau mengumpulkan pendapat
mereka secara kolektif atau secara perseorangan.

3. Kalaupun mujtahid yang ada itu dapat dikenal secara perorang- an
di seluruh dunia ini dan dapat menghimpun pendapat mereka
menurut cara yang meyakinkan, namun siapa yang dapat
menjamin bahwa setiap mujtahid yang telah mengemukakan
pendapatnya tentang hukum suatu masalah itu tetap pada
pendiriannya sampai terkumpul pendapat mereka semua, karena
syarat melangsungkan ijma' itu ialah bahwa kesepakatan itu
berlaku dalam satu masa tertentu ketika terjadinya peristiwa yang
memerlukan ijma tersebut.

4. Mencapai kebulatan pendapat di kalangan mujtahid secara massal
itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk terjadi, sedangkan
hakikat ijma’ itu adalah kebulatan pendapat atau kesepakatan.

Jumhur ulama berpendapat bahwa ijm& mungkin dapat terlaksana
dan memang telah terjadi dalam kenyataan. Umpamanya pengangkatan
Abu Bakar menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi ditetapkan dengan
ijma’, demikian pula haramnya lemak babi, berhaknya kakek atas
seperenam harta warisan cucunya, terhalangnya cucu oleh anak dalam
hak mewarisi, dan lain-lain hukum furu’ sebagaimana tersebar dalam
kitab-kitab figh.

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan besarnya kemungkinan terjadinya
ijma' terutama dalam masa yang serba maju ini. Bila pelaksanaan ijma’
itu ditangani oleh suatu negara dengan bekerja sama dengan negara-
negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Setiap negara
menetapkan standar tertentu mengenai seseorang dapat dinyatakan
mencapai derajat mujtahid dan memberikan ijazah mujtahid terhadap
semua yang mencapai derajat itu, sehingga dengan demikian semua
mujtahid di dunia ini dapat diketahui.

Dalam era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dewasa
ini, apa yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf itu sangat mungkin

terjadi, karena meskipun mujtahid itu bertebaran di seluruh permukaan
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bumi tetapi cukup mudah mempertemukan mereka dalam suatu masa
tertentu untuk membicarakan masalah hukum; atau setidaknya untuk
menghimpun pendapat mereka. Bila pendapat mereka tentang masalah
suatu hukum telah terkumpul dan ternyata pendapat mereka itu sama,
itulah yang disebut ijm&'.

Ulama yang berpendapat tidak mungkin terjadinya ijma’ melihat
dari segi sulitnya mencapai kata sepakat di antara sekian banyak ulama
mujtahid, sedangkan ulama yang menyatakan mungkin berlaku ijma’
melihat dari segi secara teoretis memang dapat berlaku meskipun sulit
terlaksana secara praktis. Dalam keadaan demikian, suatu hal yang
dapat diterima segala pihak tentang ijma’' itu ialah bila diartikan ijma’ itu

dalam arti "tidak diketahui adanya pendapat yang menyalahinya".

5. Pandangan As-Syafi’i terhadap ljma’

Imam Syafi'i (767-820 M), setelah lebih dari seabad nabi Muhammad
wafat, dalam periode pembinaan, pengembangan dan pembukuan
hukum Islam di permulaan Khalifah Abbasiyah (750-1258), atas
permintaan Abdurrahman bin Mahdi, menyusun suatu teori tentang
Sumber-sumber hukum Islam dalam sebuah buku yang bernama kitab al
Risalah fi Ushul Figh, biasa disingkat dengan kitab Al Risalah.

Menurut pendapat Syafi'i, dalam buku tersebut, sumber hukum Islam
ada empat; yaitu (1) Al Quran, (2) As Sunnah atau Al Hadits, (3) Al ljma’,
(4) Al Qiyas. Pendapat As Syafi'i ini disandarkan pada QS Al Nisa ayat
59 yang bermakna taatilah Allah, taatilah Rasul dan orang-orang yang
memegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat
mengenai sesuatu, kembalikanlah (perbedaan pedapat itu) kepada Allah
dan Rasul'. Perkataan taatilah Allah (dan) taatilah Rasul dalam ayat
tersebut menunjuk pada al Quran dan al Sunnah atau al hadits sebagai
sumber hukum Islar Perkataan "dan taatilah orang yang memegang
kekuasaan di antara kamu" menunjuk pada Ijma’ sebagai sumber hukum.
Sedang kata-kata "jika kamu berbeda pendapat mengenai sesuatu,
kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya” menunjuk pada qiyas

sebagai sumber hukum Islam.
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Selain bertitik tolak dari Al Quran Surat al Nisa' ayat 59 di atas,
pendapat Syafii itu juga dimaksudkannya untuk mengkoneksikan
pendapat Abu Hanifah yang mengutamakan akal pikiran atas al ra'yu,
setelah Al Quran, sebagai seumber hukum Islam dengan pendapat Malik
bin Anas yang mengutamakan As Sunnah atau al Hadits setelah Al
Quran, sebagai sumber hukum. Perbedaan pendapat antara berbagai
pendiri mazhab ini, mengenai peringkat sumber hukum setelah Al Quran
disebabkan rena factor lingkungan, tersedianya nara sumber mengenai
hadits dan tempat mereka berijtihad: Abu hanifah di Kuffah (di Irak
sekarang) sedang Malik bin Anas di Madinah (Saudi Arabia sekarang).
Keadaan dan lingkungannya berbeda.

Keempat sumber hukum Islam yang disebut As Syafi'i ini disepakati
oleh para ahli hukum (mazhab) yang lain. Karena As Syafi'i dianggap
sebagai arsitek agung, pembangunan (teori) ilmu pengetahuan Islam.
Istidal yang disebut juga sebagai sumber hukum Islam dalam mazhab
Syafi'i, idak disepakati oleh mazhab lain. Sama halnya dengan istihsan,
isitishab, dan ‘'urf yang dipergunakan oleh mazhab Hanafi serta al
masalih al mursalah yang dikemukakan oleh mazhab Maliki.

Di tanah air kita, kedua susunan sumber-sumber hukum Islam
tersebut, tertulis dalam kepustakaan hukum Islam. Jika kita teliti dengan
seksama, antara kedua sistematik sumber hukum Islam tersebut,
sesungguhnya pada hakikatnya adalah sama. Baik yang menyebut tiga
berdasarkan QS an Nisa ayat 59 dan hadits Mu'az bin Jabal, maupun
yang memerincinya menjadi empat berdasarkan ayat Al Quran yang
sama dan perumusan As Syafi'i itu, sama-sama berpendapat bahwa
sumber utama dan terutama adalah Al Quran dan As Sunnah atau al
Hadits. Sumber tambahan atau sumber pengembangan hukum Islam
yang lain, pada hakikatnya juga sama, karena apa yang disebut Syafi'i
sebagai Ijma’ dan Qiyas itu sesungguhnya adalah jalan atau metode atau
cara yang dipergunakan oleh akal pikiran manusia, baik sendiri-sendiri
melakukan analogi (giyas) maupun secara bersama-sama mencapai
suatu konsesnsus (ijjma’) dalam usaha menemukan atau menentukan

kaidah hukum untuk diterapkan pada satu kasus tertentu.
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6. Tingkatan Ijma’

Ada berbagai macam (Tingkatan) ijma’ antara lain:

1 lima' qauli atau ijma’ sharih, yaitu ijma’ yang dikeluarkan oleh para
muijtahid secara lisan maupun tulisan yang mengeluarkan persetujuannya
atas pendapat mujtahid lain pada zamannya. [jma’ semacam ini disebut
juga sebagai ijma’ bayani atau ijma’ gath'i.

2. ljma’ sukuti atau ijma’ ghair as-sharih, yaitu ijma' yang dikeluarkan
oleh para mujtahid dengan cara diam, tidak mengeluarkan pendapatnya,
yang diartikan setuju atas pendapat mujtahid lainnya.

3. ljma’ sahabat, yaitu yang dikeluarkan oleh para sahabat.

4. Tyma' Khalifah yang empat.

5. ljma' Abu Bakar dan Umar.

6. ljma’' ulama Madinah.

7. lima' ulama Kufah dan Basrah.

8. jma’ itrah ahlu al-bait atau kaum Syi'ah.

Menurut ulama Hanafiyah, yang dipandang sebagai ijma’ yang
sebenarnya, hanya ijma' gauli dan ijma' sukuti, sedangkan ulama
Syaniiyah mengatakan bahwa hanya ijma'’ gauli yang dipandang
sebaagai ijma’, sedangkan mujtahid yang dinyatakan benar-benar ijma
hanya sahabat. Oleh karena itu, selain ijma' sahabat berarti bukan ijma’
yang sesungguhnya yang dapat dijadikan sumber hukum atau dalil.
Kalaupun disebut ijma’, tidak dapat di jadikan hujjah syar’iyah?.

7. Sandaran ljma’

ljma' tidak dipandang sah, kecuali apabila tidak kekurangan sandaran,
sebab ijma’ bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri. Sandaran
tersebut dapat berupa dalil gath'i yaitu Qur'an dan Hadits mutawatir, juga
dapat berupa dalil zhanni adalah Hadits hari pertama dan giyas?.

Hukum syara' itu hendaknya hukum syara' yang amali yang telah
ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Hal ini diperlukan karena yang

akan ditetapkan itu adalah hukum syara’, sedang sandaran hukum syara'

1 M. Syukri Albani Nasution,2014.Filsafat Hukum Islam.(Jakarta: PT: RajaGrafindo Persada)
Hlm 97
2A. Hanafie, M.A, Usul Figh., Cetakan ketiga 1962, him 125-128
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itu adalah nash. Atas dasar yang demikian, maka jumhur ulama
berpendapat bahwa ijma’ tidak boleh menjadi sandaran giyas. Mereka
menyatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma’ adalah
hukum yang ditetap- kan berdasarkan kesepakatan, tidak mempunyai
sandaran, selain dari kesepakatan para mujtahid. Karenanya hukum
yang ditetapkan secara ijma’ tidak dapat diketahui dengan pasti,
sehingga tidak mungkin meng- giyas-kan hukum syara' yang amaly
kepada hukum yang mujmal ‘'alaih. Asy-Syaukani membolehkan ijma’
sebagai sandaran giyas.

ljma’ menurut jumhur harus memiliki sandaran, sandaran itu jika dari
kitab atau As-Sunah, disepakati oleh (Jaiz). Jika sandaran itu dari kias

atau semacamnya, juga dibolehkan menurut kebanyakan ulama.

8. ljma’ yang mempunyai status dan kekuatan hukum tetap

KH MA. Sahal Mahfudh menjelaskan, ijma’ menjadi hujjah dalam
semua hukum syara’, seperti ibadah, mu’amalat, hukum pidana,
pernikahan, dan lain-lain dalam masalah hukum halal dan haram, fatwa,

dan hukum-hukum.

Sedangkan hukum akal dibagi dua. Pertama, sesuatu yang wajib
mendahulukan pekerjaan dari pada mengetahui sahnya secara syara’,
seperti barunya alam, penetapan Dzat Yang Mencipta, penetapan sifat-
sifatNya, penetapan kenabian, dan yang menyerupainya. Dalam hal ini,
ijma’ tidak menjadi hujjah karena ijma’ adalah dalil syara’ yang ditetapkan
dengan jalan sam’u (mendengar wahyu). Maka, tidak boleh menetapkan

hukum yang wajib diketahui sebelum sam’u (mendengar wahyu).

Kedua, sesuatu yang tidak wajib mendahulukan pekerjaan di atas
sam’u. Misalnya, bolehnya melihat Allah, ampunan Allah kepada orang-
orang Yyang berdosa, dan lainnya yang bisa diketahui setelah
mendengarkan wahyu. ljma’ dalam hal ini menjadi hujjah karena hal itu
boleh diketahui setelah adanya syara’ dan ijma’ termasuk dalil syara’,

maka boleh menetapkan hukum itu dengan ijma’.
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Adapun persoalan-persoalan dunia, seperti mengatur tentara, perang,
pembangunan, industri, pertanian, dan lainnya dari kemaslahatan dunia,
maka ijma’ tidak menjadi hujjah karena ijma’ dalam masalah itu tidak
lebih banyak dari sabda Nabi dan sabda Nabi hanya menjadi hujjah

dalam ijma’ syara’, bukan pada kemaslahatan dunia.

Melalui penjelasan terdahulu diketahui ijma' ada yang sifatnya gath'i al-
dilalah dan zanni al-dilalah. Ijma’' yang bersifat gath'i al-dilalah adalah
ijma’ sarih sehingga tidak boleh menyalahinya. Ijma’ ini tidak boleh
dilakukan ijtihad terhadapnya karena materi ijma’ itu telah menjadi hukum
syara' yang harus diikuti. Sementara ijma’' yang bersifat zanni al-dilalah
adalah ijma' sukuti. Terhadap hasil ijma' ini boleh dilakukan ijtihad
mengingat ijma’ itu hanya pendapat sekelompok mujtahid pada suatu
masa.

D. QIYAS

Syari'ah merupakan penjelmaan kongkrit kehendak Allah (al-Syari)
ditengah masyarakat. Meskipun demikian, syariah sebagai essensi
ajaran Islam tumbuh dalam berbagai situasi, kondisi serta aspek ruang
waktu. Realitas ontologis syari’ah ini kemudian melahirkan epistemologi
hukum Islam (figh) yang pada dasarnya merupakan resultante dan
interkasi para ulama dengan fakta sosial yang melingkupinya. Fakta
sejarah tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam (figh) menjsutifikasi
pluralotas formulasi epistemologi hukum disebabkan adanya peran

‘langage games” yang berbeda.

Mengingat adanya problematika hukum berkembang terus, sedang
ketentuan — ketentuan textual bersifat terbatas, maka konsekuensi
logisnya ialah ijtihad tidak dapat dibendung lagi dalam rangka untuk

menjawab permasalahan tersebut.
1. Definisi Qiyas

Secara etimologi, Qiyas ialah mengukur sesuatu dengan

lainnya dan mempersamakannya.
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Secara etimologi giyas berarti ukuran, mengetahui ukuran
sesuatu, membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan
yang lain. Sedangkan secara terminologi qiyas berarti
membandingkan sesuatu kepada yang lain dengan persamaan
illatnya.

Menurut bahasa, giyas berarti mengukur, atau menyamakan
sesuatu dengan yang lain. Para ahli Ushul Figih merumuskan
giyas dengan: ‘menyamakan atau mengukur sesuatu kejadian
yang tidak ada nash Al-Quran dan Hadist tentang hukumnya
dengan kejadian yang disebutkan dalam nash karena ada
kesamaan antara dua kejadian itu didalam illat hukum tersebut.”

Secara terminologi, Qiyas ialah “Menetapkan sesuatu
perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya berdasarkan
sesuatu hukum yang sudah ditentukan oleh nash disebabkan
adanya persamaan di antara keduanya.”

Qiyas menurut Ulama’ Ushul figh ialah menerangkan hukum
sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Alquran dan Hadits
dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan
hukumnya berdasarkan nash. Mereka juga membuat definisi lain :
Qiyas ialah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya
dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya
persamaan ‘illat hukum.

Pendapat lain mengatakan, Qiyas ialah:
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Maknanya: "Menggabungkan suatu pekerjaan (perkara) pada
pekerjaan (perkara) lain tentang hukumnya, karena dua pekerjaan
itu memiliki persamaan sebab (illat) yang menyebabkan hukumnya
harus sama."

Ada Dbeberapa definisi menurut para ulama tentang
pengertian giyas diantaranya yaitu:

1. Al-Ghazali dalam Al-Mustashfa
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Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu
yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya,
dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.

2. Qadhi Abu Bakar

Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu
yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya
atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal
yang sama antara keduanya.

3. Ibnu Subkhi dalam Jam’u al-Jawami’

Menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu

yang diketahui karena kesamaannya dalam fillat hukumnya

menurut pihak yang menghubungkan (mujtahid).

4. Abu Hasan al-Bashri

Menghasilkan (menetapkan) hukum ashal pada “furu

karena
keduanya sama dalam ‘illat hukum menurut mujtahid.
5. Al-Baidhawi

Menetapkan semisal hukum yang diketahui pada sesuatu lain
yang diketahui karena keduanya berserikat dalam ‘illat hukum
menurut pandangan ulama yang menetapkan.
6. Shaadru al-Syari’ah

Merentangkan (menjangkaukan) hukum dari ashal kepada
furu’ karena ada kesatuan fillat yang tidak mungkin dikenal
dengan pemahaman lughowi semata.

Dengan cara giyas itu berarti para mujtahid telah
mengembalikan ketentuan hukum sesuatu kepada sumbernya
Algur'an dan Hadits. Sebab hukum islam, kadang tersurat jelas
dalam nash Algur'an atau Hadits, kadang juga bersifat implisit-
analogik terkandung dalam nash tersebut. Mengenai Qiyas ini
Imam Syafi'i mengatakan: “Setiap peristiwa pasti ada kepastian
hukum dan umat islam wajib melaksanakannya. Akan tetapi jika
tidak ada ketentuan hukumnya yang pasti, maka harus dicari
pendekatan yang sah, yaitu dengan ijtihad. Dan ijtihad itu
adalah Qiyas.”
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Jadi Hukum Islam itu ada kalanya dapat diketahui melalui bunyi
nash, yakni Hukum-hukum yang secara tegas tersurat dalam Alqur'an
dan Hadits, ada kalanya harus digali melalui kejelian memahami makna
dan kandungan nash. Yang demikian itu dapat diperoleh melalui
pendekatan giyas.

Sebagaimana di terangkan, bahwa giyas berarti mempertemukan
sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan hal lain yang yang ada
nash hukumnya karena ada persamaan illat hukum. Dengan demikian
giyas itu hal yang fitri dan ditetapkan berdasarkan penalaran yang jernih,
sebab asas giyas adalah menghubungkan dua masalah secara analogis
berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Apabila
pendekatan analogis itu menemukan titik persamaan antara sebab-sebab
dan sifat-sifat antara dua masalah tersebut, maka konsekuensinya harus

sama pula hukum yang ditetapkan.

3. Kedudukan dan Kehujjahan Qiyas

Sebagian para ulama’ figh dan para pengikut madzab yang empat
sependapat bahwa giyas dapat dijadikan salah satu dalil atau dasar
hujjah dalam menetapkan hukum ajaran islam.

Mereka itu barulah melakukan giyas apabila ada kejadian atau
peristiwa tetapi tidak diperoleh satu nashpun yang dapat dijadikan dasar.
Hanya sebagian kecil para ulama’ yang tidak membolehkan pemakaian
giyas sebagai dasar hujjah, diantaranya ialah salah satu cabang Madzab
Dzahiri dan Madzab Syi’ah.

Ulama’ Zahiriyah berpendapat bahwa secara logika giyas memang
boleh tetapi tidak ada satu nashpun dalam ayat Alquran yang
menyatakan wajib memakai qgiyas.

Ulama’ Syi’ah Imamiyah dan An-Nazzam dari Mu’tazilah menyatakan
bahwa qiyas tidak bisa dijadikan landasan hukum dan tidak wajib
diamalkan karena mengamalkan giyas sebagai sesuatu yang bersifat

mustahil menurut akal. Mereka mengambil dalil QS. Al Hujurat: 1:
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Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan
Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. “

Mengenai dasar hukum qgiyas bagi yang membolehkannya
sebagai dasar hujjah, ialah al-Quran dan Al-Hadits serta perbuatan

sahabat yaitu:
a. Da'lil Al Quran

Allah SWT memberi petunjuk bagi penggunaan giyas dengan
cara menyamakan dua hal sebagaimana dalam surat Yasin
(36), ayat 78-79:

o2 pedll (Ao JB. Jls e SEUW G

Terjemahan:

‘Dan ia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada
kejadiannya, ia berkata : “ siapakah yang dapat menghidupkan Tulang
belulang yang telah hancur luluh?” Katakanlah : “/a akan dihidupkan oleh
Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama dan Dia maha
mengetahui tentang segala makhluk”. (QS: Yasin 78-79).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyamakan kemampuan-Nya
menghidupkan tulang belulang yang telah berserakan dikemudian hari
dengan kemampuan-Nya dalam menciptakan tulang belulang pertama
kali. Hal ini berarti bahwa Allah menyamakan menghidupkan tulang

tersebut kepada penciptaan pertama kali.
b. Da’lil Sunnah

Di antara dalil sunnah yang dikemukakan Jumhur Ulama’ sebagai

argumentasi bagi penggunaan giyas adalah:
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1) Hadits mengenai percakapan Nabi dengan Muaz ibn Jabal, saat ia
diutus ke Yaman untuk menjadi penguasa di sana. Nabi bertanya,
“‘dengan cara apa engkau menetapkan hukum seandainya kepadamu
diajukan sebuah perkara? “Muaz menjawab, “Saya menetapkan
hukum berdasarkan kitab Allah”. Nabi bertanya lagi, “Bila engkau
tidak menemukan hukumnya dalam kitab Allah?” Jawab Muaz,
“‘Dengan sunnah Rasul.” Nabi bertanya lagi, “ kalau dalm Sunah juga
engkau tidak menemukannya?” Muaz menjawab, “Saya akan
menggunakan ijtihad denga nalar (ra’'yu) saya.” Nabi bersabda,
“segala puji bagi Allah yang telah memberi Taufig kepada utusan
Rasul Allah dengan apa yang diridhoi Rasul Allah.” Hadits tersebut
merupakan dalil sunnah yang kuat, menurut jumhur Ulama’, tentang

kekuatan giyas sebagai dalil Syara’.
c. Atsar Shahabi

Adapun argumentasi jumhur ulama’ berdasarkan atsar sahabat dalam

penggunaan giyas, adalah :

1) Surat Umar Ibn Khattab kepada Abu Musa Al-Asy’ari sewaktu diutus
menjadi qodhi di Yaman. Umar berkata: Putuskanlah Hukum
berdasarkan kitab Allah. Bila kamu tidak menemukannya, maka
putuskan berdasarkan sunnah Rasul. Jika juga kamu peroleh di

dalam sunnah, berijtihadlah dengan menggunakan ra’yu.

Pesan Umar dilanjutkan dengan :"Ketahuilah kesamaan dan keserupaan:
Qiyas-kanlah segala urusan waktu itu. Bagian pertama atsar ini
menjelaskan suruhan menggunakan ra’yu pada waktu tidak menemukan
jawaban dalam Alquram maupun Sunnah, sedangkan bagian akhir atsar
shahabi itu secara jelas menyuruh titik perbandingan dan kesamaan di

antara dua hal dan menggunakan giyas bila menemukan kesamaan”.

4. Dasar Hukum Qiyas
Tidak diragukan lagi bahwa aliran jumhur adalah aliran yang tepat
dan paling kuat karena argumentasinya berdasarkan atas prinsip berpikir

logis disamping tetap berpegang pada Al-Aquran dan petunjuk
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Rasulullah. Dalil Al-qurannya adalah dalam Surat An-Nissa Ayat 59,

yang artinya :
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Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman. Taatilah Allah dan Rasul-
Nya dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu, maka kembalikanlah la kepada Allah (Al-Qur ‘an) dan
rasul (sunnah) jika kamu benar-bear beriman kepada Allah dan hari
kemudian.”

Ayat tersebut menjadi dasar hukum qgiyas. Karena didalamnya
terdapat ungkapan “kembali kepada Allah dan Rasulnya” tidak lain dan
tidak bukan adalah perintah supaya menyelidiki tanda-tanda bahwa apa
sesungguhnya yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dilakukan
dengan jalan mencari illat hukum yang dinamakan giyas.

Analoginya adalah seperti ini: Apabila seorang pegawai dijatuhi
hukuman karena menerima suap, lalu sang kepala berkata kepada
teman-teman sekantor “Sesungguhnya ini adalah suatu pelajaran bagi
kamu, maka ambilah sebagai pelajaran”. Maka dapat dipahami dari kata-
kata Sang Kepala tersebut kamu akan sepertinya, jika kamu melakukan
hal yang sama, kamu akan dihukum sebagaimana hukuman yang
menimpanya, dan juga sebuah hadist Rasulullah SAW yang artinya:

‘Bahwasannya Rasulullah Saw, ketika hendak mengutus Muadz
menuju negeri Yaman, berkata kepadanya : Bagaimanakah kau memberi
putusan? Muadz menjawab : “Saya akan memutuskan berdasarkan kitab
Allah. Jika saya tidak menemukannya, saya memutuskan berdasarkan
Sunnah Rasulullah Saw, kemudian jika saya tidak menemukannya, maka
saya akan berijtihad dan saya tidak akan sembrono. Lantas Rasulullah
Saw menepuk-nepuk dadanya dan berkata : “Segala puji adalah bagi
Allah yang telah memberi taufig kepada utusan Rasulullah kepada apa

yang diridhoi oleh Rasulullah Saw”.
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Dari hadist di atas Rasulullah Saw mengakui Muadz untuk
berijtihad, bila dia tidak menemukan nash yang dia gunakan untuk
memberi putusan baik Al-Quran ataupun As-Sunnah. Sedang ijtihad
adalah mencurahkan segala kemampuan untuk sampai kepada hukum.

Dan ljtihad juga meliputi giyas.?

5. Rukun Qiyas
Adapun Rukun Qiyas adalah sebagai berikut:
a. Ashl (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang
dijadikan tempat untuk menggqiyaskan.
Misalnya, pengharaman wisky dengan menggiyaskan kepada
khamar, maka yang ashl itu adalah khamar, yang telah ditetapkan
hukumnya melalui nash.
b. Far’un (cabang), yaitu peristiwa yang tidak ada nashnya, seperti
wisky dalam contoh di atas.
c. Hukum Ashl, yaitu hukum syara’, yang ditetapkan oleh suatu nash.
d. lllat, yaitu sifat yang terdapat pada ashl. Dengan adanya sifat itulah,

ashl mempunyai suatu hukum.

Contoh dalam tabel:

Ashl/Pokok | Furu'/Cabang ‘Nat Hukum Ashl
Khamar Wisky Memabukkan Haram
Gandum Padi Mengeyangkan | Wajib

6. Macam-macam Qiyas
Adapun macam-macam Qiyas antara lain adalah :
1) Qiyas Aula (giyas ini dinamai juga awlawi, giyas ghat'’i)
Yaitu suatu Qiyas yang ‘ilatnya itulah yang mewajibkan
hukum atau dengan kata lain sesuatu giyas hukum yang
diberikan kepada pokok lebih patut diberikan kepada

cabang. Contoh giyas tidak boleh memukul orang tua,

3 Abdul Wahhab Khallaf, IImu Ushul Figh, (Semarang : Dina Setia), hal. 71
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kepada tidak bolenya kita mengucapkan perkataan yang
menyakitkan hatinya, kepada orang tua. Hukum *“tidak
boleh” ini lebih patut diberikan kepaada memukul. Daripada
dihukumkan kepada mengucapkan perkataan yang
menyakitkan hatinya.
2) Qiyas Musawi

Yaitu suatu giyas yang ilatnya mewajibkan hukum.
Atau menggiyaskan sesuatu keapada sesuatu yang
bersamaan kedua-duanya yang patut menerima hukum
tersebut. Umpamanya: menjual harta anak yatim digiyaskan

kepada memakan harta anak yatim.

3) Qiyas adna atau giyas adwan

Yaitu menggiyaskan sesuatu yang kurang patut
menerima hukum yang diberikan kepada sesuatuyang
memang patut menerima hukum itu. Contoh menggiyaskan
apel pada gandum dalam hal berlakunya riba fadhal karena
keduanya mengandung filat yang sama yaitu sama-sama
jenis makanan.

4) Qiyas al-‘aksi

Tidak adanya hukum karena tidak adanya ‘ilat atau
menetapkan lawan hukum sesuatu bagi yang sepertinya
karena keduanya itu berlawanan tentang hal ‘ilat.

5) Qiyas assabri wa tagsim

Qiyas yang ditetapka ‘ilatnya sesudah dilakukan

penelitian dan peninjauan yang lebih dalam.
6) Qiyas Dalalah

Yaitu qiyas yang filatnya tidak disebut tetapi
merupakan petunjuk yang menunjukan adanya ‘ilat untuk
menetapkan sesuatu hukum dari sesuatu pristiwa.

7) Qiyas fi ma’nal ashli
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Yaitu giyas yang tidak dijelaskan washaf (sebab ‘ilat)
yang mengumpulkan antara pokok dan cabang didalam
menggiyaskan itu.

8) Qiyas al-ikhalati wal munasabati

Yaitu giyas yang jalan menetapkan ‘ilat yang dipetik
dari padanya (yang dikeluarkan dengan jalan ijtihad), ialah
munasabah, yakni kemaslahatan memelihara maksud
(tujuan).

9) Qiyas ‘ilat
Yaitu membandingkan sesuatu kepada yang lain karena
kesamaan ‘ilatantara keduanya membandingkan hukum

minuman yang memabukkan kepada khamar.

7. Penerimaan dan Penolakan Qiyas

Berhubung giyas merupakan aktivitas aKal, maka ada beberapa
ulama’ yang berselisih paham dengan ulama’ jumhur, yakni mereka tidak
mempergunakan giyas. Di kalangan ahli figh dalam hal giyas ini, terdapat
tiga kelompok sebagai berikut :

1. Kelompok Jumhur

Yang mempergunakan giyas sebagai dasar hukum pada hal-hal yang
tidak jelas nash baik dalam Alqur'an, Sunnah, Pendapat sahabat maupun
ijma’ ulama. Hal itu dilakukan dengan tidak berlebihan dan melampaui
batas. Mereka Menggunakan Dalil :

| o,

o5 el (F o JBL sl b B 0 O

Terjemahan: “Dan ia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa
kepada kejadiannya, ia berkata : “ siapakah yang dapat menghidupkan
Tulang belulang yang telah hancur Iluluh?Katakanlah : “la akan
dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama dan Dia
maha mengetahui tentang segala makhluk. (QS: Yasin 78-79).
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Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyamakan kemampuan-Nya
menghidupkan tulang belulang yang telah berserakan di kemudian hari
dengan kemampuan-Nya menciptakan tulang belulang pertama kali.

Kelompok Zahiriyah menolak argumentasi ini, mereka
mengatakan bahwa Allah tidak pernah menyatakan bahwa Ila
mengembalikan tulang belulang oleh karena ia menciptakannya pertama
kali.

2. Madzab Zhahiriyah dan Syi’ah Imamiyah

Yang sama sekali tidak mempergunakan giyas. Madzab zhabhiriyah
tidak mengakui adanya f‘illat nash dan tidak berusaha mengetahui
sasaran dan tujuan nash, termasuk menyingkap alasan-alasannya guna
menetapkan suatu kepastian hukum yang sesuai dengan ‘illat. Mereka
membuang semua itu jauh-jauh dan sebaliknya, mereka menetapkan
suatu hukum hanya dari teks nash semata. Dengan demikian mereka
mempersempit kandungan lafadz, tidak mau memperluas wawasan untuk
mengenali tujuan legislasi Islam. Mereka terpaku pada bagian “luar” dari

teks semata.Mereka menggunakan dalil :
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Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. “

Ayat ini menurut mereka melarang seseorang untuk
beramal dengan sesuatu yang tidak ada dalam al-Qur'an dan
sunah Rasul. Mempedomani giyas merupakan sikap beramal
dengan sesuatu diluar al-Qur'an dan sunnah Rasul, dan

karenanya dilarang.

2) Kelompok yang lebih memperluas pemakaian giyas
Yang berusaha berbagai hal karena persamaan ‘illat. Bahkan dalam
kodisi dan masalah tertentu, kelompok ini menerapkan giyas sebagai
pentakhsish dari keumuman dalil Alqur'an dan Sunnah.

94



B. SUMBER-SUMBER HUKUM YANG DIPERSELISIHKAN

Menurut para Ulama Ushul ada beberapa sumber hukum Islam
yang diperselisihkan antar Mujtahid, hal tersebut disebabkan oleh
perbedaan pandangan dan pendapat tentang hukum yang ditetapkan
berdasarkan metode yang tidak semua Ulama Ushul menggunakan
metode tersebut, diantara sumber hukum Islam yang diperselisinkan

tersebut adalah sebagai berikut:

1. SYAR’'U MAN QABLANA

Nabi Muhammad yang merupakan Nabi penutup dimana terdapat
Nabi-nabi sebelumnya yang juga membawa risalah Allah SWT ada
sebuah pertanyaan kecil di benak kita, terkait dengan peribadatan beliau.
Benarkah beliau mengikuti syariat Nabi sebelumnya, sebelum ia diutus?
Kalau benar, syariat Nabi siapa yang diikuti oleh beliau? Terkait dengan
pertanyaan tersebut ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan
bahwa beliau sebelum diutus mengikuti syariat Nabi sebelumnya. Namun
untuk lebih memperjelas tentang syariat yang dibawa oleh nabi-nabi
terdahulu atau yang kita kenal dengan istilah Syar'u Man Qablana dalam
Ushul Fikih.

1) Definisi Syar'u Man Qablana
Yang dimaksud dengan syar'u man gablana adalah:

Bl S dly sl dilges @AY e W B L
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Maknanya: "Segala apa yang dinukilkan kepada kita dari hukum-hukum
syara' yang telah disyari'atkan Allah SWT bagi umat-umat dahulu melalui
Nabi-Nabi-NYA yang diutus kepada umat itu seperti Nabi Ibrahim, Nabi
Musa, dan Nabi Isa AS."

Syaru man gablana (syariat umat-umat terdahulu) ialah segala

hukum-hukum yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada
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umat-umat terdahulu melalui para rasul dan nabi yang diutuskan kepada
mereka. Perlu diperhatikan bahwa tidak ada perbedaan di kalangan umat
islam bahwa syariat islam telah menasakh syariat-syariat umat terdahulu

secara global. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

W sra st 8 3 #saiitiall, sl Nt 2503k 5,
Terjemahan: “Barangsiapa mencari agama selain agama isalam, maka
sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan ia di
akhirat termasuk orang-orang yang rugi.”(Ali Imran : 85)

Sebagaimana pula tidak ada perbedaan di antara umat islam
bahwa syariat islam tidak manasakh semua hukum yang ada pada
syariat tersebut secara terperinci, sebeb syariat-syariat samawi memiliki
satu asal.

Para ulama menjelaskan bahwa syariat sebelum kita atau syar‘u
man gablana ialah hukum-hukum yang telah disyari‘atkan untuk umat
sebelum Islam yang dibawa oleh para nabi dan Rasul terdahulu dan
menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum adanya syariat
Nabi Muhammad.

Syar'u man gablana artinya syariat sebelum kita. Semua syariat
yang telah ada sebelumnya syariat Islam diadopsi dan disempurnakan
oleh Islam melalui Al-Qur'an dan As-sunnabh.

Syariat umat terdahulu itu bukanlah yang terdapat dalam
Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang ada sekarang. Kedua kitab
tersebut sudah disepakati oleh semua ulama untuk menolaknya. Kalau
demikian halnya, maka yang disebut syariat sebelum kita adalah hukum-
hukum yang berlaku untuk umat sebelum datang risalah Nabi Muhammad
sejauh yang dapat dibaca dalam AlQuran atau dinukilkan oleh Nabi
Muhamad SAW karena memang Al-Quran dan Hadis Nabi banyak
berbicara tentang syariat terdahulu.

Jadi Syar’'u man gablana adalah hukum yang telah ada sebelum
datangnya Islam. Namun sebagian telah dihapus menyesuaikan syariah
Islam, tetapi ada sebagian hukum yang masih diterapkan dalam Islam hal
inilah yang diperselisihkan oleh Ulama Ushul tentang kebolehan

mengambilnya sebagai hukum atau tidak.
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1. Kehujjahan Syar'u Man Qablana
Jika al-Qur'an dan as-Sunnah yang sahih mengisahkan suatu
hukum yang telah disyari'atkan kepada umat yang terdahulu melalui para
Rasul, kemudian nash tersebut diwajibkan kepada kita sebagaimana
diwajibkan kepada mereka, maka tidak diragukan lagi bahwa syari'at
tersebut juga ditujukan kepada kita. Dengan kata lain, wajib untuk diikuti,

seperti firman Allah dalam surah al-Bagarah ayat 183 :
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Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar
kamu bertakwa.” (QS AL-Bagarah:183).

Sebaliknya, apabila dikisahkan suatu syari'at yang telah ditetapkan
kepada orang-orang terdahulu, namun hukum tersebut telah dihapus
untuk kita, para ulama sepakat bahwa hukum tersebut tidak disyari'atkan
kepada kita, seperti syari'at Nabi Musa yang menyatakan bahwa
seseorang yang telah berbuat dosa tidak akan diampuni dosanya, kecuali
dengan membunuh dirinya. Dan jika ada najis yang menempel pada
tubuh, tidak akan suci kecuali dengan memotong anggota badan
tersebut, dan lain sebagainya.

Para ulama ushul figh sepakat bahwa syariat para nabi terdahulu
yang tidak tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, tidak
berlaku lagi bagi umat islam, karena kedatangan syariat islam telah
mengakhiri berlakunya syariat-syariat terdahulu. Demikian pula para
ulama ushul figh sepakat, bahwa syariat sebelum islam yang
dicantumkan dalam Al-Qur’an adalah shash karena pembunuhan, seperti

dalam surah al-bagarah ayat 178 sebagai berikut :
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Terjemahan:
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu gishash berkenaan
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang
merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka
barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya,
hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan
hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi
maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu
keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang
melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.
(QS al-Bagarah:178).

Bentuk-bentuk gishash lainnya yang tersebut dalam surah al-
Maidah (5) ayat 45 di atas diperselisinkan di kalangan ulama fikih.

Menurut kalangan Hanafiyah, Malikiyah, mayoritas kalangan
Syafi'iyah, dan salah satu riwayat dari Ahmad bin Hambal, hukum-hukum
seperti itu berlaku bagi umat islam. Di antara alasan mereka :

a. Pada dasarnya syariat itu adalah satu karena datang dari Allah juga.
Oleh karena itu, apa yang disyariatkan kepada para nabi terdahulu
dan disebutkan dalam Al-Qur’an berlaku kepada umat Muhammad
SAW. Hal itu ditunjukkan oleh firman Allah:
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Terjemahan: “Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan
membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-
kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab
yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah
turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan
meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tipa
umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang.
Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat
(saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya
kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada
Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa
yang telah kamu perselisihan itu”. (QS: Al-Maidah:48).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap umat itu mempunyai
syariat tersendiri. Itu berarti syariat nabi terdahulu tidak berlaku bagi umat
Nabi Muhammad SAW.

b. Ketika Mu’az bin Jabal diutus untuk menjadi hakim di Yaman,
Rasulullah bertanya kepadanya:

Dari al-Haris bin Amr, dari sekelompok orang teman-teman Mu’az,
sesungguhnya Rasulullah SAW Mengutus Mu’az “Atas dasar apa Anda
memutuskan suatu persoalan?” Dia jawab, “Dasarnya adalah setiap
orang Muslim yang hidup bergaul bersama Rasulullah dalam waktu yang
cukup lama serta menimba ilmu dari Rasulullah. Misalnya Umar bin
Khattab, ‘Abdullah bin Mas’ud, Zaid bin Sabit, ‘Abdullah bin Umar bin
Khattab, ‘Aisyah, dan ‘Ali bin Abi Talib. Mereka ini di antara para sahabat
yang banyak berfatwa tentang hukum islam.

Permasalahan yang dibahas dalam ushul figh dalam kaitan ini
adalah apakah fatwa-fatwa mereka itu harus diikuti para mujtahid setelah

Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma dalam menetapkan hukum atau tidak?
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Dalam hal ini, Abdul-Karim Zaidan membagi pendapat sahabat ke
dalam empat kategori sebagai berikut:

a. Fatwa sahabat yang bukan merupakan hasil ijtihad. Misalnya, fatwa
Ibnu Mas’ud bahwa batas minimal waktu haid tiga hari, batas minimal
maskawin sebanyak 10 dirham. Fatwa seperti ini bukan merupakan
hasil ijtihad sahabat dan besar kemungkinan hal itu mereka terima dari
Rasulullah. Oleh karena itu, fatwa semacam ini disepakati menjadi
landasan hukum bagi generasi sesudahnya.

b. Fatwa sahabat yang disepakati secara tegas di kalangan mereka
dikenal dengan ijma sahabat. Fatwa seperti ini menjadi pegangan bagi
generasi sesudahnya.

c. Fatwa saabat secara perorangan yang tidak mengikat sahabat yang
lain. Para mujtahid di kalangan sahabat memang sering berbeda
pendapat dalam satu masalah, namun dalam hal ini fatwa seorang
sahabat tidak mengikat (diikuti) sahabat yang lain.

d. Fatwa sahabat secara perorangan yang didasarkan oleh ra’yu dan
ijtihad.

Ulama berbeda pendapat tentang fatwa sahabat secara
perorangan tersebut yang merupakan hasil ijtihad, apakah mengikat
generasi sesudahnya atau tidak mengikat. Dalam hal ini terdapat
beberapa pendapat, dan menurut Wahbah az-Zuhaili, beberapa
pendapat itu dapat disimpulkan kepada dua pendapat saja, yaitu:

Pertama, menurut kalangan Hanafiyah, Imam Malik, Imam Syafi’i,
dan pendapat terkuat dari Ahmad bin Hanbal, bahwa fatwa sahabat
dapat dijadikan pegangan oleh generasi sesudahnya. Alasan mereka
antara lain:

a) Firman Allah, surah Ali Imran (3) ayat 110:
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Terjemahan:
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‘Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan unutuk manusia,
menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan
beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih
baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan
mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS: Ali-Imran:110).

Ayat tersebut menurut mereka ditujukan kepada para sahabat dan
menunjukkan bahwa apa yang mereka sampaikan adalah makruf
(kebaikan), dan oleh karena itu harus diikuti.

b) Sabda Rasulullah:

Para sahabatku bagaikan bintang-bintang, siapa pun di antara
mereka yang kalian ikuti, maka kalian akan mendapat petunjuk.

Hadis tersebut menurut penganut aliran ini menunjukkan wajib
hukumnya mengikuti fatwa sahabat. Tetapi menurut Ibnu Hazm, Hadis ini
termasuk Hadis maudhu’ yang tidak bisa dijadikan sandaran hukum.

Kedua, menurut salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal,
Mu’tazilah, dan kalangan Syi'ah, bahwa fatwa sahabat tidak mengikat
generasi sesudahnya. Di antara alasan yang mereka kemukakan adalah:

a) Firman Allah, surah al-Hasyr (59) ayat 2:

Terjemahan: “Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai
orang-orang yang mempunyai pandangan.(QS: Al-Hasyr:2).

Yang dimaksud dengan “mengambil pelajaran” dalam ayat
tersebut menurut mereka adalah melakukan ijtihad. Dengan demikian,
berarti ayat tersebut memerintahkan orang-orang yang memiliki
kemampuan untuk melakukan ijtihad. Adapun menikuti pendapat sahabat
berarti seorang mujtahid ber-taglid kepada sahabat itu yang bertentangan

dengan kehendak ayat tersebut yang menuruh mereka berijtihad.

b) Para sahabat bukan orang ma’sum (terbebas dari kesalahan), sama

dengan para mujtahid lainnya. Oleh sebab itu, fatwa mereka
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mengandung kebolehjadian keliru. Sesuatu yang boleh jadi keliru tidak
layak untuk diikuti.

Muhammad Abu Zahrah, ahli ushul figh berkebangsaan Mesir,
menganggap pendapat yang pertama, yaitu bahwa fatwa sahabat dapat
dijadikan pegangan, lebih kuat untuk dipegang. Alasannya, bahwa para
sahabat adalah generasi yang paling dekat dengan Rasulullah. Mereka
banyak menyaksikan pebentukan hukum dati Rasulullah dan banyak
mengetahui tentang latar belakang turunnya ayat, serta orang yang
paling tahu, setelah Rsulullah, tentang maksud dari ayat atau Hadis
Rasulullah. Oleh karena itu, fatwa-fatwa mereka lebih dapat dipercaya

sehingga harus dijadikan rujukan.

C. Macam-macam Syar’u Man Qablana

Syar’u man gablana dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

1. Syariat terdahulu yang terdapat dalam al-qur'an atau penjelasan Nabi
yang disyariatkan untuk umat sebelum Nabi Muhammad dan
dijelaskan pula dalam al-quran atau hadis Nabi bahwa yang
demikian telah di-nasakh dan tidak berlaku lagi bagi umat Nabi

Muhammad. seperti firman allah dalam surat al-An’am (8): 146:
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Terjemahan: “Kami haramkan atas orang-orang Yahudi setiap binatang
yang punya kuku, dan dari sapi dan kambing kami haramkan pada
mereka lemaknya”. (QS: Al-An’am:148).

Ayat ini mengisahkan apa yang diharamkan Allah untuk orang
Yahudi dahulu. kemudian dijelaskan pula dalam al-qur'an bahwa hal itu
tidak berlaku lagi untuk umat Nabi Muhammad.

2. Hukum-hukum dijelaskan dalam al-quran maupun hadis nabi
disyariatkan untuk umat sebelumnya dan dinyatakan pula berlaku untuk
umat Nabi Muhammad dan berlaku untuk selanjutnya.
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Terjamahan: “Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atasmu puasa
sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, mudah-mudahan
kalian menjadi orang yang bertakwa”.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa puasa disyariatkan untuk umat

terdahulu dan diwajibkan atas umat Nabi Muhammad.

3. Hukum-hukum yang disebutkan dalam al-quran atau hadis nabi,
dijelaskan berlaku untuk umat sebelum Nabi Muhammad, namun secara
jelas tidak dinyatakan berlaku untuk kita, juga tidak ada penjelasan

bahwa hukum tersebut telah di-nasakh.
D. Pembagian Syar’'u Man Qablana dan Contohnya

Syar’u man gablana terbagi kepada:
1. Ajaran yang telah dihapuskan oleh syariat Rasulullah SAW (di
mansyukh)

Menurut syariat Nabi Musa AS seseorang yang telah berbuat dosa
apabila ingin bertobat harus membunuh dirinya. Pakaian yang terkena
najis tidak dapat menjadi suci, kecuali dipotong bagian yang terkena najis
itu. Mengenai masalah itu, para ulama sepakat tidak mengamalkannya

karena syariat kita telah mengaturnya.

2. Ajaran yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW

Contohnya perintah menjalankan puasa dimana para ulama
berpendapat bahwa kita wajib mengamalkan karena syariat telah
mengaturnya sesuai al-quran dan sunnah diantara dalam firman Allah
SWT :
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Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu
berpuasa, sebagaiman diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu,
agar kamu bertaqwa.” (QS: al-Bagarah: 183).

3. Ajaran yang ditetapkan oleh syariat Rasulullah SAW

Ajaran ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut :

a. Ajaran yang diberitakan kepada kita, baik melalui al-quran atau
sunnah, tetapi tidak tegas diwajibkan sebagai mana diwajibkan kepada
ummat sebelum kita. Contohnya, Firman Allah SWT yang artinya, "Dan
telah kami tetapkan didalamnya (At-Taitas urat) bahwasannya jika
dibalas jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan
telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada gishasnya. Sebagaimana
firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah ayat 45:
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Terjemahan:

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat)
bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung
dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka
(pun) ada gishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak
gishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa
baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang

diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.

Mayoritas ulama hanafiyyah, Malikiyyah, dan Syafi'iyyah berpendapat
bahwa Syari‘at yang ditetapkan untuk Bani Israil juga berlaku bagi umat
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Islam karena tidak ada dalil yang menasakh (menghapus). Sebagian
ulama lainnya mengatakan bahwa Syari'at sebelum kita tidak berlaku
karena sifat Syari'at kita menghapus Syari‘at-syari'at sebelumnya.
Syari‘at bani Israil hanya untuk mereka, sedangkan Syari'at umat Islam

untuk seluruh umat manusia.

b. Ajaran yang tidak disebut-sebut (diceritakan) oleh Syari’at Rasulullah
SAW Para ulama berpendapat bahwa umat islam tidak wajib
mengamalkan Syari’at sebelum kita dan yang tidak disebut-sebut oleh
Syari’at kita.

E. Kedudukan Syar’u Man Qablana

Pada prinsipnya, syariat yang diperuntukan Allah SWT bagi umat
terdahulu mempunyai azaz yang sama dengan syariat yang dibawa Nabi
Muhammad SAW. Hal ini terlihat dalam firman Allah SWT surah Asy-
Syura ayat 13:
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Terjemahan: “Dia (Allah SWT) telah mensyariatkan kepadamu agama
yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah Kami
wahyukan kepadamu (Muhammad SAW) dan apa yang telah kami
wasiatkan kepada lbrahim, Musa, dan Isa , yaitu tegakkanlah agama
(keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-pecah belah di
dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti)
agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang
dikehendaki kepada agama tauhid dan memberikan petunjuk kepada
(agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepadaNya)." (QS: al-Syura:13).
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Diantara azaz yang baru itu adalah yang berhubungan dengan
konsepsi ketuhanan, tentang akhirat, tentang janji, dan ancaman Allah.
Sedangkan rinciannya ada yang sama dan ada juga yang berbeda sesuai
dengan kondisi dan perkembangan zaman masing-masing.

Oleh karena itu terdapat penghapusan terhadap sebagian hukum
umat-umat yang sebelum kita (umat Islam) dengan datangnya syariat
Islamiyah dan sebagian lagi hukum-hukum umat yang terdahulu tetap

berlaku, seperti gisas.

F. Sandaran Syari’at Rasulullah Sebelum dan Sesudah Bi’tsah (Di

utus menjadi Rasul)

Ada beberapa sandaran syariat Rasulullah SAW setelah beliau
diutus menjadi Rasul, yaitu:

a. Keterikatan Rasulullah sebelum diutus menjadi Rasul terhadap
syari‘at Islam, terjadi perbedaan pendapat. Para jumhur Mutakalimin
dan sebagian Ulama malikiyah mengatakan bahwa nabi sebelum
diutus menjadi Rasul tidak terikat dengan syari'at sebelum Islam,
karena jika Nabi SAW, terikat dengan syari'at sebelum Islam, maka
akan ada dalil yang menunjukannya.

Sedangkan setelah ditelusuri tidak ada dalil yang menegaskan bahwa
beliau terikat dengan syari'at sebelum islam. Sedangkan ulama
hanafiyah, hanabillah, ibnu al-hajib mengatakan bahwa Rasulullah
sebelum diangkat menjadi Rasul terikat dengan syari‘at sebelum Islam,
karena ada beberapa alasan yang menyatakannya:

1. Setiap Rasul Allah diseru untuk mengikuti syari'at Rasul-rasul
sebelumnya.

2. Banyak riwayat yang menunjukan bahwa Nabi SAW sebelum menjadi
Rasul telah melakukan perbuatan/amalna tertentu yang sumbernya
bukan dari akal semata, seperti pelaksanaan sholat, haji, dan umrah,
mengagungkan ka'bah dan tawaf disekelilingnya serta menyembelih

binatang. Hal tersebut berdasarkan firman Allah surat Al-An‘am 90:
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Terjemahan: "Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh
Allah, maka ikutilah petunjuk itu” (QS: Al-An’am:90).

b. Keterikatan Rasulullah setelah diangkat menjadi Rasul

Keterikatan Rasulullah dan umatnya terhadap syari'at sebelum
islam ketika telah diangkat menjadi Rasul. Para ulama berpendapat
bahwa untuk masalah akidah, syari'at islam tidak membatalkan.
Sedangkan syari'at sebelum Islam yang tidak terdapat dalam Al-Quran
dan sunnah tidak menjadi syari'at bagi Rasulullah SAW dan umatnya.
Kecuali yang ditegaskan dalam Al-Quran dan sunnah.

Namun untuk hukum-hukum yang tercantum dalam Al-Quran,
tetapi tidak ditegaskan berlakunya untuk umat Muhammad SAW, tetapi
diketahui secara pasti oleh hukum itu berlaku bagi umat sebelum islam
tidak ditegaskan berlakunya untuk umat Muhammad SAW, tetapi
diketahui secara pasti oleh hukum .itu berlaku bagi umat sebelum islam
dan tidak ada pembatalan dalam Al-Quran dan Sunnah, terjadi
perbedaan pendapat diantaranya:

1. Jumhur ulama yang terdiri dari ulama hanafiyah, malikiyah, dan
sebagian ulama syafiiyah menyatakan bahwa jika hukum syari'at
sebelum Islam itu disampaikan pada Nabi SAW. Melalui wahyu al-Quran
bukan melalui kitab agama mereka yang telah diubah , maka umat Islam
terikat dengan hukum tersebut, alasannya syari'at sebelum Islam
merupakan syariat yang diturunkan Allah dan tidak ada indikasi yang
menunjukan pembatalan syari‘at, seperti yang tercantum dalam Surat

An-nahl ayat 123 yang berbunyi:
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Terjemahan: “Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad)
Ikutilah agama Ibrahim yang hanif." (QS: An-Nahl:123).

Kemudian hadist Rasulullah yang artinya: Siapa yang tertidur dan
lupa untuk sholat, maka kerjakanlah sholat itu ketika ia ingat/ bangun,
kemudian Rasulullah membacakan ayat: "kerjakanlah shlat itu untuk

mengingat-Ku" (HR.Bukhori, Muslim Tirmidzi, Nasa'i dan Abu Dawud).

2. Ulama Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Syiah dan sebagian ulama Syafi'iyah
mengatakan bahwa syari‘at sebelum Islam tidak menjadi syari'at bagi
Rasulullah SAW dan umatnya, alasannya:

Pertama: ketika Rasul SAW mengutus Mu'az bin jabbar untuk menjadi
gadi di Yaman, Rasul bertanya: “bagaimana engkau menetapkan hukum,
Mu'az menjawab: "dengan kitabulloh, jika tidak ada dalam kitabulloh
dengan sunah Rasulullah SAW. Dan apabila tidak ada juga maka saya

akan berijtihad. Nabi SAW memuji sikap mu'az tersebut.

Kedua: Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya:
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Terjemahan: " Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan
membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-
kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab

yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah
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turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan
meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap
umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.
Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat
(saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya
kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada
Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa
yang telah kamu perselisihkan itu". (QS: al-Maidah:48).

Ketiga: Syari’at Islam merupakan syari'at yang berlaku untuk seluruh
umat manusia, sedangkan syari'at sebelum Islam hanya berlaku bagi
umat tertentu, seprti sabda Rasul SAW yang seluruh umat manusia,
sedangkan syari'at sebelum Islam hanya berlaku bagi umat tertentu,
seprti sabda Rasul SAW yang artinya : "Para nabi diutus khusus untuk
kaumnya dan saya diutus untuk seluruh umat manusia". (HR.Bukhori,
Muslim, dan Nasa').

Dalam hal ini Abdul hamid hakim mengutip perkataan Imam Al
Syaukani, yang menybutkan bahwa terdapat beberapa pendapat:

1) Bahwa Rasulullah SAW beribadah dengan syari'at Nabi Adam As

karena syari'at itu merupakan syari‘at yang pertama.

2) Bahwa Rasul SAW bersyariat kepada syariat Nabi Nuh As.

3) Bahwa Rasul SAW bersyari'at kepada syari'atnya Nabi Ibrahim As.

4) Ada pula yang mengatakan Rasulullah beribadah dengan syari'at

nabi Musa As.

5) Dan yang menyatakan Rasulullah bersyari'at kepada syari'at isa As

karena Nabi yang paling dekat dengan Rasul SAW.

Bahkan ada yang berpendapat, bahwa Rasulullah SAW sebelum
diutus tidak beribadah atas syariat, menurutnya karena kalaulah berada
pada satu agama tentu Nabi menjelaskannya dan tidak
menyembunyikannya. Ibnu Qusyairi berkata, bahwa semua perkataan itu
berlawanan dan tidak ada dalil yang Qoth'iy.

Imam Al-Syaukani mengembalikan kepada perkataan yang
mengatakan bahwa Rasulullah SAW beribadah dengan syari'at Nabi

Ibrahim As. Menurutnya, karena Rasulullah sering mencari syari‘at
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Ibrahim As, beramal dengan apa yang sampai kepadanya dari syariat
Ibrahim, dan juga seperti yang diketahui dari ayat al-Quran setelah beliau

diutus untuk mengikuti millah Ibrahim As.

B. ISTISHAB

Istishab merupakan sumber hukum yang diperselisihkan Ulama
Ushul, hal tersebut berdasarkan kepada kedudukan istishab yang
merupakan hasil ijtihad, sehingga berbeda pendapat Ulama terkait

kehujjahannya.

1. Definisi Istishab
Secara etimologi, Istishab berarti membawa atau menemani.

Sedangkan secara terminologi, istishab adalah:
O Lo ol oLl g caldl (SH iz

Maknanya: "Berlangsungnya hukum yang telah ada semenjak masa yang
lalu berdasarkan apa yang telah ada itu."
Istishab juga diartikan sebagai menyertakan mambawa serta dan

tidak melepaskan sesuatu. Jika seseorang mengatakan:
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Maknanya: “Aku membuat buku itu ikut serta bersamaku dalam
perjalananku.”

Maka istishab berarti “minta bersahabat” atau “membandingkan
sesuatu dan mendekatkannya.” Secara terminologi, ada beberapa
definisi istishab yang dikemukakan oleh para ahli ushul figh.

Imam al-Ghazali,mendefinisikan istishab adalah “Berpegang pada
dalil akal atau syara’, bukan didasarkan karena tidak mengetahui adanya
dalil, tetapi, setelah dilakukan pembahasan dan penelitian cermat,
diketahui tidak ada dalil yang mengubah hukum yang telah ada.”
Maksudnya, apabila dalam suatu kasus telah ada hukumnya dan tidak
diketahui ada dalil lain yang mengubah hukum tersebut, maka hukum
yang telah ada di masa lampau itu tetap berlaku sebagaimana adanya

Imam Ibnu Qayyim mendefinisikan istishab sebagai berikut:
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Maknanya: "Istishab ialah menetapkan berlakunya hukum yang telah ada,
atau meniadakan apa yang memang tiada sampai adanya dalil yang
dapat mengubah kedudukan berlakunya hukum itu.

Adapun secara terminologi ushul figh semabagai mana umumnya
istilah-istilah yang digunakan dalam disiplin ilmu ini ada beberapa definisi
yang disebutkan para ushul figh diantaranya adalah:

1. Definisi al-Asnawy (772H) yang menyatakan bahwa (istishab) adalah
penetapan (keberlakukan) hukum terhadap sesuatu perkara di masa
selanjutnya atas dasar bahwa hukum itu telah beerlaku
sebelumnya,karena tidak ada suatu hal yang mengharukan terjadinya
perubahan hukum (hukum tersebut)

2. Sementara al-Qarafy  (486H) seoarang ulama  Malikiyah
mendefinisiakan sebagai keyakianan bahwa keberadaan sesuatu di
masa lalu dan sekarang itu berkonsekwensi bawha ia tetap ada
sekarang atau di masa datang.

menetapan hukum suatu perkara baik berupa hukum atau benda dimasa

kini atau pun mendatang berdasarkan apa yang telah ditetapkan atau

berlaku sebelumnya. Seperti ketika menetapakan bahwa si A adalah
pemiliki rumah atau bomil ini entah memulai proses jual-beli atau
pewarisan,maka selama kita tidak menemukan ada dalil atau bukti yang
mengubah kepemilikan tersebut |kita tetap berkeyakinan dan
menetapakan bahwa A lah pemiliki rumah atau mobil tersebut hingga
sekarang atau nanti. Dengan kata lain istishab adalah melanjutkan
pemberlakuan hukum di masa sebelumnya hingga ke masa kini atau
nanti.

Jadi, kesimpulannya istishab adalah menetapkan sesuatu keadaan

sebelumnya, sampai ada dalil baru yang merubahnya.

2. Macam-macam Istishab
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Para ulama ushul figh mengemukakan bahwa istishab itu ada lima
macam, yang sebagiannya disepakati sebagian lainnya diperselisinkan.
Kelima macam istishab itu adalah:

a. Istishab Hukm al-lbadah al-Asliyyah

Maksudnya adalah menetapkan sesuatu hukum adalah boleh
selama belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Misalnya: seluruh pepohonan yang ada di hutan merupakan milik
bersama umat manusia dan masing-masing orang berhak untuk
menebang dan memanfaatkan pohon dan buahnya, sampai ada bukti
yang menunjukkan bahwa hutan itu telah menjadi milik seseorang. Hal ini
sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Bagarah ayat 29.
Para ulama ushul figh mengatakan bahwa istishab seperi ini dapat
dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum.

Menetapkan hukum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah
boleh, selama belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya.
Misalnya, seluruh pepohonan yang ada di hutan merupakan milik
bersama umat manusia dan masing-masing orang berhak untuk
menebang dan me- manfaatkan pohon dan buahnya, sampai ada bukti
yang menunjukkan bahwa hutan itu telah menjadi milik seseorang. Para

ahli ushul figh berpendapat demikian karena terdapat firman Allah Swit.
‘ﬁéysé&;ﬁu%fﬂ\&g

Terjamahan: “Dialah yang telah menjadikan bagi kamu seluruh yang ada
di bumi ini...” (QS: al-Baqarah: 29).
Menurut mereka, kalimat “bagi kamu” dalam ayat itu menunjukkan

kebolehan memanfaatkan apa-apa yang ada di bumi.

b. Istishab yang Menurut Akal dan Syara' Hukumnya Tetap dan
Berlangsung Terus
Misalnya: hak milik suatu benda adalah tetap dan berlangsung
terus, disebabkan adanya transaksi kepemilikan yaitu akad sampai
adanya sebab lain yang menyebabkan hak milik itu berpindah tangan

kepada orang lain.
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Contoh lain adalah hukum wudhu seseorang dianggap
berlangsung terus sampai ada penyebab yang membatalkannya.

Terhadap bentuk istishab ini, terdapat perbedaan pendapat dari
ulama ushul figh. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa istishab
seperti ini dapat dijadikan hujjah. Sedangkan Imam al-Gazali menyatakan
bahwa istishab ini hanya bisa dijadikan hujjah apabila didukung oleh nash
atau dalil, dan dalil itu menunjukkan hukum tersebut masih berlaku dan

tidak ada dalil lain yang membatalkannya.

c. Istishab terhadap dalil yang bersifat umum Sebelum
Datangnya Dalil yang Mengkhususkannya dan Istishab dengan
Nash Selama tidak Ada Dalil Nash (yang Membatalkannya)
Istishab bentuk ketiga ini, dari segi esensinya, tidak diperselisihkan

para ulama ushul figh. Akan tetapi dari segi penamaan, terdapat
perbedaan pendapat.

Misalnya: tentang diwajibkannya menafkahkan seluruh hasil usaha
manusia.

Contoh lain adalah tentang kewajiban berpuasa.

Menurut sebagian ulama, dua contoh ini bukan dinamakan
istishab, tetapi berdalil berdasarkan kaidah bahasa, yaitu kaidah yang
menyatakan bahwa"suatu dalil yang umum tetap berlaku sesuai dengan

keumumannya sampai ada dalil yang mengkhususkannya.

d. Istishab Hukum Akal sampai Datangnya Hukum Syar'i

Maksudnya adalah umat manusia tidak dikenakan hukum-hukum
syar'i sebelum datangnya syara’, seperti tidak adanya pembebanan
hukum dan akibat hukumnya terhadap umat manusia sampai datangnya
dalil syara' yang menentukan hukum.

Menurut ulama Hanafiyah, istishab dalam bentuk ini hanya bisa
menegaskan hukum yang telah ada dan tidak bisa menetapkan hukum
yang akan datang.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'yah, dan hanabilah,
istishab seperti ini juga dapat menetapkan hukum syara’, baik untuk
menegaskan hukum yang telah ada maupun hukum yang akan datang.
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e. Istishab Hukum yang Ditetapkan berdasarkan Ijma, tetap

Keberadaan ljma Diperselisihkan

Istishab seperti ini diperselisihkan para ulama tentang
kehujjahannya. Misalnya, para ulama figh menetapkan berdasarkan ijma’
bahwa apabila tidak ada air, seseorang boleh bertayammum untuk
mengerjakan shalat. Apabila dalam keadaan shalat ia melihat ada air,
apakah shalatnya harus dibatalkan untuk kemudian berwhudu atau shalat
itu ia teruskan?

Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, orang tersebut tidak boleh
membatalkan shalatnya, karena adanya yang menyatakan bahwa shalat
itu sah apabila dikerjakan sebelum melihat air. Mereka menganggap
bahwa hukum ijma' itu tetap berlaku sampai adanya dalil yang
menunjukkan bahwa ia harus membatalkan shalatnya untuk kemudian
berwudhu dan mengulang kembali shalatnya.

Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan orang
yang melakukan shalat dengan tayammum dan ketika shalat melihat air,
ia harus membatalkan shalatnya untuk kemudian berwudhu dan
mengulang shalatnya itu. Mereka tidak menerima ijma’ tersebut karena
ijma’ menurut mereka hanya terkait dengan hukum sahnya shalat bagi

orang dalam ketiadaan air, bukan dalam keadaan tersedianya air.

3. Kedudukan Istishab

Mayoritas dari pengikut Malik, Syafi'i, Ahmad dan sebagian ulama
Hanafi berpendapat bahwa istishab dapat menjadi hujah dalam
menetapkan hukum syara’, selama belum ada dalil yang merubahnya.

Para ushul figh berbeda pendapat tentang kehujjahan istishhab
ketika tidak ada dalil syara’ yang menjelaskan suatu kasus yang
dihadapi.

Pertama: Menurut mayoritas Mutakallimin (ahli kalam), istishhab
tidak bisa dijadikan dalil, karena hukum yang ditetapkan pada masa
lampau menghendaki adanya dalil. Demikian juga untuk menetapkan
hukum yang sama pada masa sekarang dan yang akan datang, harus
pula berdasarkan dalil. Alasan mereka, mendasarkan hukum pada

istishhab, merupakan penetapan hukum tanpa dalil, karena sekalipun
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suatu hukum telah ditetapkan pada masa lampau dengan suatu dalil
,namun, untuk memberlakukan hukum itu untuk masa yang akan datang
diperlukan dalil lain.

Kedua: Menurut mayoritas ulama Hanafiyah, khususnya muta’akhirun
(generasi belakangan) istishhab bisa menjadi hujjah untuk menetapkan
hukum yang telah ada sebelumnya dan menganggap hukum itu tetap
berlaku pada masa yang akan datang, tetapi tidak bisa menetapkan
hukum yang akan ada.Alasan mereka, seorang mujtahid dalam meneliti
hukum suatu masalah yang sudah ada, mempunyai gambaran bahwa
hukumnya sudah ada atau sudah dibatalkan. Akan tetapi, ia tidak
mengetahui atau tidak menemukan dalil yang menyatakan bahwa hukum
itu telah dibatalkan.

Ketiga: Ulama Malikiyyah, Syafiiyah, Hanabilah, Zhahiriyah dan
Syi'ah* berpendapat bahwa istishhab bisa menjadi hujjah secara mutlak
untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada dalil yang
mengubahnya.Alasan mereka adalah, sesuatu yang telah ditetapkan
pada masa lalu, selama tidak ada dalil yang mengubahnya, baik secara
gath’i (pasti) maupun zhanni (relatif), maka semestinya hukum yang
telah ditetapkan itu berlaku terus, karena diduga keras belum ada

perubahannya.

1) Kaidah Kaidah Istishab
Para ulama figh menetapkan beberapa kaidah umum yang

didasarkan kepada istishhab, di antaranya adalah:
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Maksudny:”"Pada dasarnya seluruh hukum yang sudah ada dianggap
berlaku terus sampai ditemukan dalil yang menunjukkan hukum itu tidak
berlaku lagi.” Contohnya adalah kasus orang hilang (mafqud) di atas.

LY e G kY2
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Maksudnya: “Pada dasarnya dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi
manusia hukumnya adalah boleh dimanfaatkan.” Melalui kaidah ini, maka
seluruh akad/transaksi dianggap sah, selama tidak ada dalil yang
menunjukan hukumnya batal; sebagaimana juga pada sesuatu yang tidak
ada dalil syara' yang melarangnya, maka hukumnya adalah boleh.

cladb Jiy Y sl 3

Maksudnya: “Suatu keyakinan tidak bisa dibatalkan oleh sesuatu yang
diragukan.” Melalui kaidah ini, maka seseorang yang telah berwudhu’,
apabila merasa ragu akan wudhu’nya itu apakah telah batal atau belum,
maka ia berpegang pada keyakinannya bahwa ia telah berwudhu' dan

wudhu' itu tetap sah.

4. Al ashl fi al-dzimmah al bara’ah min al-takalif wa al-huqugq.

Maksudnya, pada dasarnya seseorang tidak dibebani tanggung jawab
sebelum adanya dalil yang menetapkan tanggungjawab seseorang. Oleh
sebab itu, seorang tergugat dalam kasus apa pun tidak bisa dinyatakan
bersalah sebelum adanya pembuktian yang kuat dan meyakinkan bahwa

ia bersalah.

C. ISTIHSAN

Istihsan adalah sumber hukum yang banyak dipakai dalam
terminologi dan istinbath hukum oleh dua imam mazhab yaitu Imam Abu
Hanifah dan Imam Malik. Para ulama figh berbeda dalam mendefinisikan
istilah istihsan itu. Tetapi definisi yang diberikan oleh Imam Abu al-Hasan
al-Kharki, menurut Abu Zahrah, adalah yang paling representatif dalam
menjelaskan hakikat istihsan dalam pandangan Mazhab Hanafi. Definisi
tersebut, kata Abu Zahrah, tidak saja mencangkup semua macam definisi
istihsan tetapi juga dapat menyentuh pada azas dan inti pengertian
istihsan itu sendiri. Al-Kharki mendefinisikannya dengan penetapan
hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang

dari ketentuan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang
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serupa. Karena alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya

penyimpangan itu.

1. Definisi
Secara etimologi, istihsan mengandung arti mencari kebaikan atau
menganggap sesuatu lebih baik.

Sedangkan secara terminologi, istihsan adalah:
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Maknanya: "Berpaling pada sesuatu masalah dari sesuatu hukum yang
sama menuju hukum lain karena ada alasan yang lebih kuat."

Istihsan berasal dari bahasa arab yang musytaq dari lafadh hasana
yang berarti baik atau indah, kemudian dalam otak-atik ilmu shorof
meranah pada wazan istaf’ala: istihana — yastahinu — istihanan (masdar)
yang berfaidah tholabiyah, jadi istihsanan dapat di artikan mencari
kebaikan, menganggap baik sesuatu. Sedang menurut ulama’ ushul,
istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari tuntutan giyas jail
(nyata) kepada qgiyas khafi (samar) atau dari hukum kulli (umum) kepda
hukum pengecualian karena ada dalil dan dimenangkan olehnya
perpindahan ini (hukum juz’).

Dari pengertian secara etimologi tersebut, maka tergambar adanya
seseorang yang telah menghadapi dua hal yang keduanya baik, akan
tetapi ada hal yang mendorongnya untuk meninggalkan satu diantaranya
dan menetapkan untuk diambil yang satunya karena dianggap lebih baik
untuk diamalkan.

Menurut Imam al-Sarakhsi (w. 483 H/1090 M), istihsan adalah:
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Maknanya: "Istihsan itu berarti meninggalkan giyas dan mengamalkan

yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang menghendakinya serta

lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.”
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Adapun pengertian menurut istilah, ada beberapa definisi yang
dirumuskan oleh beberapa para ahli ushul:

1. lbnu subki mengajukan dua rumusan definisi, yaitu:

Definisi yang pertama tidak terjadi perdebatan karena yang terkuat
diantara dua giyas harus didahulukan. Sedangkan definisi kedua pihak
yang menolaknya. Alasannya, apabila dapat dipastikan bahwa adat
istiadat itu baik karena berlaku seperti pada nabi atau sesudahnya, dan
tanpa ada penolakan dari nabi atau dari yang lainnya, tentu ada dalil
pendukungnya, baik dalam bentuk nash maupun ijma’. Dalam bentuk
seperti ini adat harus diamalkan secara pasti. Namun, bila tidak terbukti

kebenarannya, maka cara tersebut tertolak secara pasti.

2. lIstilah istihsan dikalangan Ulama Hanafiyah sebagaimana yang
dikutip oleh al-sarkhasi.

Dalil yang menyalahi giyas yang zahir yang didahului prasangka
sebelum diadakan pendalaman terhadap dalil itu namun setelah
diadakan penelitian yang mendalam terhadap dalil itu dalam hukum yang
berlaku dan dasar-dasar yang sama dengan itu ternyata bahwa dalil yang
menyalahi giyas itu lebih kuat dan oleh karenanya wajib diamalkan.

3. Istihsan menurut ulama malikiyah diantaranya sebagaimana yang
dikemukakan oleh al-Syatibi.

Istihsan dalam mazhab malik adalah menggunakan kemaslahatan
yang bersifat juz’i sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli. Dari definisi
ini mengandung arti bahwa seorang mujtahid semestinya menetapkan
hukum dengan berpedoman kepada dalil yang ada yang bersifat umum.
Namun, karena dalam keadaan tertentu mujtahid melihat karena adanya
kemaslahatan yang bersifat khusus, maka dalam menetapkan hukum
tidak berpedoman kepada dalil umum yang ada, tetapi menggunakan

kemaslahatan atau kepentingan yang bersifat khusus.

2. Dasar-dasar Istihsan
Dasar-dasar istihsan terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis, antara
lain:

a. Dasarnya dalam al-Qur'an
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Terjemahan: “Yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang
paling baik di antaranya. mereka ltulah orang-orang yang telah diberi
Allah petunjuk dan mereka ltulah orang-orang yang mempunyai akal.”
(QS:Az-Zumar : 18).
Allah SWT juga menjelaskan istihsan dalam firmannya:
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Terjemahan: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang
sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak
menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah)
agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian
orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini,
supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua
menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang,
tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah
Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik
penolon”. (QS. Al-Hajj: 78)

Dari ayat di atas dapat difahami bahwa Allah SWT telah
menjalaskan tentang istihsan dengan dalil bahwa Allah tidak menjadikan
agama Islam sempit, dan orang yang mengikuti dan mendengar hal yang
lebih baik dari petunjuk Allah adalah orang yang berfikir.

b. Dasarnya dalam Hadis
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Artinya: "Anas RA, berkata, "Rasulullah SAW bersabda, Sebaik-baik
agamamu adalah yang lebih mudah ajarannya, dan sebaik-baik ibadah
adalah yang dipahami syarat-syarat dan rukunnya." (HR. lbnu Abdil
Barri).

3. Macam-macam Istihsan

Abdul Karim Zaidan dalam bukunya al-wajiz fi ushul figih, membagi
istihsan kepada dua segi. Pertama, istihsan dipandang dari segi
pemindahan hukumnya. Yang kedua, istihsan dipandang dari sandaran
dalilnya. Adapun istihsan dari segi pemindahan hukumnya, terbagi

kepada dua macam yaitu sebagai berikut:

a. Memindahkan hukum dari giyas jali kepada giyas khafi

Contoh : Menurut giyas jali, hak pengairan dan lalu lintas yang ada
dalam tanah pertanian yang diwakafkan, tidak termasuk diwakafkan jika
tidak disebutkan dengan tegas. Sedangkan berdasarkan giyas khafi,
disamakan dengan sewa menyewa sehingga termasuk diwakafkan.
Kalau tidak termasuk diwakafkan berarti tanah pertanian yang
diwakafkan tersebut tidak dapat dimanfaatkan.

"Contohnya, dalam hukum syara’ seseorang tidak boleh
melakukan transaksi jual beli dengan barang yang belum ada ketika
dilangsungkannya akad jual beli. Aturan ini berlaku untuk seluruh jenis
transaksi jual beli. Karena jual beli tanpa adanya barang ketika akad
berlangsung maka akad tersebut menjadi rusak. Inilah yang disebut
dengan hukum kulli.

Kemudian, syari'at memberikan keringanan dan pengecualian
kepada pembeli barang dengan uang tunai tapi barangnya dikirim
kemudian dengan waktu dan jenis barang yang telah ditentukan (jual-beli
salam). Jual beli ini dilakukan karena telah menjadi kebiasaan di

masyarakat, juga jual beli ini untuk mempermudah bagi para penjual
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yang tidak memiliki modal. Pengecualian atau keringanan ini dinamakan
dengan pemindahan hukum kulli kepada hukum jaz’i. Mengenai jual beli
salam ini Rasulullah Saw, bersabda yang berarti: “barang siapa yanag
meminjamkan sesuatu, hendaknya ia meminjamkan dengan takaran
yang jelas, timbangan yang jelas dan dalam tempo yang jelas.” (HR.
Bukhari).

b. Memindahkan hukum dari ketentuan nash yang umum menuju hukum
yang khusus
Contoh : Pengecualian potong tangan bagi pencuri (seperti yang tertulis
dalam QS. Al-Maidah: 38), karena dalam keadaan lapar.

1. Contoh, menurut mazhab hanaf, sisa minum burung buas seperti
burung elang dan gagak adalah suci dan halal diminum.
Penghalalan ini ditetapkan berdasarkan istihsan. Menurut giyas jali,
meminum sisa minuman binatang buas seperti anjing dan burung
buas adalah haram, karena binatang tersebut langsung minum
dengan lisannya yang digiyaskan kepada dagingnya. Menurut
istihsan, berbeda antara mulut binatang buas dengan burung buas
tadi. Kalau binatang buas langsung minum dengan mulutnya,
sedangkan burung buas melalui paruhnya yang bukan merupakan
najis. Karena itu mulut burung buas tadi tidak bertemu dengan
dagingnya yang haram dimakan. Dari perbedaan antara binatang
buas dan burung buas, maka ditetapkanlah perpindahan giyas jali

kepada giyas khafi.

Sedangkan istihsan dipandang dari segi sandaran dalilnya,

dibagi menjadi beberapa macam vyaitu:

1. Istihsan yang disandarkan kepada teks Al-Quran atau
hadits yang lebih kuat. Seperti jual beli salam yang telah
penulis bahas.

2. lIstihsan yang disandarkan kepada ijma’. Contoh, bolehnya
mengambil upah dari orang yang masuk WC. Menurut
kaidah umum, tidak boleh seseorang mengambil upah
tersebut, karena tidak bisa diketahui dan dipastikan berapa
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5.

lama si pengguna berada di dalam WC, juga tidak bisa
diketahui seberapa banyak ia menggunakan air di dalam
WC. Tetapi, berdasarkan istihsan, diperbolehkan si petugas
mengambil upah dari pengguna WC tersebut, karena sudah
membantu menghilangkan kesulitan orang, juga sudah
menjadi kebiasaaan dan tidak ada penolakan dari
seorangpun sehingga menjadi ijma’.

Istihsan yang disandarkan kepada adat kebiasaan (‘urf).
Seperti pendapat sebagian ulama yang memperbolehkan
wakaf dengan barang-barang yang bergerak, seperti
mewakafkan buku, mobil dan barang-barang lainnya.
Menurut kaidah umum, wakaf itu harus pada barang-barang
yang tidak bergerak, seperti tanah, atau bangunan.
Kemudian ulama membolehkan wakaf dengan barang-
barang yang bergerak tadi karena sudah menjadi adat (‘urf)
di lingkungan tersebut.

Istihsan yang disandarkan kepada urusan yang sangat
darurat. Seperti, membersihkan sumur yang terkena najis,
hanya dengan mengambil sebagian air dari sumur itu.
Menurut giyas, air sumur tersebut tidak bisa dibersihkan
lagi, karena alat untuk membersihkan air itu sudah terkena
najis, dan tidak mungkin dibersihkan. Tetapi menurut
istihsan, air itu bersih lagi hanya dengan mengeluarkan
sebagian airnya saja. Karena mengeluarkan sebagian air itu
tidak mempengaruhi kesucian sisanya. Inilah yang
dinamakan dengan darurat, yang bertujuan untuk
memudahkan urusan manusia. Selain itu juga dalam ayat
Al-Qur'an sudah disebutkan bahwa agama itu bukan untuk
menyusahkan manusia. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-
Hajj 22:78, yang berbunyi: “dia sekali-kali tidak menjadikan
untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”

Istihsan yang disandarkan kepada kemaslahatan.

122



6. Istihsan yang disandarkan kepada qiyas khafi. Seperti
bolehnya minum air sisa minum burung buas seperti elang

dan gagak.

4. Kehujjahan Istihsan
Golongan Hanafiyah sangat menggangungkan istihsan.
Hambali dan Maliki juga memakainya tetapi masih membatasinya,
sebab bukanlah sumber yang berdiri sendiri. Sedangkan Imam
Syafi'i menentang istihsan karena akan membuka pintu untuk

menetapkan hukum sesuai kehendaknya. Beliau berkata:
G B petal e

Maknanya: "Barang siapa yang mempergunakan istihsan berarti
dia telah membuat syari‘at yang baru."
Pendapat beberapa tokoh uhsul tentang pengertian istihsan,
diantaranya:
1. Imam al-Bazdawi (400-482 H/1010-1079 M), seorang
hanafiyyah.

Istihsan adalah berpaling dari kehendak giyas kepada yang
lebih kuat atau pengkhususan giyas berdasarkan dalil yang
lebih kuat serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat
manusia.

2. Imam malik (hasil nukilan dari imam syatibi, w. 790 H),
malikiyyah

Istihsan adalah memperlakukan kemaslahatan juz’i ketika
berhadapan dengan kaidah umum.

3. Imam ibn qudamah (541-620 H/1147-1223 H), ahli ushul
hanabillah

Istihsan adalah berpaling dari hukum dalam suatu masalah
disebabkan adanya dalil khusus yang menyebabkana
pemalingan ini, baik dari ayat al-Quran maupun dari sunnah
rasul.

Sedang dari pihak syafi'iyah, tidak ditemukan definisi dari

istihsan karena sejak semula mereka tidak menerima istihsan
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sebagai satu dalil dalam menetapkan hukum syara’. “barang
siapa menggunakan istihsan, sesungguhnya ia telah membuat-
buatnya syara™. akan tetapi secara subtansial syafi’iyah
menerima penghujaha istinsan asalkan tidak menyentuh ranah
istihsan dengan dalih meninggalkan qiyas karena adat
kebiasaan (urf). Sebagaimana diketahui bahwasanya istihsan
ada empat bentuk yakni: meninggalkan qiyas jalli guna
mengambil giyas khofi, meninggalkan giyas karena mengikuti
pendapat sahabat, meninggalkan qgiyas karena ada hadist yang
lebih tepat dan meninggalkan qgiyas karena urf.

Bentuk keempat itulah yang diharamkan oleh syafiiyah.
Seandainya istihsan itu diperbincangkan dengan baik
kemudian ditetapkan pengertian yang disepakati, tentulah
perbedaan itu dapat di kurangi®.

4. lbnu subki mengajukan dua rumusan definisi, yaitu:

Pertama, tidak terjadi perdebatan karena yang terkuat
diantara dua giyas harus didahulukan. Sedangkan definisi
kedua ada pihak yang menolaknya. Alasannya apabila dapat
dipastikan bahwa adat istiadat itu baik karena berlaku seperti
pada masa nabi atau sesudahnya, dan tanpa ada penolakan
dari nabi atau dari yang lainnya, tentu ada dalil pendukungnya,
baik dalam bentuk nash maupun ijma’. Dalam bentuk seperti ini
adat harus diamalkan secara pasti. Namun bila tidak terbukti
kebenarannya, maka cara tersebut tertolak secara pasti.

5. lstilah istihsan dikalangan ulama hanafiyah

Diadakan pendalaman terhadap dalil itu setelah diadakan
penelitian yang mendalam terhadap dalil itu dalam hukum yang
berlaku dan dasar-dasar yang sama dengan itu ternyata bahwa
dalil yang menyalahi giyas itu lebih kuat dan oleh karenanya
wajib diamalkan.

6. Istihsan menurut ulama malikiyah diantaranya sebagaimana

yang dikemukakan oleh al-Syatibi.

® Muin Umar Dkk, Ushul Figih I, Depag Ri, Jakarta, 1985, Hal 144
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Dari definisi diatas mengandung arti bahwa seorang
mujtahid semestinya menetapkan hukum dengan berpedoman
kepada dalil yang ada yang bersifat umum. Namun karena
dalam keadaan tertentu mujtahid melihat karena adanya
kemaslahatan yang bersifat khusus, maka dalam menetapkan
hukum tidak berpedoman kepada dalil umum yang ada, tetapi
menggunakan kemaslahatan atau kepentingan yang bersifat

khusus.

4. Kehujjahan Istihsan

Para ulama yang menggunakan istihsan, adalah Imam Abu
Hanifah, Imam Malik, dan sebagian pengikut Imam Ahmad bin Hanbal.
Alasan-alasan mereka adalah, penelitian terhadap beberapa peristiwa
hukum dan ketentuan hukumnya membuktikan bahwa terus menerusnya
berlaku ketetapan giyas, berkelanjutannya ketetapan umum dan
menyeluruhnya ketetapan kulli, kadang-kadang membawa hilangnya
maslahat dan akan membawa mafsadat. Oleh karenanya merupakan
suatu rahmat Allah, karena telah dibuka peluang bagi mujtahid untuk
memindahkan peristiwva hukum dari ketentuan giyas kepada ketentuan
hukum lain yang dapat mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat.

Istihsan sebenarnya semacam giyas yaitu memenangkan qiyas
khafi atas jali atau mengubah hukum yang telah di tetapkan pada suatu
peristiwa atau kejadian yang telah di tetapkan berdasar ketentuan karena
ada suatu kepentingan yang membolehkannya. Alasan kehujjahannya:

1. Surah al-Bagarah 185:

2

el & g ¥y o & ATy

Terjemahan: “..Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan
tidak menghendaki kesukaran bagi kamu...”
2. Surah az-Zumar ayat 55:

2 2

5 o oS

Terjemahan: “Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan

v &.&.; f z:ffi:- i 9RO \j

e

I

”

kepadamu dan Tuhanmu.....
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3. Hadits riwayat Abdullah bin Mas’ud:
“sesuatu yang dipandang baik oleh umat islam, maka ia
juga baik di hadapan Allah”.

D. MASLAHAH MURSALAH
1. Definisi

Secara etimologi, maslahatul mursalah adalah prinsip
kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu
hukum Islam. Disamping itu, juga bisa berarti suatu perbuatan yang
mengandung nilai baik (bermanfaat).

Maslahah mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu

maslahah dan mursalah.

Kata maslahah berasal dari kata kerja bahasa arab slu — sk
menjadi > atau il=: yang berarti sesuatu yang mendatangkan
kebaikan. Sedangkan kata mursalah berasal dari kata kerja yang
ditasrifkan sehingga menjadi isim maful, yaitu: .2 — YLy — s — 4o
menjadi s+ yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan).

Perpaduan dua kata menjadi maslahah mursalah yang berarti prinsip
kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum
Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik

(bermanfaat).

Sedangkan secara terminologi, maslahatul mursalah adalah:

Bpas w5 o) Aaine Cdr b A3Vl Lalael 0 OF melalael

Maknanya: "Tiap-tiap maslahah yang tidak dikaitkan dengan nash pada
hukum syara' yang menjadikan kita menghormatinya atau menolaknya.
Sedangkan jika dihargai bakal mendatangkan manfaat atau menolak
mudharat."

Imam al-Gazali menta'rifkan sebagai berikut:
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Maknanya: "Maslahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak
mudarat."

Menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi, maslahah ialah:

=

S 2wl Ca,u @\fws spaks e PP

Makanya: “Memelihara tujuan syara’ dengan jalan menolak segala
sesuatu yang merusakkan makhluk.”

Menurut Imam Ar-Razi maslahah adalah sebagai berikut:
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Maknanya: “Maslahah adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah
diperintahkan oleh musyarri’ (Allah) kepada hambaNya tentang

pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya, dan harta
bendanya.”

Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali:

®
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Maknanya:“Maslahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak
madarat.”

Maslahah Mursalah itu yang mutlak, karena ia tidak terikat oleh
dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Misalnya
kemaslahatan yang karenanya para sahabat mensyariatkan pengadaan

penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian di tangan

127



pemiliknya dan memungut pajak terhadap tanah itu, atau lainnya yang
termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh berbagai kebutuhan atau
berbagai kebaikan namun belum disyariatkan hukumnya dan tidak ada
bukti syara’® yang menunjukkan terhadap pengakuan atau
pembatalannya.

2. Landasan Hukum Maslahah Mursalah
Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya
teori maslahah mursalah, diantaranya yaitu:
1. Al-Qur’an
Diantara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya maslahah
mursalah adalah firman Allah SWT dalam QS. Al Anbiya: 107.

Terjemahan: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk
menjadi rahmat bagi seluruh alam”.

Maksudnya, Allah telah menciptakan nabi Muhammad SAW
sebagai rahmat bagi seluruh alam, artinya Dia mengirimnya sebagai
rahmat untuk semua orang. Barangsiapa menerima rahmat ini dan
berterimakasih atas berkah ini, dia akan bahagia di dunia dan di akhirat.
Namun, barangsiapa yang menolaknya maka dunia dan akhirat akan
lepas darinya.

Ada pula dalam QS. Yunus: 57.

infaJ\ @ Whliss v-<i) Ge  ibeys (..<J;\> 36 :,»@J\ i

coLestr B2l 23,
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Terjemahan: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu
pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang
berada) dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang
beriman’.

Maksudnya, Allah berfirman, memberikan karunia kepada
makhluk-Nya yaitu berupa al-Quran yang Agung, yang Allah turunkan

kepada Rasul-Nya yang mulia. Dari kesamaran-kesamaran dan keraguan
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yaitu menghilangkan kekejian dan kotoran yang ada di dalamnya.
Hidayah dan rahmat Allah dapat dihasilkan dengan adanya al-Qur’an.
Dan itu (rahmat) hanyalah untuk orang-orang yang beriman kepadaNya,

membenarkan dan meyakini apa yang ada didalamnya.

2. Hadits
Hadits yang dikemukakan sebagai landasan syar’i atas kehujahan

maslahah mursalah adalah sabda nabi Muhammad SAW:

50 w °,§° N o . o o ° . o 0

- - -
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VARG Jug;lajgjééfu\j;o&\&p;f:

B
Artinya: Dari Abl Sa’id Sa’d bin Malik bin Sinan al-Khudri Radhyallahu
anhu, Ras(lullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Tidak boleh

berbuat madhorot dan pula saling memadhorotkan”. (H.R. lbnu Majah

dan Daruquthni dan lainnya. Hadits ini berkualitas hasan)

3. Perbuatan Para Sahabat dan Ulama Salaf

Para sahabat seperti Abu Bakar as Shidig, Utsman Bin Affan dan
para imam madzhab telah mensyariatkan aneka ragam hukum
berdasarkan prinsip maslahah. Contoh dari Abu Bakar yaitu para sahabat
memilih dan mengangkat beliau sebagai pengganti setelah Nabi
Muhammad wafat. Seorang khalifah dubutuhkan pada saat itu, dan ini
merupakan suatu maslahat yang sangat besar. Namun hal ini tidak di
temukan dalil khusus dari teks syariat yang membenarkan atau
melarangnya.

Sedangkan contoh dari Utsman bin Affan yaitu mengumpulkan al-
Qur’an ke dalam beberapa mushaf. Padahal hal ini tidak pernah dilakukan
pada masa Rasulullah SAW. Alasan mereka mengumpulkan ini tidak lain
kecuali semata-mata maslahat, yaitu menjaga al-Qur'an dari kepunahan
atau kemutawatirnya karena meninggalnya sejumlah besar hafidz dari

generasi sahabat. Kehujjahan maslahah mursalah juga didukung dalil-
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dalil agliyah (alasan rasional) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul
Wahab Khallaf dalam kitabnya Iimu Ushul Figh beliau menulis:

Menurut ulama Hanafiyyah, untuk menjadikan maslahah mursalah
sebagai dalil, disyaratkan maslahah tersebut berpengaruh pada hukum.
Menurut para ulama Malikiyyah dan Hanabilah menerima maslahah
mursalaha sebagai dalil dalam menetapkan hukum, dengan syarat
sejalan dengan kehendak syara’ dan jenisnya didukung nash secara
umum, dan kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak bukan
pribadi atau kelompok kecil tertentu.

4. Syarat-Syarat Maslahatul Mursalah
Adapun syarat-syarat maslahah mursalah adalah sebagai berikut:
a. Maslahah itu harus hakiki, bukan dugaan.
b. Maslahah harus bersifat umum dan menyeluruh
c. Tidak bertentangan dengan nash atau ijma’.
Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat :
1. Maslahah tersebut harus maslahah yang hakiki, bukan sekedar
maslahah yang diduga atau di asumsikan.

Yang dimaksudkan dengan persyaratan ini ialah untuk
membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus
mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Adapun
sekedar dugaan bahwa pembentukan suatu hukum menarik
suatu manfaat tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya
yang datang, maka ini adalah berdasarkan atas kemaslahatan
yang bersifat dugaan. Misalnya larangan bagi suami untuk
menalak isterinya dan memberikan hak talak tersebut kepada
hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya
pembentukan hukum semacam ini menurut kami tidak
mengandung terhadap maslahah. Bahkan hal itu dapat
mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat,
hubungan suami dengan isterinya ditegakkan di atas suatu
dasar paksaan undang-undang, tetapi bukan atas dasar

keikhlasan.
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2.

3.

Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan
kemaslahatan pribadi atau kemaslahaan khusus.

Maksudnya ialah untuk membuktikan bahwa
pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan
manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya
dari mereka., bukan untuk kemaslahatan individu dan sejumlah
perorangan yang merupakan minoritas dari mereka.

Oleh karena itu fatwa Imam Yahya bin Yahya al-Laitsi
al-Maliki, seorang figh Andalusia dan murid Imam Malik bin
Anas adalah salah. Beliau memberikan fatwa kepada raja
Andalusia yang berbuka puasa dengan sengaja pada siang
hari bulan Ramadhan bahwa tidak ada kafarat baginya kecuali
puasa dua bulan berturut-turut. Beliau mendasarkan fatwanya
bahwa kafarat adalah mencegah orang yang berbuat dosa dan
menahannya sehingga ia tidak kembali kepada perbuatan dosa
serupa., dan tidak ada yang dapat menahan sang raja ini dari
hal itu kecuali puasa dua bulan. Adapun memerdekakan
budak, maka hal ini terlalu mudah baginya. Fatwa ini
didasarkan pada kemaslahatan, tetapi hanya khusus kepada
raja, bukan bersifat umum. Karena sudah jelas bahwa kafarat
bagi orang yang berbuka puasa pada siang hari bulan
ramadhan dengan sengaja adalah memerdekakan seorang
budak, kemudian barangsiapa yang tidak mendapatkannya
maka ia berpuasa selama dua bulan berturut-turut, selanjutnya
jika tidak sanggup maka ia memberikan makanan kepada
enam puluh orang miskin, tanpa membedakan antara seorang
raja atau fakir miskin yang berbuka puasa pada siang hari
bulan ramadhan dengan sengaja. Jadi kemaslahatan ini
dibatalkan.

Kemaslahatan tersebut sesuai dengan maqashid al syari’ah
dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’.
Oleh karena itu tidak sah mengakui kemaslahatan yang

menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal
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pembagian warisan, karena hal itu bertentangan dengan nash

alqur'an.

5. Kedudukan Maslahatul Mursalah

Maslahatul Mursalah menjadi pedoman penting terutama

oleh mazhab Maliki, dan juga dipakai oleh Mazhab Syafi'i, Hanafi

dan Hambali. Sedangkan Kaum Zhahiri dan Syi'ah tidak

mempergunakannya.

Dari segi pandangan syara’ maslahah di bagi menjadi 3,yaitu :
1) Maslahah Mu’tabarah

2)

yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syari’ dan
dijadikan dasar dalam penetapan hukum.

Misalnya kewajiban puasa pada bulan ramadhan.
Mengandung kemaslahatan bagi manusia, vyaitu untuk
mendidik manusia agar sehat secara jasmani maupun rohani.
Kemaslahatan ini melekat langsung pada kewajiban puasa
ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Demikian
juga kemaslahatan yang melekat pada kewajiban zakat, yaitu
untuk mendidik jiwa muzakki agar tebebas dari sifat kikir dan
kecintaan yang berlebihan pada harta, dan untuk menjamin
kehidupan orang miskin. Kemaslahatan ini tidak dapat
dibatalkan, sebab jika dibatalkan akan menyebabkan
hilangnya urgensi dan relevansi dari pensyariatan zakat.

Maslahah Mulghoh

yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syari’ dan syari’
menetapkan kemaslahatan lain selain itu.

Misalnya adalah kemaslahatan perempuan menjadi
imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan
yang di tetapkan oleh syari yaitu pelarangan perempuan
menjadi imam bagi laki-laki. Demikian juga kemaslahatan yang
diperoleh oleh seorang pencuri, ditolak oleh syar’i dengan

mengharamkan pencurian, demi melindungi kemaslahatan
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yang lebih besar, yaitu kemaslahatan rasa aman bagi
masyarakat.
3) Maslahah Mursalah

yaitu kamaslahatan yang belum tertulis dalam nash dan
ijma’, serta tidak ditemukan nash atau ijma’ yang melarang
atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini
dilepaskan oleh syari’ dan diserahkan kepada manusia untuk
mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu
diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan
bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan
dosa.

Misalnya, pencatatan perkawinan, penjatuhan talak di
pengadilan, kewajiban memiliki SIM bagi pengendara
kendaraan bermotor, dan lain-lain.

Sedangkan ulama’ ushul membagi maslahah kepada tiga bagian,
yaitu:
1. Maslahah Dharuriyah

Maslahah Dharuriyah yaitu segala hal yang menjadi
sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi
kemaslahatan mereka. Bila sendi itu tidak ada atau tidak
terpelihara secara baik kehidupan manusia akan kacau,
kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di
akhirat.

Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima
perkara yang merupakan perkara pokok yang harus dilindungi,
yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

a. Melindungi kemaslahatan agama.
islam merupakan agama Allah karena itu perlu
dipelihara dari hal-hal yang merusak, baik dari segi
ibadahnya atau akidahnya serta lain-lain yang membawa

kerusakannya.®

® Yusran Asmuni, Dirasah Islamiyah 11; Pengantar studi sejarah kebudayaan Islam dan
pemikiran, (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 1996), him. 41
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Yang dimaksud melindungi agama di sini adalah
Allah memerintahkan kaum muslim agar menegakkan syiar-
syiar Islam, seperti shalat, puasa, zakat, haji, memerangi
(jirad) orang yang menghambat dakwah Islam dan lain
sebagainya.
. Melindungi jiwa

Diantara syari’'at yang diwajibkan untuk melindungi
jwa adalah kewajiban untuk berusaha memperoleh
makanan, minuman dan pakaian untuk mempertahankan
hidupnya. Dalam melindungi jiwa ini juga diperlukan hukum
yang mengikat, misalnya hukum qgisash atau mendiyat
orang yang berbuat pidana agar manusia tidak sewenang-
wenang membunuh manusia.
. Melindungi akal

Manusia merupakan sebaik-baik bentuk makhluk
Allah yang diberikan akal. Oleh karena itu harus dijaga.
Diantara syari’at yang diwajibkan untuk melindungi akal
adalah kewajiban untuk meninggalkan minum khamr dan
segala sesuatu yang memabukkan. Begitu juga menyiksa
orang yang meminumnya. Kaum muslimin disyariatkan agar
selalu menggunakan akalnya untuk memikirkan diri dan
ciptaan Tuhannya, menuntut ilmu yang bermanfaat dan lain
sebagainya.
. Melindungi keturunan

Dalam memelihara keturunan Islam, diantara syari’at
yang diwajibkan untuk memelihara keturunan adalah
kewajiban untuk menghindarkan diri dari berbuat zina.
begitu juga hukuman yang dikenakan kepada pelaku zina,
laki-laki atau perempuan.
. Melindungi harta

Diantara syari’at yang diwajibkan untuk memelihara
harta adalah kewajiban untuk menjauhi pencurian. Begitu
juga pemotongan tangan pencuri laki-laki atau perempuan.
Dan juga larangan berbuat riba serta keharusan bagi orang
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yang mencuri untuk mengganti harta yang telah
dilenyapkannya.

2. Maslahah Hajjiyah

Maslahah Hajjiyah adalah:
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Maknanya: “Semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak
terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada maslahah
dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga
terwujud, tetapi dapat terhindarkan kesulitan dan menghilangkan
kesempitan”

Dalam sumber lain menyebutkan bahwa Maslahah Hajjiyah
adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia
untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan.

Hajjiyah ini tidak rusak dan terancam jika tidak dipenuhi tetapi
hanya menimbulkan kepicikan dan kesempitan, dan hajjiyah ini
berlaku dalam lapangan ibadah, adat, muamalat dan bidang
jinayat.

Dalam hal ibadah, islam memberikan rukhshah/keringanan
bila seorang mukallaf mengalami kesulitan dalam menjalankan
suatu kewajiban ibadahnya. Misalnya diperbolehkan seseorang
tidak berpuasa dalam bulan ramadhan ketika sedang sakit atau
sedang dalam perjalanan jauh. Begitu pula diperbolehkannya
seseorang menggashar shalat bila ia sedang dalam bepergian
jauh.

Dalam hal adat, dibolehkan berburu, memakan dan memakai
yang baik-baik dan yang indah-indah. Dalam hal muamalat,

dibolehkan jual beli pesanan dan jual beli secara salam,
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dibolehkan seorang suami menalak isterinya apabila rumah
tangga mereka benar-benar tidak mendapat ketentraman lagi.
Dalam hal uqubat/jinayat, Islam menetapkan kewajiban
membayar denda (bukan gisash) bagi orang yang membunuh
secara tidak sengaja, menawarkan hak pengampunan bagi orang
tua korban pembunuhan terhadap orang yang membunuh

anaknya, dan lain sebagainya.

3. Maslahah Tahsiniyah
Maslahah tahsiniyah adalah:

s}‘ e = Ble L Eoad med

®
—\

ubw\ UMLs'-j d)’\:—Y\ D&Z "’j}ij\

Maknanya: “Mempergunakan semua yang layak dan pantas
yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup
oleh bagian mahasinul akhlak”.

Dalam sumber lain menyebutkan bahwa Maslahah
tahsiniyah adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada
prinsipnya berhubungan dengan makarimul akhlak serta
memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan
muamalah.

Lapangan ibadah misalnya kewajiban bersuci dari najis,
menutup aurat, memakai pakaian yang baik-baik ketika akan
shalat, mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan-amalan
sunnah seperti shalat sunnah, puasa sunnah, bersedekah, dan
lain-lain.

Dalam lapangan adat, misalnya bersikap sopan santun
ketika makan dan minum, dan dalam pergaulan sehari-hari,
memilih makanan-makanan yang baik-baik dari yang tidak
baik.Dalam lapangan muamalah, misalnya larangan menjual
barang-barang yang bernajis, tidak memberikan sesuatu
kepada orang lain melebihi kebutuhannya.
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Imam Abu Zahrah menambahkan bahwa termasuk
dalam lapangan tahsiniyah adalah melarang wanita-wanita
muslimat keluar ke jalan-jalan umum memakai pakaian yang
seronok atau perhiasan-perhiasan yang mencolok mata.
Sebab hal ini bisa menimbulkan fitnah dikalangan masyarakat
banyak yang pada gilirannya akan terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan oleh keluarga, terutama oleh agama.

Selanjutnya dikatakan bahwa adanya larangan tersebut
bagi wanita sebenarnya merupakan kemuliaan baginya untuk
menjaga kehormatan dirinya agar tetap bisa menjadi wanita
yang baik dan menjadi kebanggaan keluarga dan agama di

masa mendatang.

6. Contoh-Contoh Maslahah Mursalah
Di antara contoh Maslahatul Mursalah adalah:

a. Dalam al-Quran dan Hadis tidak ada perintah untuk
mengumpulkan al-Qur'an dari hafalan dan tulisan, tetapi para
sahabat melakukannya.

b. Tindakan Abu Bakar terhadap orang-orang yang ingkar
membayar zakat, itu adalah demi kemaslahatan.

c. Mensyaratkan adanya surat kawin, untuk syahnya gugatan
dalam soal perkawinan.

d. Menulis huruf Al-Qur'an kepada huruf latin.

e. Membuang barang yang ada di atas kapal laut tanpa izin yang
punya barang, karena ada gelombang besar yang menjadikan
kapal oleng. Demi kemaslahatan penumpang dan menolak
bahaya.

f. Dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk mengumpulkan Al-
Quran dari hafalan dan tulisan, tetapi para sahabat
melakukannya.

g. Mensyaratkan adanya akta nikah, untuk sahnya gugatan dalam

soal perkawinan, nafkah waris, dan lain-lain.

7. Maslahah Mursalah dalam pandangan Imam Malik
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Menurut Imam Malik bahwa maslahat mursalat adalah
kemasla-hatan yang tidak ada pembatalannya dari nash dan juga
tidak disebutkan secara jelas oleh nash akan tetapi maslahat
mursalah ini tidak boleh bertentangan dengan nash sebagai
sumber pokok.

Teori maslahah  mursalah  menu-rut imam  Malik
sebagaimana dinukil-kan oleh imam Syatibi dalam kitab al-I'tisham
adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan
dalil-dalil  syarak, yang berfungsi untuk menghilangkan
kesempitan, baik yang bersifat dharuriyah (primer) maupun
hujjiyah (sekunder).

Teori maslahah-mursalah atau istislah sebagaimana
disebutkan di atas, pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik
(W. 97 H.), pendiri mazhab Malik. Namun, setelah abad ketiga
hijriyah tidak ada lagi ahli usul fikih yang menisbatkan maslahah-
mursalah kepada Imam Malik, sehingga tidak berlebihan jika ada
pendapat yang menyatakan bahwa teori maslahah-mursalah
ditemukan dan dipopulerkan oleh ulama-ulama usul fikih dari
kalangan asy-Syafiiyah yaitu Imam al-Haramain al-Juwaini (w.
478 H.), guru Imam al-Ghazali. Menurut beberapa hasil penelitian,
ahli usul fikih yang paling banyak membahas dan mengkaji
maslahah-mursalah adalah Imam al-Ghazali yang dikenal dengan
sebutan hujjatul Islam.

Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru
yang dihadapi oleh masyarakat muslim waktu itu, Imam Malik
mencari hukumnya di dalam al-Qur'an, dan jika tidak mene-
mukannya dalam al-Quran, maka Imam Malik mencarinya di
dalam Sunah Nabi, dan apabila di dalam al-Quran dan Sunah
tidak ditemukan, maka ia mendasarkan pendapatnya kepada
konsensus (ijma’) para sahabat, dan apabila ijma’ para sahabat
tidak ada mengenai masalah hukum tersebut, maka Imam Malik
menggali hukum (istinbath) dengan cara ber-ijtihad. Metode ijtihad

yang dipakai oleh Imam Malik dalam rangka menggali hukum
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(istinbath) ada dua vyaitu; qgiyas dan istislah atau
maslahahmursalah.

Metode giyas dipraktekkan oleh Imam Malik apabila ada nas
tertentu, baik al-Quran maupun Sunah yang men-dasarinya.
Sedangkan metode istislah atau maslahah-mursalah dipraktekkan
oleh Imam Malik apabila masalah (hukum) yang sedang dihadapi,
tidak ada satupun nas yang mendasarinya, baik yang
membenarkan maupun yang melarangnya. Dalam kasus-kasus
ter-tentu, Imam Malik menggunakan metode maslahah-mursalah
dalam men-takhsis ayat-ayat al-Qur’an yang bersifat umum.

Secara umum, Imam Malik menggunakan maslahat meskipun
tidak ada nas atau hadis Nabi saw. karena tujuan syara’ adalah
untuk kemasla-hatan umat manusia dan setiap nas pasti
mengandung nilai maslahat. Jika tidak ada nas, maslahat hakiki
adalah melihat tujuan hukum syara’.

Untuk menjadikan maslahah mur-salah menjadi dalil, Imam
Malik ber-tumpu pada:

1. Praktek para sahabat yang telah menggunakan maslahah
mursalah, diantaranya saat sahabat mengum-pulkan al-Qur'an
kedalam beberapa mushaf, padahal hal ini tidak pernah
dilakukan oleh Rasulullah saw..

2. Adanya maslahat berarti sama dengan merealisasikan maqgasid
al-syariah. Oleh karena itu, wajib menggunakan dalil maslahat
karena merupakan sumber hukum pokok yang berdiri sendiri

3. Seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas
mengandung maslahat, maka orang-orang mukallaf akan
mengalami kesulitan.

Imam Malik dalam menggunakan maslahah mursalah
sebenarnya tidak memberikan peluang terhadap subjek-tivitas
seseorang. Hal ini terbukti dengan adanya syarat-syarat yang ia
terapkan terhadap pengguna maslahah mursalah dengan ketat,

Syarat-syarat tersebut adalah:
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1. Maslahah mursalah harus memiliki kecenderungan mengarah
kepada tujuan syari'at walaupun secara umum dan tidak
bertentangan dengan dasar-dasar Syarak, dalil-dalil hukum.

2. Pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi
seandainya dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka
akan menerimanya.

3. Penggunaanya bertujuan untuk kebu-tuhan yang sangat darurat
atau untuk menghilangkan berbagai ben-tuk kesulitan dalam
beragama.

4. Maslahah mursalah yang digunakan untuk membuat hukum
adalah benar-benar maslahah secara nyata bukan dugaan.

5. Maslahah yang dipakai adalah maslahah umum, bukan
maslahah bagi kepentingan satu golongan atau individu
tertentu.

Sebagai implikasi sikap kehati-hatiannya, Imam Malik selalu
mem-prioritaskan al-Qur'an dan hadis di dalam ber-istimbath dan
tidak meng-gunakan Maslahah Mursalah jika ber-tentangan dengan
nas. Dengan demi-kian dapat disimpulkan bahwa Masla-hah
Mursalah menurut Imam Malik jelas sebagai alternatif terakhir

apabila tidak ditemukan dalam nas dan ijma’.

8. Pandangan Ulama terkait Maslahah Mursalah
Para ulama figh sepakat bahwa Mashlahah mursalah tidak
sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang
ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan oleh
Rasulullah, dan oleh karena itu bisang ibadah tidak berkembang.
Mereka berbeda pendapat dalam bidang muamalah.
Kalangan Zahiriyah, sebagian dari kalangan Syafiiyah dan
Hanafiah tidak mengakui Mashlahah mursalah sebagai landasan
pembentukan hukum, dengan asalasn seperti dikemukakan Abdul
Karim Zaidan, antara lain.
1. Allah dan Rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan
hukum yang menjamin segala bentuk kemashlahatan umat
manusia. Menetapkan hukum berlandaskan Mashlahah
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mursalah berarti menganggap syariat islam tidak lengkap
karena menganggap masih ada masalah yang belum
tertampung oleh  hukum-hukumnya. Hal seperti itu

bertentangan dengan ayat 36 surat al-Qiyamah:

Terjemahan: “Apakah manusia mengira bahwa ia akan
dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban.” (QS. Al-
Qiyamah: 36)

2. Membenarkan Mashlahah mursalah sebagai landasan hukum
berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di
pengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum
menurut  seleranya dengan alasan untuk  meraih

kemashlahatan. Praktik seperti itu akan merusak citra agama.

Dengan alasan-alasan tersebut mereka menolak Mashlahah
mursalah sebagai landasan penetapan hukum. Berbeda dengan
itu, kalangan Malikiyah dan Hanabilah, serta sebagian dari
kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa Mashlahah mursalah
secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum. Diantara

alasan-alasan yang mereka ajukan adalah:

1. Syariat islam diturunkan seperti disimpulakan para ulama
berdasarkan  petunjuk-petunjuk  Al-quran dan sunnah,
bertujuan untuk merealisasikan kemashlahatan dan kebutuhan
manusia. Kebutuha umat manusia itu selalu berkembang,
yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam Al-quran dan
Sunnah Rasulullah. Namun secara umum syariat islam telah
memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi
kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, apa-apa yang
dianggap Mashlahah, selama tidak bertentangan dengan Al-

guran dan Sunnah Rasulullah, sah dijadukan landasan hukum.

2. Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah Mashlahah
mursalah sebagai landasan hukum tanpa ada seorang pun

yang membantahnya. Contohnya, Umar bin Khattab pernah
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menyita sebagian harta para pejabat di masanya yang
diperoleh dengan cara menyalahgunakan jabatannya. Praktik
seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, akan
tetapi hal itu perlu dilakukan demi menjaga harta Negara dari

rongrongan para pejabatnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut da beberapa alasan
lain yang tidak dapat disebut semua dalam tulisan ini, kalangan
Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian kalangan Syafiiyah
menganggap sah Mashlahah mursalah sebagai landasan hukum.
Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak yang
menolak Mashlahah mursalah sebagai dalil hukum, menurut pihak
kedua ini adalah lemah. Karena kenyataannya berlawanan dengan
dalil tersebut, dimana tidak semua kebutuhan manusia ada
rinciannya dalam Al-quran dan Sunnah. Di samping itu, untuk
menetapkan bahwa suatu Mashlahah mursalah itu secara sah
dapat difungsikan, membutuhkan persyaratan yang ekstra ketat.
Dengan persyaratan-persyaratan itu, adanya kemungkinan bahwa
Mashlahah mursalah akan disalahgunakan oleh berbagai pihak,

dapat dihindarkan.

E. 'URF

‘Urf merupakan sumber hukum Islam yang diperselisihkan. Namun
bagaimanakan konsep ‘urf yang dapat dijadihkan hujjah, berikut
penjelasannya.

1. Definisi

Secara etimologi, 'urf adalah kebiasaan yang berlaku dalam
perkataan, perbuatan, atau meninggalkannya karena telah menjadi
kebiasaan umum.

‘Urf secara bahasa berarti sesuatu yang dipandang baik dan
diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah ‘urf ialah sesuatu
yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik
berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu

juga disebut adat. Ada juga yang mendefinisikan bahwa ‘urf ialah sesuatu
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yang dikenal oleh khalayak ramai di mana mereka bisa melakukannya,
baik perkataan maupun perbuatan.

‘urf atau adat menurut istilah ahli syari'at ialah dua kata yang
sinonim atau mempunyai pengertian sama. Menurut istilah ahli syara’,
tidak ada perbedaan di antara ‘urf dan adat.

pengertian ‘urf lebih umum dibanding dengan pengertian adat
karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa
dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukun
tertulis, sehingga ada sangsi-sangsi terhadap orang yang melanggarnya.

Sedangkan secara terminologi, ‘urf adalah:

£
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Maknanya: "Sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan diterima oleh
tabiat yang baik serta telah dilakukan oleh penduduk sekitar Islam
dengan ketentuan tidak bertentangan dengan nash dan syara."”

Menurut ulama ushul figh, 'urf adalah:
du ol JB 3 s e Ble
Makanya: "Kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau
perbuatan.”
Maka, dari pengertian di atas urf ialah suatu kebiasaan yang telah
dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik, baik berupa perkataan
maupun perbuatan dan yang tidak bertentangan dengan syari'at islam.

Namun, jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan syari'at islam,

maka kebiasaan tersebut dihapus dengan dalil yang ada pada syara'.

2. Perbedaan ‘Urf dan Adat

Dari definisi adat dan urf sebagaimana yang dijelaskan di atas,
maka dapat diambil pemahaman bahwa secara etimologis, istilah Al-Adat
terbentuk dari mashdar Al-Aud dan Al-Mu’awadah yang artinya adalah
“‘Pengulangan kembali”, sedang kata Al'Urf terbentuk dari kata mashdar

Al-Muta’aruf, yang artinya ialah “saling mengetahui”. Dengan demikian,
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proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas
yang berlangsung terus-menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa
membuat tenteram dalam hati individu, maka ia sudah bisa memasuki
milayah muta’arof, dan saat ini pulalah, adat berubah menjadi urf (hagigat
urfiyah), sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan
dilakukan berulang-ulang, lalu tenteram di dalam hati, kemudian menjadi
urf.

sebab itu, para ahli hokum islam menyatakan bahwa adat dan urf
dilihat dari sisi terminologinya, tidak memiliki perbedaan prinsipil, artinya
pengulangan istilah urf dan adat tidak mengandung suatu perbedaan
signifikan dengan konsekuensi hokum yang berbeda. Sekalipun
demikian, para ahli hokum islam, tetap memberikan definisi yang
berbeda, dimana Urf dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh
banyak orang 9kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia
dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian inilah, maka baik
buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalaan urgen, selama
dilakukan secara kolektif, dan hal seperti ini masuk dalam kategori urf.
Sedang Adat didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat
apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif. Dari pengertian seperti
ini, dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya perbedaan istilah adat
dan urf itu jika dilihat dari aspek yang berbeda, yaitu:

1. Perbedaannya adalah: Urf itu hanya menekankan pada aspek
pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok,
sedang obyeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya. Adat
hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau
kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada pekerjaan.

2. Kesamaannya adalah: urf dan adat merupakan sebuah pekerjaan
yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan

berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya.

3. Konsep ‘Urf
Konsep ’urf ini sebenaranya juga jawaban bagi para pemikir Islam
kontemporer yang kerap mendorong pembaruan hukum Islam melalui

mekanisme dekonstruksi syariat Islam dan menyesuaikannya dengan
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prinsip hak-hak asasi manusia (HAM). Bahayanya, pembaruan yang
mereka usung sudah memasuki ranah baku dalam agama, yang tidak
dapat disentuh oleh ijtihad, seperti kewajiban salat lima waktu, puasa
Ramadhan, haji, dan sebagainya. Bahkan, untuk mencapai tujuan ini
mereka tidak segan-segan untuk mengatakan sesuatu Yyang
bertentangan dengan kebenaran. Berangkat dari hal itu, penulis
memandang pentingnya pembahasan tentang al-'urf, pengaruh dan
kedudukannya dalam  pengambilan (istinbat}) hukum Islam, serta
beberapa hal lain yang terkait dengannya. Dari sini akan terjawab bahwa
apa yang ditawarkan para pemikir Islam kontemporer tentang pembaruan

hukum Islam.

4. Macam-macam 'Urf
‘Urf dapat dibagi atas beberapa bagian.Ditinjau dari segi sifatnya,’urf
terbagi kepada ‘urf qauliy dan ‘urf ‘amaliy :

1. ‘Urf qauliy, lalah ‘urf yang berupa perkataan, seperti kata walad

(3J5). Menurut bahasa, walad berarti anak, termasuk di dalamnya

anak laki-laki dan perempuan. Namun dalam kebiasaan sehari-
hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.

2. ‘Urf ‘amaliy, lalah ‘Urf yang berupa perbuatan. Contohnya seperti
jual-beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shigat atau ijab
gabul. Padahal menurut syara’, iajb gabul merupakan salah satu
dari rukun jual beli. Tetapi dikarenakan telah menjadi kebiasaan
dalam masyarakat dan tidak terjadi hal-hal yang negatif, maka
syara’ membolehkannya.

Adapun ditinjau dari segi ruang lingkupnya, ‘urf terbagi kepada ‘urf
‘amm dan ‘urf khash:

1. ‘Urf ‘amm, lalah suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku pada
masyarakat luas, tidak dibatasi oleh kedaerahan ataupun
wilayah. Abd. Rahman Dahlan menyebutkan dalam bukunya
bahwa ‘urf ‘amm vyaitu kebiasaan yang bersifat umum dan
berlaku bagi sebagian besar wilayah masyarakat dalam berbagai
wilayah yang luas. Misalnya seperti kebiasaan masyarakat

secara umum yang menggunakan uang kertas sebagai alat tukar
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dalam jual beli, ataupun kebiasaan masyarakat yang memuliakan
setiap orang yang mempunyai kelebihan di antara masyarakat
tersebut.

‘Urf Khash, lalah suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku
pada masyarakat tertentu dan di wilayah tertentu. Contohnya seperti
dalam hal pernikahan, tradisi suku Batak adalah tidak bolehnya
menikah laki-laki dan perempuan yang semarga, dikarenakan mereka
menganggap antara laki-laki dan perempuan itu masih mempunyai
pertalian darah. Adapun kebiasaan sebagian bangsa Arab,
menikahkan anaknya dengan anak saudara laki-lakinya adalah lebih
utama, dikarenakan pernikahan itu akan membuat hubungan
kekeluargaan lebih rapat.

Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, ‘urf terbagi kepada ‘urf
shahih dan ‘urf fasid:

1. ‘Urf Shahih, lalah suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang
tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, serta tidak
menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan
kewajiban.[5] Contohnya seperti tradisi masyarakat Aceh dan
Indonesia umumnya, menggunakan kain sarung dan kopiah/peci
untuk shalat. Ataupun tradisi masyarakat membuat kue-kue
ketika hari raya Islam, membawa kado atau hadiah pada acara
walimatul ‘ursy (pesta pernikahan), dan lain-lain.

2. ‘Urf Fasid, lalah suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang
bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits, serta menghalalkan
yang haram dan menggugurkan kewajiban.

Contohnya seperti tradisi masyarakat yang menyajikan sesajen
di kuburan atau di tempat-tempat angker lainnya. Hal tersebut
merupakan kemusyrikan dan sangat bertentangan dengan dalil
syara’, kebiasaan yang seperti inilah yang harus diberantas dan tidak
dapat dijadikan panutan. Ada pula seperti tradisi sebagian masyarakat
yang merayakan hari ulang tahun seseorang seperti perayaan yang
biasa dilakukan oleh orang-orang kafir. Ataupun adat kebiasaan

masyarakat yang sering kita lihat pada saat adanya event-event akbar
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seperti piala dunia, di mana orang-orang saling bertaruh menentukan
siapa pemenang ataupun yang kalah.
Maka dapat disimpulkan pembagian ‘urf terbagi kepada:
a. Dari segi obyeknya, 'urf terbagi dua:

1) Al-urf al-lafzhi ( kv =) adalah kebiasaan masyarakat

dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu untuk
mengungkapkan sesuatu, sehingga ungkapan itulah yang
dipahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat.

Contoh: ungkapan daging yang berarti daging sapi.

2) Al-urf al-amali (. < ) adalah kebiasaan masyarakat

yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau keperdataan.
Contoh: kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan
cara mengambil barang dan membayar uang, tanpa adanya

akad secara jelas, seperti yang berlaku di swalayan.

b. Dari segi cakupannya, 'urf terbagi dua:

1) Al-urf al-'am ( ;w <. ) adalah kebiasaan tertentu yang

berlaku secara luas di seluruh lapisan masyarakat dan di
seluruh daerah.

Contoh: dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan
untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan
ban serep termasuk dalam harga jual tanpa akad sendiri
dan biaya tambahan.

2) Al-urf al-khas ( -4 <) adalah kebiasaan yang berlaku di

daerah dan masyarakat tertentu.
Contoh: Adanya kebiasaan mengenai penentuan masa

garansi terhadap barang tertentu.

c. Dari segi obyek keabsahannya dari pandangan syara; 'urf

terbagi dua:
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1) Al-urf al-sahih ( =~/ = ) adalah kebiasaan yang berlaku

di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan
dengan nash.

Contoh: dalam masa pertunangan, pihak laki-laki
memberikan hadiah kepada pihak wanita dan ini tidak
dianggap sebagai mas kawin.

2) Alurf alfasid ( w«w o ) adalah kebiasaan yang

bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah
yang ada dalam syara'.

Contoh: Kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang
dalam menghalalkan riba, seperti meminjam uang sepuluh
juta, dalam satu bulan harus dikembalikan sebanyak

sebelas juta.

5. Kehujjahan 'Urf

Seluruh ahli figh menetapkan bahwa 'urf adalah sebagai sumber
hukum, jika tidak ada nash. Bahkan mereka juga sepakat bahwa hukum-
hukum yang didasarkan kepada 'urf bisa berubah sesuai dengan
perubahan masyarakat pada zaman dan tempat tertentu.

6. ‘Urf yang dapat dijadikan hujjah
Urf tergolong salah satu sumber hukum dari ushul figih yang

diambil dari intisari Al-Qur’an.
G B oAl AL sl ST

Terjemahan: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan
yang ma’ruf (Al-‘Urfi), serta Dberpalinglah dari orang-orang yang
bodoh.” (QS. Al-A’raf: 199).

Al-‘Urf  dalam ayat tersebut, yang manusia disuruh
mengerjakannya, oleh Ulama Ushul figih dipahami sebagai sesuatu
yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu
maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan

sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam
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suatu masyarakat. Kata al-ma‘ruf artinya sesuatu yang diakui baik oleh
hati. Ayat di atas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan
pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan hal yang
menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka.
Kata al-ma‘ruf ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui.
Oleh karena itu kata al-ma‘ruf hanya disebutkan untuk hal yang sudah
merupakan perjanjian umum sesama manusia, baik dalam soal
mu‘amalah maupun adat istiadat.

Menurut hasil al-Tayyib Khudari al-Sayyid, bahwa mazhab yang
dikenal banyak menggunakan ‘Urf sebagai landasan hukum adalah
kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyyah, dan selanjutnya oleh
kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada
prinspnya mazhab-mazhab besar figih tersebut sepakat menerima
adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam
jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat di antara
mazhab-mazhab tersebut, sehingga ‘Urf dimasukkan kedalam
kelompok dalil-dalil yang diperselisinkan dikalangan ulama.

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung
dan mengakui adat atau tradisi itu selam tidak bertentangan dengan
Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan
menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan
masyrakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan
serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakuli,
kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (al-mudarabah).
Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam.
Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan bahwa adat
istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum,

bilamana memenuhi beberapa persyaratan.

7. Pemberlakukan Hukum Berdasarkan ‘Urf
Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar
Ushul Figih di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya fi al-ijtihad
ma la nassa fih, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan
‘Urf sebagai landasan hokum adalah kalangan Hanafiyah dan
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kalangan malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan
kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab
besar figih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan
pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat
perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga ‘Urf
dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan
dikalangan ulama. ‘Urf mereka terima sebagai landasan hukum
dengan beberapa alasan , antara lain :

Surat al-a’raf ayat 199:
}eh be F‘up u\;’-—tmlu\>.l

Terjemahan: “Jadilah engakau pemaaf dan suruhlah orang
mengerjakan yang ma’ruf (al-‘urfi), serta berpalinglah dari orang-
orang yang bodoh.” (QS. Al-A’raf 199)

Kata al-‘Urf dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh
mengerjakannya, oleh Ulama Ushul figih dipahami sebagai sesuatu
yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu
maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan
sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi
dalam suatu masyarakat.

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung
dan mengakui adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-
Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kedatangan Islam bukan
menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan
masyrakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan
serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui,
kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (al-mudarabah).
Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam.
Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan bahwa adat
istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum,

bilamana memenuhi beberapa persyaratan.

F. SADDU ADZ-ZARI'AH
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Setiap pebuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseoang pasti
mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah
perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau
menimbulkan mudharat. Sebelum sampai pada perbuatan yang dituju,
ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya dan harus dilaluinya.
Contoh, bila seseorang ingin menuntut ilmu, ia melalui beberapa fase
kegiatan seperti mencari guru, menyiapkan tempat dan alat-alat
belajarnya. Perbuatan pokok dalam hal ini adalah menuntut ilmu,
sedangkan kegiatan lain yang disebutkan diatas merupakan perantara
atau pendahuluan.

Perbuatan-perbuatan pokok yang dituju oleh seseorang telah
diatur syara’ dan termasuk kedalam hukum taklifi yang lima atau disebut
juga Al-ahkam Al-khamsah. Untuk dapat melakukan perbuatan pokok
baik yang disuruh ataupun dilarang, harus terlebih dahulu melakukan
perbuatan yang mendahuluinya. Keharusan melakukan atau menghindari
perbuatan yang mendahului perbuatan pokok tersebut ada yang telah
diatur sendiri hukumnya oleh syara’ dan ada yang tidak diatur secara
langsung.

Contoh perbuatan pendahuluan yang sudah diatur hukumnya
adalah: Wudhu. Wudhu adalah perantara melakukan shalat, namun
kewajiban wudhu itu sendiri telah diatur hukumnya oleh Al-Qur’an. Jelas
dalam hal ini antara wudhu (perantara) dan shalat yang menjadi
perbuatan pokok hukumnya sama-sama wajib. Contoh lain yaitu Berzina.
Berzina adalah perbuatan yang dilarang, sedangkan perbuatan yang
mendahuluinya adalah berkhalwat (berdua-duaan antara laki-laki dan
perempuan yg bukan muhrim di tempat sunyi atau tersembunyi) yang
hukumnya sudah ditentukan dalam Al-Quran. Jadi antara zina yang
menjadi perbuatan pokok dengan khalwat yang menjadi perbuatan
perantara hukumnya sama-sama haram.

Sedangkan contoh perbuatan pendahuluan yang tidak ditetapkan
hukumnya adalah kewajiban menuntut ilmu itu diwajibkan tetapi
perbuatan perantara seperti mendirikan sekolah dan mencari guru itu
tidak ada dalil hukumnya secara langsung. Dapatkah mendirikan sekolah

dan mencari guru itu wajib sebagaimana wajibnya menuntut ilmu?
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Contoh lain adalah membunuh tanpa hak merupakan perbuatan haram
yang harus dijauhi, tetapi untuk menghindar dari membunh tanpa hak
umpamanya dengan tidak memiliki senjata, dalam hal ini dapatkah
memiliki senjata dikatakan hukumnya haram sebagaimana haramnya
membunh tanpa hak yang menjadi perbuatan pokok? Dari kegelisahan
inilah maka penulis ingin membahas mengenai perbuatan pendahuluan
yang belum jelas konteks hukumnya yang dalam makalah ini disebut
dengan Saddu dzari’ah. Figh merupakan suatu ilmu yang mempunyai
tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Karenanya dalam kajian
figh para fugaha menggunakan metode-metode tertentu, seperti giyas,
istihsan, istishab, istislah, dan sadd az-Zari’ah (az-Zari’ah). Oleh karena
itu Saddu Dzari'ah menjadi hal yang penting untuk dikaji kaitannya
dengan berhati-hati dalam berniat untuk menghindari kemudaratan.

1. Definisi
Secara etimologi, saduzzari'ah adalah sesuatu yang membawa
kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan.

Kata sadd al-dzari'ah (x4 ..) merupakan bentuk frase (idhafah)
yang terdiri dari dua kata, yaitu sadd (i=) dan al-dzari‘ah (,11). Secara
etimologis, kata as-sadd (i<)) merupakan kata benda abstrak (mashdar)
dari iz 2 .. Kata as-sadd tersebut berarti menutup sesuatu yang
cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan al-dzari‘ah (3,3

merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana
(wasilah) dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari al-dzari’ah

(Méjﬂ) adalah adz-dzarai’ (ngfw). Karena itulah, dalam beberapa kitab usul

fikih, seperti Tang/mh al-Fushdl fi ‘Uldm al-Ushdl karya al-Qarafi, istilah

yang digunakan adalah sadd adz-dzara’.

Pada awalnya, kata al-dzariah digunakan untuk onta yang
digunakan orang Arab dalam berburu. Si onta dilepaskan oleh sang
pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang
pemburu berlindung di samping onta agar tak terlihat oleh binatang yang

diburu. Ketika onta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang
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pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut lbn al-
A’rabi, kata al-dzari‘ah kemudian digunakan sebagai metafora terhadap
segala sesuatu yang mendekatkan kepada sesuatu yang lain.

Sedangkan secara terminologi, saduzzari'ah adalah:
e e Jozte pat s Al @ Jes b

Maknanya: "Sesuatu yang dengannya akan menyebabkan kepada
perbuatan terlarang dengan illat (sebab) mengandung kerusakan."

Ibnul Qayyim dan Imam Al-Qarafi menyatakan bahwa Dzari’ah itu
ada kalanya dilarang yang disebut Saddu Dzari’ah, dan ada kalanya
dianjurkan bahkan diwajibkan yang disebut fath ad-dzari’ah. Seperti
meninggalkan segala aktivitas untuk melaksanakan shalat jum’at yang
hukumnya wajib. Tetapi Wahbah Al-Juhaili berbeda pendapat dengan
Ibnul Qayyim. Dia menyatakan bahwa meninggalkan kegiatan tersebut
tidak termasuk kedalam dzari'ah tetapi dikategorikan sebagai
mugaddimah (pendahuluan) dari suatu perbuatan Menurut al-Qarafi,
sadd al-dzari'ah bermakna memotong jalan kerusakan (mafsadah)
sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu
perbuatan bebas dari unsur kerusakan (mafsadah), namun jika perbuatan
itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (mafsadah),
maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang
sama, menurut al-Syaukani, al-dzari‘ah adalah masalah atau perkara
yang pada umumnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada
perbuatan yang dilarang (al-mahzhur).

Dalam karyanya al-Muwafagat, al-Syathibi menyatakan bahwa
sadd al-dzari‘ah adalah menolak sesuatu yang boleh (jaiz) agar tidak
mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (mamnu). Menurut Mukhtar
Yahya dan Fatchurrahman, sadd al-dzari‘ah adalah meniadakan atau
menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.
Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, sadd al-dzari‘ah
adalah jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang
dilarang maupun yang dibolehkan.

Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa sadd al-

dzari‘ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan
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tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk

mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

2. Dasar Hukum Saddu dzariah

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut
nash maupun jjma’ ulama tentang boleh atau tidaknya mengunakan
Saddu Dzariah. Namun demikian, ada beberapa nash yang mengarah
kepadanya, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, juga kaidah figh, di
antaranya yaitu:

a) Al-Quran
Di antara firman Allah yang digunakan sebagai sumber hukum
Saddu Dzariah yaitu:

j;.;-f \f’j:\_& Z&)T ah;,i.é_; ;\s‘\’ 9 jé o C) j}‘:\é :;—l _:U“' & & % ‘gj
22w st 0 A8 o@ . ,/$ ah o8~ *@’% . 2 G_,W &i@ o
e T )] € p-éi-*“ e Jﬁé 2) S s Cl.f

C)}i.l;.-: \J;lf K

Terjemahan: “Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang
mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah
dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan
setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada
Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka
apa yang dahulu mereka kerjakan.(QS. Al an’am: 108)”.

Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sembahan agama lain
adalah adz-dzari’ah yang akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah
yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi
mechanism defense, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan
membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya
mencaci. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka
larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif

sadd adz-dzari’ah.
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5 el 3 Gl 55 5 Geh 13038 ¥ 3l add L

Terjemahan:Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan
(kepada Muhammad): “Raa’ina”, tetapi Katakanlah: “Unzhurna”, dan
“dengarlah”. dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. (QS.
Al-bagarah: 104).

Pada surah al-Bagarah ayat 104 di atas, bisa dipahami adanya
suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena
adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi.
Kata raa ‘ina (Ys!3) berarti: “Sudilah kiranya kamu memperhatikan
kami.” Saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap
Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan nada
mengejek dan  menghina  Rasulullah  SAW. Mereka
menggunakannya dengan maksud kata raa’inan (Yc>) sebagai
bentuk isim fail dari masdar kata ru’unah (X3 )) yang berarti
bodoh. Karena itulah, Tuhan pun menyuruh para sahabat Nabi
SAW mengganti kata raa’ina yang biasa mereka pergunakan
dengan unzhurna yang juga berarti sama dengan raa’ina. Dari
latar belakang dan pemahaman demikian, ayat ini menurut al-

Qurthubi dijadikan dasar dari sadd adz-dzari’ah.
b) As-Sunnah

Dari Al-Migdad bin Al-Aswad bahwa dia memberi kabar kalau
dia telah berkata:

L/aS.N {0 LL?")/QA-].—EJ Ql ,Cmi"}i ,<th|\ dﬁw}jtﬁ dlé

o

[

Ol dag . Jowds L alaalel all cudal Jlad 5,=d,

Alas U oday ade Al o dll Jowds JB 43
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Artinya: “Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu
dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia
memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil
memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon
sembari berkata, ‘Aku telah menyatakan keislaman kepada Allah’.
Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia
berkata seperti itu?”. Rasulullah SAW. bersabda, ‘Janganlah kamu
membunuhnya”. Al-Miqdad berkata, “Aku berkata, * Wahai Rasulullah,
sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudia dia
mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil
memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?”. Rasulullah SAW.
bersabda, ‘Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja
membunhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu
membunuhnya, sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia

mengucakan kalimat yang dilafazkan tersebut.”

Hadits di atas berisi larangan membunuh orang kafir (munafik)
setelah mengucapkan kalimat tauhid, lailaha illallah, meskipun itu hanya
berlandaskan karena takut dibunuh. Al-Qadl ‘/lyad menjelaskan bahwa
makna hadits ini adalah bahwa sesungguhnya orang yang membunuh itu
tidak ubahnya seperti orang kafir tersebut dalam hal menentang
kebenaran dan mempraktekkan perbuatan dosa. Karena begitu
banyaknya jenis perbuatan dosa, maka dosa orang Kkafir tersebut
dinamakan kufur sedangkan dosa orang yang membunuh itu disebut

maksiat dan kefasikan.

c) Kaidah Figh
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Maksudnya: “Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut

juga haram hukumnya.”

Maksudnya. “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik
kemaslahatan.

Pengembangan dari kaidah di atas adalah bahwa segala
perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang syara’
terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa
perantara, seperti zina, perncurian, dan pembunuhan. Namun terkadang
tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi jalan kepada
sesuatu yang lain yang menyampaikan kepada kerusakan tersebut,
seperti khalwat (pacaran) yang tidak menjadi sebab terjadinya
percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang

menimbulkan kerusakan.

3. Objek Saddu dzari’ah

Pada dasarnya yang menjadi objek saddu dzari’ah adalah semua

perbuatan di tinjau dari segi akibatnya yang di bagi menjadi empat, yaitu:

a. Perbuatan yang akibatnya menimbulkan kerusakan/bahaya,
seperti menggali sumur di belakang pintu rumah di jalan gelap
yang bisa membuat orang yang akan masuk rumah jatuh
kedalamnya.

b. Perbuatan yang jarang berakibat kerusakan/bahaya, seperti
berjual makanan yang tidak menimbulkan bahaya, menanam
anggur sekalipun akan dibuatkan khamar. Ini halal karena
membuat khamar adalah nadir (jarang terjadi).

c. Perbuatan yang menurut dugaan kuat akan menimbulkan
bahaya; tidak diyakini dan tidak pula di anggap nadir (jarang

terjadi). Dalam keadaan ini, dugaan kuat disamakan dengan
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yakin karena menutup pintu (saddu dzari’ah) adalah wajib
mengambil ihtiat (berhati-hati) terhadap kerusakan sedapat
mungkin, sedangkan ihtiat tidak diragukan lagi menurut amali
menempati ilmu yakin. Contohnya menjual senjata di waktu
perang/fitnah, menjual anggur untuk di buat khamar,
hukumnya haram.

d. Perbuatan yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, tetapi
belum mencapai tujuan kuat timbulnya kerusakan itu, seperti

jual-beli yang menjadi sarana bagi riba, ini diharamkan.

7. Macam-macam Sadduzzari‘ah

a. Perbuatan yang mengarah kepada mafsadah, seperti meminum
arak menyebabkan mabuk. Perbuatan ini dilarang syara'.

b. Perbuatan yang pada dasarnya adalah mubah dan tidak
bermaksud untuk melakukan yang diharamkan, tetapi biasanya
mengarah kepada sesuatu yang diharamkan. Seperti wanita
yang kematian suami, lalu berdandan sedang dia masih dalam
masa iddah.

c. Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi adakalanya
menimbulkan kemafsadatan, seperti melihat wanita yang
dipinang.

d. Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan,
tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang
haram, seperti seorang laki-laki menikahi perempuan yang
ditalak tiga dengan tujuan agar perempuan tersebut dapat

kembali kepada suaminya yang pertama (nikah muhallil).

4. Pembagian Saddu dzariah

Dzari’ah dapat dibagi dengan melihat kepada beberapa segi:

1. Dengan memandang kepada akibat (dampak) yang
ditimbulkannya, Ibn Qayyim membagi dzari'ah menjadi empat,
yaitu:
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a. Dzariah yang memang pada dasarnya membawa kepada

b.

C.

d.

kerusakan seperti meminum minuman yang memabukkan
yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk,
perbuatan zina yang membawa pada kerusakan tata

keturunan.

Dzari’ah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun
ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan
sengaja seperti nikah muhalil, atau tidak sengaja seperti
mencaci sembahan agama lain. Nikah itu sendiri hukumnya
pada dasarnya boleh, namun karena dilakukan dengan niat
menghalalkan yang haram menjadi tidak boleh hukumnya.
Mencaci sembahan agama lain itu sebenarnya hukumnya
mubah; namun karena cara tersebut dapat dijadikan perantara
bagi agama lain untuk mencaci Allah menjadi terlarang

melakukannya.

Dzari’ah yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan
untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepadanya
seperti berhiasnya seorang perempuan yang baru hukumnya,
tetapi diflakukannya berhias itu justru baru saja suaminya mati
dan dalam masa ;iddah keadaanya menjadi lain.

Dzariah yang semula ditentukan untuk mubah, namun
terkadang membawa kepada kerusakannya lebih kecil
dibanding kebaikannya. Contoh dalam hal ini melihat wajah

perempuan saat di pinang.

Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-Syatibi

membagi dzari’ah kepada 4 macam, yaitu:

a.

Dzariah yang membawa kepada kerusakan secara pasti.
Artinya, bila perbuatan dzari’ah itu tidak dihindarkan pasti akan
terjadi kerusakan. Umpamanya menggali lubang ditanah
sendiri dekat pintu rumah sseseorang diwaktu gelap, dan
setiap orang yang keluar dari rumah itu pasti akan terjatuh ke

dalam lubang tersebut. Sebenarnya menggali lubang itu boleh-
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b.

C.

I s o4

boleh saja. Namun penggalian yang dilakukan dalam kondisi

yang seperti itu akan mendatangkan kerusakan.

Dzari’'ah yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya,
dengan arti kalau dzari'ah itu dilakukan, maka kemungkinan
besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya
perbuatan yang di larang. Umpamanya menjual anggur
kepada pabrik pengolahan minuman keras, atau menjual pisau
kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya. Menjual
anggur itu boleh-boleh saja dan tidak mesti pula anggur yang
dijual itu dijadikan minuman keras; namun menurut kebiasaan,
pabrik minuman keras membeli anggur untuk diolah menjadi
minuman keras. Demikian pula menjual pisau kepada penjahat
tersebut, kemunngkinan besar akan digunakan untuk

membunuh atau menyakiti orang lain.

Dzari’ah yang membawa kepada perbuatan terlarang menuntut
kebanyakannya. Hal ini berarti bila dzari'ah itu tidak
dihindarkan sering kali sesudah itu akan mengakibatkan
berlangsungnya perbuatan yang dilarang. Umpamanya jual beli
kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa
kepadanya riba, namun dalam prakeknya sering dijadikan
sarana untuk riba. Syara’. Dalam hubungannya dengan saddu
al-dzari’ah dalam bentuk kehati-hatian yang dietapkan
hukkumnya dengan nash atau jjma’, hanyalah hukum pokok
atau maqgashid, sedangkan hukum pada washilah atau dzari’ah
tidak pernah ditetapkan oleh nash atau ijma’. Oleh karena itu
cara seperti ini ditolak, sesuai dengan firman Allah dalam surat
an-Nahl ayat 116:
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Terjemahan: “Janganlah kamu katakan berdasarkan ucapanlisanmu
suatu kebohongan, ini halal dan ini haram, karena mengada-ada
terhadap Allah dalam bentuk bohong”.

Dengan argumentasi di atas, kalangan ulama Zhahiriyah dengan
tegas menolak saddu al-dzari’ah.

8. Kehujjahan Saddu adz-zari'ah
Imam Malik dan Imam Ahmad banyak berpegang kepada
sadduzzari'ah. Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tidak
menolak  sadduzzariah secara keseluruhan dan tidak
mengakuinya sebagai dalil yang berdiri sendiri. Menurut Imam

Hanafi, sadduzzari'ah termasuk dalam pembahasan istihsan,

sedangkan menurut Imam syafi'i, saddu adz-zzari‘ah termasuk

dalam pembahasan giyas.

Sebagaimana halnya dengan qgiyas, dilihat dari aspek aplikasinya,
sadd al-dzariah merupakan salah satu metode pengambilan
keputusan hukum (istinbath al-hukm) dalam Islam. Namun dilihat dari
di sisi produk hukumnya, sadd al-dzari‘ah adalah salah satu sumber

hukum.

Tidak semua ulama sepakat dengan sadd al-dzari‘ah sebagai
metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai
pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok,
yaitu 1) yang menerima sepenuhnya; 2) yang tidak menerima
sepenuhnya; 3) yang menolak sepenuhnya.

1. Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode
dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab
Hambali. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki bahkan
mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih
dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Imam
al-Qarafi (w. 684 H), misalnya, mengembangkan metode ini dalam
karyanya Anwar al-Burdq fi Anwa” al-Furig. Begitu pula Imam al-
Syathibi (w. 790 H) yang menguraikan tentang metode ini dalam

kitabnya al-Muwéafaqat.
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2. Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai
metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan
mazhab Syafi'i. Dengan kata lain, kelompok ini menolak sadd al-
dzariah sebagai metode istinbath pada kasus tertentu, namun
menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Contoh kasus
Imam Syafi'i menggunakan sadd al-dzari‘ah, adalah ketika beliau
melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan
atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana (al-
dzari‘ah) kepada tindakan mencegah untuk memperoleh sesuatu
yang dihalalkan oleh Allah dan juga al-dzari‘ah kepada tindakan
mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Padahal air
adalah rahmat dari Allah yang boleh diakses oleh siapapun.
Contoh kasus penggunaan sadd al-dzari‘ah oleh mazhab Hanafi
adalah tentang wanita yang masih dalam iddah karena ditinggal
mati suami. Si wanita dilarang untuk berhias, menggunakan
wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian yang mencolok.
Dengan berhias, wanita itu akan menarik lelaki. Padahal ia dalam
keadaan tidak boleh dinikahi. Karena itulah, pelarangan itu
merupakan sadd al-dzari‘ah agar tidak terjadi perbuatan yang
diharamkan, yaitu pernikahan perempuan dalam keadaan iddah.
Sedangkan kasus paling menonjol yang menunjukkan penolakan
kelompok ini terhadap metode sadd al-dzari‘ah adalah transaksi-
transaksi jual beli berjangka atau kredit (buyd’ al-ajal). Dalam
kasus jual beli transaksi berjangka, misalnya sebuah showroom
menjual mobil secara kredit selama 3 tahun dengan harga Rp. 150
juta kepada seorang konsumen. Setelah selesai transaksi,
keesokan harinya sang konsumen membutuhkan uang karena
keperluan penting dan mendesak. la pun menjual beli mobil itu
kepada pihak showroom. Oleh pihak showroom, mobil itu dibeli
secara tunai dengan harga Rp. 100 juta.

Transaksi seperti inilah yang oleh mazhab Maliki dan
Hambali dilarang karena terdapat unsur riba yang sangat kentara.
Pada kenyataannya, transaksi jual beli tersebut adalah penjualan
mobil secara kredit seharga Rp. 150 juta dan secara tunai seharga
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Rp. 100 juta. Barang yang diperjualbelikan seolah sia-sia dan tidak
bermakna apa-apa.

Sementara bagi mazhab Hanafi, transaksi semacam itu juga
dilarang. Namun mereka menolak menggunakan sadd al-dzari‘ah
dalam pelarangan tersebut. Pelarangannya berdasarkan alasan
bahwa harga barang yang dijual tersebut belum jelas, karena
terdapat dua harga. Di samping itu, si konsumen yang menjual
kembali mobil sebenarnya juga belum sepenuhnya memiliki
barang tersebut karena masih dalam masa kredit. Dengan
demikian, transaksi kedua yang dilakukan si konsumen dengan
pihak showroom adalah transaksi yang tidak sah (fasid).
Perbedaan dua harga itu juga mengandung unsur riba.

Bagi mazhab Syafii, transaksi jual beli kredit seperti adalah

sah secara formal. Adapun aspek batin dari niat buruk si penjual
untuk melakukan riba, misalnya, adalah urusan dosanya sendiri
dengan Allah. Yang menjadi patokan adalah bagaimana lafal (al-
lafzh) dalam akad (al-’aqd), bukan niat dan maksud si penjual yang
tidak tampak. Tidak boleh melarang sesuatu akad hanya
berdasarkan dugaan terhadap maksud tertentu yang belum jelas
terbukti.
. Kelompok ketiga, yang menolak sepenuhnya sebagai metode
dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Zhahiri. Hal ini sesuai
dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum
berdasarkan makna tekstual (zhahir al-lafzh). Sementara sadd al-
dzari‘ah adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang
masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan
dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep sadd
al-dzari'ah adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan
pada nash secara langsung.

Ibnu Hazm (994-1064 M), salah satu tokoh ulama dari
mazhab Zhabhiri, bahkan menulis satu pembahasan khusus untuk
menolak metode sadd al-dzari'ah dalam kitabnya al-Ahkam f/
Ushdl al-lhkdm. la menempatkan sub pembahasan tentang
penolakannya terhadap sadd al-dzarfah dalam pembahasan
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tentang al-ihtiyath (kehati-hatian dalam beragama). Sadd al-
dzari‘ah lebih merupakan anjuran untuk bersikap warga dan
menjaga kehormatan agama dan jiwa agar tidak tergelincir pada
hal-hal yang dilarang. Konsep sadd al-dzari‘ah tidak bisa berfungsi
untuk menetapkan boleh atau tidak boleh sesuatu. Pelarangan
atau pembolehan hanya bisa ditetapkan berdasarkan nash dan
ijma’ (gath’i). Sesuatu yang telah jelas diharamkan oleh nash tidak
bisa berubah menjadi dihalalkan kecuali dengan nash lain yang
jelas atau jjma’. Hukum harus ditetapkan berdasarkan keyakinan
yang kuat dari nash yang jelas atau jjma’. Hukum tidak bisa
didasarkan oleh dugaan semata.

Contoh kasus penolakan kalangan al-Zhahiri dalam
penggunaan sadd al-dzari‘ah adalah ketika Ibnu Hazm begitu
keras menentang ulama Hanafi dan Maliki yang mengharamkan
perkawinan bagi lelaki yang sedang dalam keadaan sakit keras
hingga dikhawatirkan meninggal. Bagi kalangan Hanafi dan Maliki,
perkawinan itu akan bisa menjadi jalan (al-dzari‘ah) bagi wanita
untuk sekadar mendapatkan warisan dan menghalangi ahli waris
lain yang lebih berhak. Namun bagi Ibnu Hazm, pelarangan
menikah itu jelas-jelas mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas
halal. Betapapun menikah dan mendapatkan warisan karena
hubungan perkawinan adalah sesuatu yang halal.

Meskipun terdapat ketidaksepakatan ulama dalam penggunaan
sadd al-dzari‘ah, namun secara umum mereka menggunakannya
dalam banyak kasus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh
Wahbah al-Zuhaili, kontroversi di kalangan empat mazhab: Hanafi,
Maliki, Syafi’i, dan Hambali, hanya berpusat pada satu kasus, yaitu
jual beli kredit. Selain kasus itu, para ulama empat mazhab banyak
menggunakan sadd al-dzariah dalam menetapkan berbagai
hukum tertentu.

Adapun tentang mazhab Zhahiri yang menolak mentah-mentah
sadd al-dzari‘ah, hal itu karena mereka memang sangat
berpegang teguh pada prinsip berpegang kepada Kitabullah dan
Sunah. Dengan kata lain, semua perbuatan harus diputuskan
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berdasarkan zhahir (fenomena) al-nash (teks) dan zhahir
(fenomena) al-fi’l (perbuatan).

Namun tentu terlalu berpegang secara tekstual kepada makna
tekstual nash juga bisa berbahaya. Hal itu karena sikap demikian
justeru bisa mengabaikan tujuan syariah untuk menghindari
mafsadah dan meraih mashlahah.Jika memang mafsadah jelas-
jelas bisa terjadi, apalagi jika telah melewati penelitian ilmiah yang
akurat, maka sadd al-dzari‘'ah adalah sebuah metode hukum yang
perlu dilakukan.

Dengan sadd al-dzari‘ah, timbul kesan upaya mengharamkan
sesuatu yang jelas-jelas dihalalkan seperti yang dituding oleh
mazhab al-Zhahiri. Namun agar tidak disalahpahami demikian,
harus dipahami pula bahwa pengharaman dalam sadd al-dzari‘ah
adalah karena faktor eksternal (tahrim i ghairih). Secara
substansial, perbuatan tersebut tidaklah diharamkan, namun
perbuatan tersebut tetap dihalalkan. Hanya karena faktor eksternal
(i ghairih) tertentu, perbuatan itu menjadi haram. Jika faktor
eksternal yang merupakan dampak negatif tersebut sudah tidak
ada, tentu perbuatan tersebut kembali kepada hukum asal, yaitu
halal.

Terkait dengan kedudukan sadd al-dzari‘ah, Elliwarti Maliki,
seorang doktor wanita pertama asal Indonesia lulusan al-Azhar,
Kairo, menganggap bahwa sadd al-dzari‘ah merupakan metode
istinbath (penalaran) hukum yang mengakibatkan kecenderungan
sikap defensif (mempertahankan diri) di kalangan umat Islam.
Pada gilirannya, hal ini bisa menimbulkan ketidakberanian umat
untuk berbuat sesuatu karena takut terjerumus dalam mafsadah.
Di samping itu, produk-produk fikih dengan berdasarkan sadd al-
dzari‘ah cenderung menjadi bias gender. Sadd al-dzari‘ah
menghasilkan pandangan ulama yang melarang wanita untuk
berkiprah lebih luas di masyarakat, seperti larangan wanita ke luar
rumah demi mencegah bercampur dengan lelaki yang bukan

mahram.
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9. Pengertian Fathu az-dzara’i’

Kebalikan dari sadd al-dzarfah adalah fath aldzar’ah. Hal ini
karena titik tolak yang digunakan adalah al-dzarfah. Dalam mazhab
Maliki dan Hambali, al-dzarfah memang ada yang dilarang dan ada yang
dianjurkan. Hal ini diungkapkan oleh al-Qarafi yang dianggap berasal
mewakili mazhab Maliki dan lbnu Qayyim al-Jauzi yang dianggap
mewakili mazhab Hambali. Al-dzarfah adakalanya dilarang sehingga
pelarangan itu disebut sadd al-dzari'ah; adakalanya dianjurkan atau

diperintahkan sehingga anjuran atau perintah itu disebut fath al-dzari‘ah.

Secara terminologis, bisa dipahami bahwa fath aldzarfah adalah
menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya
diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (ibdhah), menganjurkan
(istihab), maupun mewajibkan (ijab) karena perbuatan tersebut bisa
menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan

atau diperintahkan.

Contoh dari fath al-dzarfah adalah bahwa jika mengerjakan shalat
Jum’at adalah wajib, maka wajib pula berusaha untuk sampai ke masjid
dan meninggalkan perbuatan lain. Contoh lain adalah jika menuntut ilmu
adalah sesuatu yang diwajibkan, maka wajib pula segala hal yang
menjadi sarana untuk tercapai usaha menuntut ilmu, seperti membangun

sekolah dan menyusun anggaran pendidikan yang memadai.

Namun yang juga harus digarisbawahi adalah bahwa betapapun
al-dzarfah (sarana) lebih rendah tingkatannya daripada perbuatan yang
menjadi tujuannya. Pelaksanaan atau pelarangan suatu sarana

tergantung pada tingkat keutamaan perbuatan yang menjadi tujuannya.

Pembahasan tentang fath al-dzariah tidak mendapat porsi yang
banyak di kalangan ahli Ushdl alFigh (Usul Fikih). Hal itu karena fath al-
dzarfah hanyalah hasil pengembangan dari konsep sadd aldzar/ah.
Sementara sadd al-dzariah sendiri tidak disepakati oleh seluruh ulama
sebagai metode istinbath (penalaran hukum). Hal itu karena bagi
sebagian mereka, terutama di kalangan ulama Syafi'iyah, masalah sadd

al-dzarfah dan fath al-dzarfah masuk dalam bab penerapan kaedah:
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‘Jika suatu kewajiban tidak sempurna dilaksanakan tanpa suatu hal

tertentu, maka hal tertentu itu pun wajib pula untuk dilaksanakan”.

Kaedah tersebut berkaitan pula dengan masalah mugaddimah
(pendahuluan) dari suatu pekerjaan yang telah dibahas sebelumnya. Hal
ini pula yang menjadi salah satu faktor yang membuat perbedaan
pendapat ulama terhadap kedudukan sadd al-dzar/ah dan fath aldzar/ah.
Apa yang dimaksudkan al-dzari'ah oleh ulama Maliki dan Hambali,

ternyata bagi ulama Syafi'i adalah sekadar mugaddimah.

Dzara’i adalah persoalan yang harus diketahui umat Islam, hal ini

diungkapkan oleh al-Qorofiy contoh-contoh fathu dzara’i, yaitu:

1. Memberikan harta rampasan perang/fasilitas kepada musuh
(dalam perang), sebagai tebusan untuk membebaskan
tawanan/sandera.

2. Menyuap seseorang atau pihak tertentu untuk keputusan
hukum yg sebenarnya, pada saat ia didzalimi (dianiaya atau
direkayasa dalam pengadilan). Artinya, status hukum yg
seharusnya ia terima tidak bisa didapatkan kecuali dengan
mengeluarkan uang/harta.

3. Membayar sejumlah harta kepada Negara atas perlindungan
dari bahaya, agar kekuatan umat Islam tetap terjaga di Negara
tersebut.

4. Memberikan potongan harga/menurunkan harga bagi calon
jamaah haji yang ingin ke baitullah.

5. Jika mengerjakan shalat jum’at wajib, maka meninggalkan jual
beli ketika akan melaksanakan shalat jum’at pun menjadi wajib.

6. Menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan, maka segala
sesuatu yang menghubungkan dengan menuntut ilmu adalah

wajib.

10. Cara Menentukan al-Dzari’ah

Guna menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak,

karena ia bisa menjadi sarana (aldzari'ah) terjadinya suatu
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perbuatan lain yang dilarang, maka secara umum hal itu bisa

dilihat dari dua hal, yaitu:

1.

Motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk
melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan
berdampak kepada sesuatu yang dihalalkan atau
diharamkan. Misalnya, jika terdapat indikasi yang kuat
bahwa seseorang yang hendak menikahi seorang janda
perempuan talak tiga adalah karena sekadar untuk
menghalalkan si perempuan untuk dinikahi oleh mantan
suaminya terdahulu, maka pernikahan itu harus dicegah.
Tujuan pernikahan tersebut bertentangan dengan tujuan
pernikahan yang digariskan syara’ yaitu demi membina

keluarga yang langgeng.

Akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat
kepada motif dan niat si pelaku. Jika akibat atau dampak
yang sering kali terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu
yang dilarang atau mafsadah, maka perbuatan itu harus
dicegah. Misalnya, masalah pemberian hadiah (gratifikasi)
yang diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berdasarkan beberapa peristiwa yang sebelumnya terjadi,
seorang pejabat yang mendapat hadiah kemungkinan besar
akan memengaruhi keputusan atau kebijakannya terhadap si
pemberi hadiah. Karena itulah, setiap pemberian hadiah
(gratifikasi) dalam batasan jumlah tertentu harus

dikembalikan ke kas negara oleh pihak KPK.

F. MAZHAB SHAHABI

Pada masa Rasulullah shahallahu alaihi wa sallam diutus generasi

para sahabat. Yang mana mereka adalah sebaik-baiknya generasi, dari
aspek keimanan mereka sangat memegang teguh ajaran Islam dibawah
naungan Rasulullah shahallahu alaihi wa sallam, dan ketaatan mereka
pada Allah Subhanallahu wa ta’ala dan Rasul-Nya melebihi dari

segalanya. Hal ini dapat kita ketahui dari kisah para sahabat dalam
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mempertahankan agidah mereka, meskipun harus disiksa dan didera
oleh berbagai siksaan dan cacian dari kafir quraisy. Mereka adalah
generasi yang patut kita jadikan teladan, baik dari kuatnya keimanan,
pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari dan menyebarkan ajaran
Islam kepada yang lainnya.

Terlepas dari segala keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat.
Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan segala hal yang
sampai pada kita dari sahabat baik itu berupa perkataan, perbuatan
ataupun fatwa sebagai salah satu sumber pengambilan hukum dalam
Islam. Fatwa sahabat (Mazhab Shahabi) salah satu dalil yang masih
diperselisinkan oleh para ulama atas penggunaannya sebagai hujjah
dalam menetapkan suatu hukum. Sehingga hal itu sangatlah penting bagi
kita mahasiswa-mahasiswi syariah untuk membahas lebih dalam lagi

tentang fatwa sahabat (Mazhab shahabi).

1. Pengertian Mazhab Shahabi

Hampir semua literatur yang membahas mazhab shahabi
menempatkannya pada pembahasan tentang “dalil syara’ yang
diperselisinkan”. Bahkan ada yang menepatkannya pada “‘pembahasan
tentang dalil syara’ yang ditolak, seperti yang dilakukan Asnawi dalam
kitabnya Syarh Minhaj al-Ushul’. Hal ini menunjukkan bahwa mazhab
shahabi itu berbeda dengan jjma’ shahabi yang menempati kedudukan
yang tinggi dalam dalil syara’ karena kehujjahannya diterima semua pihak,
meskipun di kalangan sebagian kecil ulama ada yang menolak kehujjahan
jfma’ secara umum.

Sulit menemukan arti mazhab shahabi itu secara definitife yang
bebas dari kritik. Namun dari beberapa literatur yang menjelaskan hakikat
mazhab shahabi, dapat dirumuskan arti mazhab shahabi itu secara
sederhana, yaitu: Mazhab sahabat yang lazimnya juga disebut Qaulus
Shahabi maksudnya ialah: “Yang dimaksud dengan Qaulus shahabi
(mazhab sahabat) ialah, pendapat-pendapat para sahabat dalam masalah-
masalah jjtihad”

Dengan kata lain, Qaulus Shahabi adalah pendapat para sahabat

tentang suatu kasus yang dinukil oleh para ulama, baik berupa fatwa
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maupun ketetapan hukum, yang tidak dijelaskan dalam ayat atau hadits.
Yang dimaksudkan dengan sahabat, menurut ulama ushul figh adalah
“Seseorang yang bertemu dengan Rasulullah shahallahu alaihi wa sallam,
dan beriman kepadanya serta mengikuti dan hidup bersamanya dalam
waktu yang panjang, serta dijadikan rujukan oleh generasi sesudahnya
dan mempunyai hubungan khusus dengan Rasulullah shahallahu alaihi wa
sallam.” Adapula ulama yang mempersingkat identitas sahabat itu dengan
‘orang-orang yang bertemu dan beriman kepada Nabi Muhammad
shahallahu alaihi wa sallam , serta hidup bersamanya dalam waktu yang
cukup lama.

Madzhab Shahabi berarti “pendapat para sahabat Rasulullah
shahallahu alaihi wa sallam. Yang dimaksud dengan Madzhab
Shahabat(pendapat sahabat) ialah pendapat para sahabat yang tentang
suatu kasus yang dinukil para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan
hukum, sedangkan ayat atau hadits tidak menjelaskan hukum terhadap
kasus yang dihadapi sahabat tersebut. Disamping belum adanya ijma
para sahabat yang menetapkan hukum tersebut. Persoalan yang dibahas
oleh para ulama ushul figh adalah, apabila pendapat para sahabat itu
diriwayatkan dengan jalur yang shahih, apakah wajib diterima, diamalkan,
dan dijadikan dalil?

Setelah Rasulullah wafat, maka tampilah untuk memberi fatwa
kepada umat Islam dan membentuk hukum untuk mereka, kelompok dari
sahabat yang telah mengenal figh dan ilmu, dan merekalah yang telah
lama mempergauli Rasulullah dan telah memahami Al-Quran serta
hukum-hukumnya. Dari mereka pula telah keluar beberapa fatwa
mengenai beberapa macam peristiwa. Sebagian para tabi’in di antara para
tabi’in dan tabi’in-tabi’in telah telah memeperhatikan periwayatannya,
sehingga diantara mereka ada yang mengkondifikasikannya bersama
sunah-sunah Rasul.

Ringkasan pembicaraan dalam judul ini, adalah bahwasanya tidak ada
perselisihan mengenai ucapan sahabat dalam hal yang tidak bisa
terjangkau oleh pendapat dan akal sebagai hujjah bagi umat Islam, karena
ucapan itu tidak boleh tidak diucapkan karena mendengar dari Rasul,
seperti ucapan Aisyah r.a.: “Tidaklah berdiam kandungan itu dalam perut
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ibunya lebih dari dua tahun, menurut kadar ukuran yang dapat mengubah
bayangan alat tenun”.

Contoh ini tidak dapat menjadi tempat ijtihad dan pendapat, oleh
sebab itu apabila hal tersebut sah, sumbernya adalah pendengaran dari
Rasul, maka termasuk Sunnah, sekalipun pada lahirnya ialah dari sahabat.

Dan tidak ada perselisihan juga bahwa ucapan sahabat yang yang
tidak diketahui dari kalangan sahabat lain adalah yang menentang, adalah
juga hujjah bagi umat Islam, karena kesepakatan mereka atas hukum
menegani suatu peristiva, dengan dasar atas dekatnya waktu mereka
bertemu dengan Rasul dan atas dasar pengetahuan mereka terhadap
rahasia-rahasia pembentukan hukum, juga atas dasar perselisihan mereka
dalam beberapa peristiwa selain peristiwa tersebut, adalah sebagai dalil
atas bersandar mereka kepada dalil yang pasti. Hal ini seperti ketika
meraka telah sepakat atas pembagian waris kepada nenek-nenek
perempuan dengan bagian 1/6 (seperenam), maka itu adalah hukum yang
wajib diikuti, dan dalam masalah itu tidak diketahui ada perselisihan antara
umat Islam.

Semasa Rasulullah Shahallahu alaihi wa sallam masih hidup,
semua masalah yang muncul atau timbul dalam umat akan langsung
ditanyakan para sahabat kepada Rasulullah shahallahu alaihi wa sallam,
memberikan jawaban dalam penyelesaiannya. Setelah Rasulullah
Shahallahu alaihi wa sallam meninggal dunia, maka kelompok sahabat
yang tergolong ahli dalam mengistibatkan hukum, telah berusaha
sungguh-sungguh memecahkan persoalan tersebut, sehingga umat
muslim dapat beramal sesuai dengan fatwa-fatwa sahabat itu. Kemudian
fatwa-fatwa sahabat ini diriwayatkan oleh tabi’in, tabi’it tabi’in, dan orang-
orang sesudahnya, seperti meriwayatkan hadits.

Qaul Shahaby dalam ilmu ushul figih adalah:

“Fatwa sahabat (Nabi) yang berbentuk ucapan dengan dasar (pendapat)
Pribadinya”

Jadi perkataan atau fatwa atau hasil ijtihad seorang sahabat nabi
tentang suatu hal yang berhubungan dengan hukum syara’ dinamakan
Qaul Shahabi atau Qaul Sahabat. “Qaul Shahaby” pada sebagian kitab-
kitab Ushul Figh sering disebut juga dengan “Mazhab Sahabat”, tetapu
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perlu diketahui bahwa hal itu bukanlah dimaksudkan sebagai ijma’

sahabat (kesepakatan semua sahabat terhadap suatu masalah).

2. Konsep Mazhab Shahabi
Para ulama membagi Madzhab Shahabi ke dalam beberapa macam,

diantaranya :

1.

Perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek
ijtihad.

Dalam hal ini para ulama semuanya sepakat bahwa
perkataan sahabat bisa dijadikan hujjah. Karena kemungkinan sima
dari Nabi SAW sangat besar, sehingga perkataan sahabat dalam
hal ini bisa termasuk dalam kategori al-sunnah, meskipun
perkataan ini adalah hadist mauquf. Pendapat ini dikuatkan oleh
imam as-Sarkhasi dan beliau memberikan contoh perkataan
sahabat dalam hal-hal yang tidak bisa dijadikan objek ijtihad
seperti, perkataan ali bahwa jumlah mahar yang terkecil adalah
sepuluh dirham, perkataan anas bahwa paling sedikit haid seorang
wanita adalah tiga hari sedangkan paling banyak sepuluh hari.

Namun contoh- contoh tersebut ditolak oleh beberapa ulama
Syafiiyah, bahwa hal-hal tersebut adaah permasalahan-
permasalahan yang bisa dijadikan objek ijtihad. Dan pada
kenyataannya baik jumlah mahar dan haid wanita berbeda-beda

dikembalikan kepada kebiasaan masing-masing.

Perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Dalam
hal ini perkataan sahabat adalah hujjah karena masuk dalam

kategori ijma’.

Perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang
lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau
menolaknya. Dalam hal inipun bisa dijadikan hujjah, karena ini
merupakan ijjma’sukuti, bagi mereka yang berpendapat bahwa /[jma’

sukuti bisa dijadikan hujjah
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4. Perkataan sahabat yang berasal dari pendapatnya atau ijtihad
nya sendiri.

Qaul al-Shahabi yang seperti inilah yang menjadi
perselisilihan diantara para ulama keabsahannya sebagai
hujjah dalam figh islam.

Adapun Dr. Muhammad Sulaiman Abdullah al-Asyqar
menambahkan beberapa poin mengenai macam-macam daul al-
shahabi ini, diantaranya :

1) Perkataan Khulafa ar-Rasyidin dalam sebuah
permasalahan. Dalam hal ini para ulama sepakat untuk
menjadikannya hujjah. Sebagaimana diterangkan dalam
sebuah hadits, “Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan
sunnah para Khulafa ar- Rasyidin setelahku”

2) Perkataan  seorang sahabat yang  berlandaskan
pemikirannya dan ditentang oleh sahabat yang lainnya.
Dalam hal ini sebagian ulama berpendapat bahwa
perkataan sahabat ini tidak bisa dijadikan hujjah. Akan
tetapi sebagian ulama lainnya dari kalangan Ushuliyyin dan
fugaha mengharuskan untuk mengambil perkataan satu

sahabat.

3. Posisi Mazhab Shahabi dalam Hukum

Tidak ada perselisihan mengenai ucapan sahabat dalam hal yang
tidak bisa terjangkau oleh pendapat dan akal sebagai hujjah bagi ummat
islam, karena ucapan itu tidak boleh tidak diucapkan karena mendengar
dari Rasulullah shallalahu alaihi’ wa sallam maka termasuk Sunnah,
sekalipun pada lahirnya adalah dari sahabat.

Dan tidak ada perselisihan juga bahwa ucapan sahabat yang tidak
diketahui dari kalangan sahabat lain adalah yang menentang adalah
hujjah bagi ummat islam, karena kesepakatan mereka atas hukum
mengenai suatu peristiwa, dengan dasar dekatnya waktu mereka
bertemu dengan Rasulullah dan atas dasar pengetahuan mereka
terhadap rahasia-rahasia pembentukan hukum, juga atas dasar

perselisihan mereka dalam beberapa peristiwa selain peristiwa tersebut,
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adalah sebagai dasar bersandar mereka kepada dalil yang pasti. Hal ini
seperti mereka telah sepakat atas pembagian waris nenek-nenek
perempuan dengan bagian 1/6, maka itu adalah hukum yang wajib diikuti,
dan dalam masalah itu tidak diketahui ada perselisihan antara ummat
islam.

Perselisihan itu hanya terdapat pada ucapan sahabat yang keluar
dari ro’yu (pendapat)nya, serta belum terdapat pada ucapan itu kata
mufakat dari sahabat. Kemudian Abu Hanifah dan para ulama yang
senadanya dengannya berkata:

"Apabila saya tidak mendapat (hukum) dalam kitabullah dan juga tidak
mendapati dalam Sunnah Rasulullah, maka saya mengambil pendapat
sahabat Rasulullah yang saya kehendaki pula, kemudian saya
meninggalkan pendapat orang yang tidak saya kehendaki pula, kemudian

saya tidak keluar dari pendapat mereka pada selainnya”.

Maka Abu Hanifah tidak memandang pendapat seseorang tertentu
di antara sahabat sebagai hujjah. Jadi, dia bisa mengambil pendapat
seseorangdi antara sahabat yang dia kehendaki, tetapi dia tidak
memperkenankan menentang pendapat-pendapat mereka secara
keseluruhan. Dia juga tidak memperkenankan melakukan Qiyas terhadap
suatu peristiwa, bahkan dalam satu peristiwva dia mengambil pendapat
mana saja di antara pendapat mereka. Barangkali dari sudut pendirian
Abu Hanifah bahwa mengenal perselisihan sahabat mengenai hukum
suatu kejadian kepada dua pendapat adalah ijjma’ di antara mereka,
maka dalam hukum itu berarti tidak ada pendapat yang ketiga (artinya
hanya ada dua pendaapat saja), dan perselisihan mereka kepada tiga
pendapat adalah jjma’ di antara mereka bahwa dalam hukum itu berarti
tidak ada pendapat yang keempat (artinya hanya ada tiga pendapat
saja), maka keluar dari pendapat mereka secara keseluruhan adalah
berarti keluar dari jjma’ mereka.
Kehujjahan Mazhab shahabi dalam Hukum

Kehujjahan di sini adalah kekuatan yang mengikat untuk dijalankan
oleh umat islam, sehingga akan berdosa jika meninggalkannya

sebagaimana berdosanya meninggalkan perintah nabi. Pembicaraan
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tentang apakah mazhab shahabi itu menyangkut beberapa segi

pembahasan, yaitu:

a. pembahasan dari kehujjahannya terhadap sesame sahabat yang lain,

b.

dan kehujjahannya terhadap generasi berikutnya atau orang yang

selain sahabat,

pembahasan dari segi bentuk mazhab shahabi, dapat dibedakan

antara kemungkinannya berasal dari ijtihad pribadi sahabat tersebut

atau melalui cara lain. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini,

yaitu:

1.pendapat sahabat yang berada di luat lingkup ijtihad (masalah
ta’abbudi atau hal lain yang secara qath’l berasal dari Nabi),
meskipun secara terang tidak disebutkan berasal dari Nabi dapat
menjadi hujjah. Bila terdapat dua pendapat atau lebih yang
berbeda dalam bentuk ini, maka diselesaikan dengan cara atau
metode yang lazim (berlaku).

2.pendapat sahabat dalam lingkup ijtihad dan bukan dalam bentuk
tawfig, tentang kehujjahannya tergantung untuk siapa pendapat
sahabat itu diberlakukan. Pada ulama sepakat bahwa pendapat
sahabat dalam bentuk ini tidak menjadi hujjah untuk sesame
sahabat lainnya, baik ia seorang imam, hakim, atau mulfti.
Kesepakatan ulama ini dinukilkan oleh kebanyakan ahli ushul, di
antaranya oleh al-Amidi. Juga dinukilkan oleh dua pakar ushul
figh, vyaitu Ibn Subki dan al-Asnawi, yang mengajukan
argumentasi sebagai berikut:

a. Bila sahabat yang lain itu adalah mujtahid, maka pendapat
seorang sahabat tidak dapat diberlakukan bagi sahabat
lainnya itu, karena seorang mujtahid tidak boleh ber-taglid
kepada yang sesama sahabat lainnya. Kalau sahabat lain
itu bukan mujtahid, tentu ia menjadi mugallid (ber-taklid)
namun hal ini lemah sifatnya karena hal ini juga berlaku
untuk kalangan orang yang bukan mujtahid.

b. Ada jma’ di kalangan sahabat yang membolehkan seorang
sahabat berbeda pendapat dengan sahabat lainnya. Hal ini
menunjukkan bahwa pendapat seorang sahabat tidak
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mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap sahabat
lainnya. Tidak ada celaan dari seorang sahabat terhadap
sahabat lain bila ia tidak sependapat. Hal ini menunjukkan
bahwa pendapat seorang sahabat tidak mempunyai
kekuatan yang mengikat bagi sahabat lainnya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kehujjahan pendapat
sahabat bagi orang lain yang selain sahabat, seperti tabi’in (generasi
sesudah sahabat), tab’l tabi’in (generasi sesudah tabi’in) dan generasi
berikutnya:

1. Pendapat kalangan ulama yang terdiri dari ulama kalam Asy-ariyah
dan Mu’tazilah, Imam Syafi'i dalam satu gaul-nya, Ahmad dalam satu
riwayatnya, dan al-Karakhi dari ulama Malikiyah. Mereka mengatakan
bahwa pendapat sahabat yang berasal dari ijtihadnya tidaklah menjadi
hujjah bagi generasi sesudahnya. Pendapat inilah yang dipilih oleh al-
Amidi.

Mereka mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

a. Firman Allah dalam surah An-Nisa 59 :

B oh BE o 0 8 0 oY s oo B o

Terjemahan: “Jika kamu berselisih pendapat kembalikanlah kepada Allah
(Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah
dan hari kemudian”.

Dalam ayat ini ada perintah Allah untuk mengembalikan urusan
kepada Allah dan Rasul bila terdapat perselisihan pendapat.
Seandainya boleh mengambil pendapat sahabat, tentu Allah  akan
menyuruh umat berbuat demikian.

b. lima’ sahabat tentang kebolehan beda pendapat antara sesame
sahabat. Seandainya pendapat seorang sahabat itu menjadi hujjah ,
tentunya seorang sahabat wajib mengikuti yang lain, dan ini adalah
mustahil.

C. Sahabat mengemukakan pendapatnya berdasarkan hasil

ijtihadnya, bukan berdasarkan  taufigq, sehingga ada kemungkinan
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pendapatnya itu salah. Karenanya, pendapat sahabat itu  tidak
berdaya hujjah terhadap yang lain.
d. Para sahabat terkadang berbeda pendapat dalam beberapa
masalah sebagian sahabat mengikuti pendapat yang berbeda
dengan pendapat sahabat yang lain. Kalau setiap pendapat sahabat
itu menjadi hujjah terhadap sahabat lain dan orang-orang sesudahnya
tentu hujjah-hujjah Allah itu berbeda atau berbenturan satu sama
lain. Mengikuti pendapat sebagian sahabat tidaklah lebih  baik
dibandingkan dengan pendapat sahabat yang lain.

2. Pendapat dari kalangan ulama yang terdiri dari: Malik ibn Anas, al-
Razi, al-Barza’l dari sahabat Abu Hanifah, al-Syafi'i dalam salah satu
gaul-nya (gaul gadim), dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Mereka
berpendapat bahwa pendapat sahabat itu menjadi hujjah secara mutlak.
Mereka mengemukakan argumentasi sebagai berikut:
a. Firman Allah dalam surah Ali ‘Imran ayat 110:
Gaghaally Gandi L ‘—BP‘ al s A

Terjemahan: “Kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan kepada
manusia, menyuruh berbuat ma’ruf...”

Ayat ini merupakan khitah yang diarahkan pada umat yang
menjelaskan bahwa apa yang disuruh sahabat itu adalah makhruf
sedangkan berbuat yang makhruf itu wajib hukumnya.

b. Sabda Nabi

Para sahabatku adalah laksana bintang gemintang, siapa pun
yang kamu ikuti kamu akan mendapati petunjuk.

Hadits ini mengisyaratkan untuk mengikuti apa yang diberikan
sahabat Nabi. Hal ini menunjukan  kehujjahan  pendapat yang

disampaikan oleh sahabat.

3. Pendapat kalangan ulama yang tidak bersikap secara mutlak (pasti)
dalam menerima atau menolak pendapat sahabat; artinya: menerima
dalam bentuk tertentu dan menolak yang lainnya. Rincian pendapat

mereka adalah sebagai berikut:
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a) Pendapat sahabat dapat berdaya hujjah bila pendapat itu
bertentangan dengan giyas. Alasannya adalah seperti yang
dikemukakan al-Mahalli, bahwa para sahabat itu biasa

beramal dengan giyas, kecuali bila menemukan dalil lain
yang lebih kuat yang mendorongnya untuk tidak
menggunakan giyas, baik dalam bentuk nash maupun dalam

bentuk jjma’: Bila seorang sahabat menyalahi giyas, maka
kemungkinan besar (kuat dugaan) bahwa ia mempunyai dalil
yang lebih kuat.

b) Pendapat sahabat yang didukung oleh giyas qgarib dapat menjadi
hujjah, karena pendapat tersebut telah mendapat kekuatan oleh
kesamaannya dengan giyas.

c) Pendapat sahabat dapat menjadi hujjah bila pendapatnya ini telah
tersebar dan tidak ditemukan ada pendapat lain  yang
menyanggahnya. Pendapat ini muncul di kalangan  ulama yang

tidak menerima jjma’ sukuti’ sebagai dalil yang berdiri sendiri.

Di kalangan ulama yang menolak kehujjahan mazhab shahabi
berbeda pendapat pula dalam hal apakah orang (generasi) sesudah
sahabat boleh ber-taglid kepada sahabat. Dalam hal ini ada dua
pendapat:

3. Muhaqgin, sebagaimana dikatakan Imam al-Haramain dalam kitabnya
al-Burhan, mengatakan tidak boleh. Alasannya adalah bahwa tidak
kuatnya kepercayaan pada kebenaran pendapat sahabat tersebut,
sebab pendapatnya tidak pernah dibukukan. Lain halnya dengan
pendapat Imam Mujtahid yang empat, umpamanya, yang pendapatnya
telah dibukukan oleh para muridnya. Hal ini bukan karena kualitas ijtihad
imam yang empat lebih tinggi dari ijtihad sahabat. Pendapat seperti ini
sejalan dengan pendapat al-Syafi'i dalam qaul jaded (pandangan
baru)-nya.

4. Membolehkan secara mutlak dengan alasan rasional bahwa bila orang
boleh ber-taqlid kepada seorang mujtahid sesudah masa sahabat,

tentu akan lebih boleh lagi ber-taglid  kepada mujtahid sahabat.
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5. Qaul gadim (pendapat lama) dari al-Syafi'i mengatakan boleh ber-taglid
kepada sahabat asalkan pendapatnya itu sudah tersebar luas,
meskipun tidak dibukukan.

Imam Ibnu Qoyyim dalam kitabnya ‘llmu Muwaqqi'in (Juz 4
Halaman 148) menyatakan 43 alasan yang mewajibkan mengikuti
pandangan sahabat, akhirnya beliau berkata bahwa fatwa sahabat tidak

keluar dari 6 bentuk:

1. Fatwa yang didengar sahabat dari Nabi
2. Fatwa yang didengar dari orang yang mendengar dari Nabi
3. Fatwa yang didasarkan atas pemahamannya terhadap Al-Qur’an

yang agak kabur dari ayat tersebut pemahaman bagi kita
4. Fatwa yang disepakati oleh tokoh-tokoh sahabat yang sampai
kepada kita melalui salah seorang sahabat
5. Fatwa yang didasarkan kepada kesempurnaan ilmunya baik
Bahasa maupun tingkah lakunya, kesempurnaan ilmunya tentang
keadaan Nabi dan maksud-maksudnya. Kelima hal ini adalah
hujjah yang wajib diikuti
6. Fatwa yang berdasarkan pemahaman yang tidak datang dari Nabi
dan salah  pemahamannya, maka hal ini tidak jadi hujjah.
Sebagaimana telah disebutkan bahwa Ulama berbeda pendapat
tentang kehujjahan qaul shahabi. Qaul shahabi merupakan rujukan
hukum demi menyelesaikan peristiwa-peristiwa hukum baru yang terjadi
pasca meninggalnya Rasulullah yang tidak terdapat ketentuannya dalam
Alguran dan Sunnah. Terdapat dua golongan Ulama dalam menyikapi
gaul shahabi sebagai hujjah syariyyah, yaitu golongan yang setuju
menjadikan gaul shahabi sebagai hujjah dan golongan yang menolaknya.

Penjelasannya secara rinci ialah sebagai berikut:

1. Ulama yang setuju

Di antara Ulama yang setuju dengan qaul shahabi untuk menjadi hujjah
ialah Imam Malik, Ar Razi, Hanafiyyah, Syafi’i (Qaul Qadim), Ahmad bin
Hanbal (pendapat terkuat).Musthafa Said al Khin, Atsar al Ikhtilaf fi al
gawa’id al Ushuliyyah fi ikhtilaf al Fugaha’, Landasan dalam menjadikan

gaul shahabi sebagai hujjah antara lain:
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a) QS: An Nisa’ : 110

I it

2 o
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°

Terjemahan: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk
manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang
mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman,
tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman,

dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”

b) QS. At Taubah: 100

Terjemahan: “ Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama
(masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan Anshar dan orang-
orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka
dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka
surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di

dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.”

c) ljma’
Keputusan pengangkatan Khalifah Utsman oleh Abdurrahman Ibn
Auf dengan salah satu pertimbangannya yaitu mau mengikuti Khalifah

sebelumnya yakni Abu Bakar dan Umar Ibn Khattab.
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d) Dalil Agli (logika)

Di antara alasan logis yang menjadi dasar kehujjahan gaul shahabi
antara lain:

a. Pendapat Shahabat dijadikan hujjah karena terdapat kemungkinan
bahwa pendapat mereka berasal dari Rasulullah.

b. Kedekatan Shahabat dengan Rasulullah dalam waktu yang lama
memberikan mereka pengalaman yang sangat luas untuk
memahami ruh dari syariat dan tujuan-tujuan pensyariatan.

c. Mereka berguru langsung pada Rasululla sehingga diyakini
pendapat mereka lebih mendekati kebenaran.

d. Mereka adalah generasi terbaik yang memiliki sifat ‘adalah dan
lebih jauh dari kemungkinan melahirkan pendapat syara’ tanpa
alasan.

Terdapat suatu pendapat yang menyatakan bahwa suatu kaum
menyetujui gaul shahabi menjadi hujjah hanya gaul Abu Bakar dan Umar
Ibn Khattab saja. Sedangkan seba